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BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWATIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

bahwa untuk melaksanalan ketentuan Pasal 98 ayat (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2O23

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam
rangka memberikan kepastian hukum dan tertib
administrasi dalam pemungutan Pajak Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun l95O Nomor 4l) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapr4ia Surabaya Dan Dati
II Surabaya Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, DJawa Timur, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
pgna gihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 20O0 tentang Pembahan atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 129, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
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3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan [,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor l1 Tahun
2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahvn 2024
Nomor 1, Tambahan Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6905);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukal Peratural Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11

Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 terrtang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tar:,;,bahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah teralhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan trmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022, Tarnbahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6757);
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lO. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2OO5 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan
l,ayanan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 171, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 534O);

11.. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O10 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O

Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lrmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahalr

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2O23 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun

2023, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor L2O Tahun 2OlA tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2O7 IPIIIK'O7 l2OlA

tentang Pedoman Penagrhan dan Pemeriksaan Pajak

Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2OS |PMK'O7 I2OLB

tentang Pedoman Penilaian P4jak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor

48lPMK.O3l2O2l tentang Tata Cara Pendaftaran,

Pelaporan, Dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi Dan

Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O21 Nomor 519);
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Menetapkan

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2O16 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2O20 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk (Lrmbaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Irmbaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahvn 2024
Nomor 1);

21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
(Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor
6);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KE*TENTUAN UMUM DAN

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dima}sud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Nganjuk.

4. Bupati adalah BuPati Nganjuk.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas teftentu di

bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dart

Dewal Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
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7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Nganjuk.

8. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disingkat Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

1O. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Nganjuk.

11. Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah adalah
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Nganjuk yang memberikan pelayanan dan melakukan
pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Nganjuk.

12. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten
Nganjuk.

13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang

dapat dikenai Pajak.
15.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan,

meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak' dan
pemungut Pqiak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perserozul terbatas, perseroan komanditer, perseroaJr

i^i.tt y", badan usaha milik negara, BUMD, atau badan
usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk
apapun, frrma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetaP.

B. Oficial Assesment System atau yarrg disebut dengan
p"j"f. y"t g dipungut berdasarkan penetapan Bupati
adalah suatu sistem pemungutan yang memberi
wewenang kepada pemerintah (frskus) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang.
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19. SellAsses sment System atau yang disebut dengan pajak
yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh
Wajib Pajak adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk
menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

2O.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas
bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tana.l. dan
perairan pedalaman.

22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi.

23.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.

24.Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan
diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya
diilngtat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh
konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa
tertentu.

26. Makanan dan/ atau Minuman adalah makanan dan/ atau
minuman yang disediakan, dijual dan/ atau diserahkan,
baik secara langsung maupun tidak langsung, atau
melalui pesanan oleh restoran.

27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan
dan/ atau Minuman dengan dipungut bayaran'

28. Tenaga Listrik adalah tenaBa atau energi yang dihasilkan
oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang
didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik'

29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang

dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan
minum, kegiatan hiburan, dan/ atau fasilitas lainnya'

3o.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan tempat parkir di luar- badan jalan
a"t7.t r -p.layanan memarkirkan kendaraan untuk
ditempatkan di at." parkir, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan temPat
penitipan Kendaraan Bermotor.

31. iasa *esenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan,
'Oe.-ai""+ ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian
untuk dinikmati.

32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan
reklame.

33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, ata\r menarik perhatian umutn
terhadaP sesuatu'
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34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah
Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.

35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

36. Nilai Perolehan Air Tanah selanjutnya disingkat NPA
adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai
pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang
diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air

37. Pajak Mineral Bukan I"ogam dan Batuan adalah Pajak
atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan
batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan penrndang-
undangan di bidang mineral dan batubara.

39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung
walet.

40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga
allocalia, yattu allocalia fucliiap haga, collocalia maxina,
allocalia esanlanta, dan collocalia linchi.

41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut
persentase tertentu.

42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh
kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang
dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok BBNKB
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

44. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen
yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

45. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selarlutnya
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban dan
perpajakan daerahnya.

46. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan
tertentu.

47. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui t
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, alau /
nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

d
/.l/
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48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak penentuan
besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan
Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

49. Masa pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender
atau jangka walrhr lain yang diatur dengan Peraturan
Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi
dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang.

50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPIPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek
Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

51. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat
STTS adalah surat bukti pembayaran / penyetoran Pajak
Daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.

52. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2
seiuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.

53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang
terutang.

54. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
it"u t.Uft dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati'

55. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang
kepada wajib Pajak'

56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,

lumUfr kredit Pajak, jumlah kekurangan 
- 
pembayaran

pokok Pajat, besarnya sanksi administratil, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibaYar.

57. SJrat Xetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
kete-tapan Pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

S8.-Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit Pajak.
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59. Surat Ketetapan Pajak Daerah L,ebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada
Pajak yang terutang atau sehamsnya tidak terutang.

60. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

6l.Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 yang
selanjutnya disingkat SK NJOP PBB-P2, adalah surat
keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat
Pemungut Pajak Daerah sebagai pemberitahuan bahwa
Objek Pajak dan Wajib Pajak telah terdaftar dalam sistem
administrasi perpajakan di Daerah.

62. Pembayaral pajak adalah besarnya kewajiban yang

han.rs dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD,

SKPD, SKPDB, dan STPD ke kas umum daerah atau
tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu
yang telah ditentukan.

63. Restitusi Pajak, yang selanjutnya disebut Restitusi
adalah permohonan Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Pajak Daerah yang dilakukan oleh Wajib

Pajak kepada Pemerintah Daerah
64. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan

oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap
pelaksanaan penagrhan Pajak atau terhadap keputusan
yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

65. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang
Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

66. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan

Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus'
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan

penyanderaan.
67. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan

yang membetulkan kesalahan tutis, kesalahan hitung,

dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan

tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan

Pajak Daerah kbih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,

Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputu'"n /
Keberatan. /,l

/



- 10-

68. Surat Keputuszrn Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah tebih
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, atau
terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga
yang diajukan oleh Wajib Pajak.

69. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya
disingkat DBKB adalah Daftar yang dibuat untuk
memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan
pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen
utama dan/ atau biaya komponen material bangunan
dan biaya komponen fasilitas bangunan.

TO.Data Harga Jual adalah Data/informasi mengenai jual
beli tanah dan/ atau bangunan yang didapat dari sumber
pasar dan sumber lainnya seperti, Camat, PPAT, Notaris
PPAT, aparat kelurahan, iklan media cetak, dan lain-
lain.

71. Blok adalah hna Geografrs yang terdiri dari sekelompok
Objek Pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/ atau
buatan manusia yang bersifat permanen / tetap, seperti
jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk
kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan
kelurahan. penentuan batas blok tidak terikat kepada
batas RT/RW dan sejenisnya dalam satu kelurahan.

72.7-ona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah
suatu zona geogralis yang terdiri atas sekelompok Objek
Pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata
(NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/ pemilikan
Objek Pajak dalam satu wilayah administrasi kelurahan'
Penentuan batas Zona Nitai Tanah tidak terikat kepada
batas blok.

7 3. Pet,- 7-ota Nilai Tanah yang selanjutnya disebut Peta ZNT

adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis
yang terdiri atas sekelompok Objek Pajak yang
mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Ftata (NIR) yang
dibatasi oleh batas penguasaan / pemilikan Objek Pajak

dalam satu wilayah administrasi kelurahan.
74. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh

Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu
keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.

75. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak
atas banding terhadaP Sura
diajukan oleh wajib Pajak.

t Keputusan Keberatan Yan



76. Penyitaan adalah tindakan juru sita Pajak untuk
menguasai barang penanggung Pajak, guna dijadikan
jaminan untuk melunasi utang Pajak menurut ketentuan
peraturan pemndang-undangan.

77. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal. penghasilan, dan biaya serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan men1rusun laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut.

78. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah
dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Tg.Barangadalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan
objek sita.

80. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kelengkapan pengisian surat
pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk
penilaian tentang kebenaran penulisan dan
penghitungannya.

81. Penagihan adalah serangkaian tindakan agax
penanggung P4iak melunasi utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksaaakan penyltaan, melaksanakan
penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

S2. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termisuk sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan/ atau kenaikan yang tercantum dalam surat
ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
peraturan pemndang-undangan perpajakan daerale'

83. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang
Pajak.

84. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang
Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

85. Jumsita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan
Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus'
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan' dan
penyanderaan.

86. i'enyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
yaitu serangkaian tindalan yang dilakukan oleh Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
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perpajakan daerah yang terjadi serta
tersangkanya.

menemukan
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87. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu)
tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

88. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak
atau dalam bagran tahun pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpqjakan daerah.

8g.Insentif pemungutan pqiak yang selanjutnya disebut
Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan
sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melalsanakan pemungutan paja}.

9O. Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang berasal dari
kontribusi wajib kepada Pemerintah Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkaa imbalan secara langsung dan digunalan
untuk kepentingan Pemerintah Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran raliryat.
91. Penghapusan Piutang Pqi.k Daerah adalah

menghapuskan Piutang Pajak Daerah beserta sanksi
administrasi yang tercantum dalam SKPD/ SPPT PBB-

P2ISKPDKB/SKPDKBT/ STPD atau Surat Ketetapan

Pajak Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau
Putusan Banding serta Keputusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung.

92. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat PAHP adalah Pembahasan antara Wajib Pajak

dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang

hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan

Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua
belah pihak dan berisi koreksi Pokok Pajak Terutang baik
yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan
perhitungan sanksi administratif.

93. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang

selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi
tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang

dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan
sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan
perhitungan sementara dari sanksi administratif'

94. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat
KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat
oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan
yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang

dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan
kesimpulan yang diambil sehubungan dengan
pelaksanaan Pemeriksaan.

95. Bank Penerima adalah Bank Jatim atau bank lain yang

ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran
pendapatan asli Daerah.
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96. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang perpajalan Daerah yang te{adi serta
menemukan tersangkanya.

97. Tim Peneliti Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
yang selanjutnya disingkat TPUP3D adalah Tim yang
bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan
administrasi dan pemeriksaan lapangan atas usulan
pengumsan dalam rangka penghapusan Piutang Pajak
Daerah yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 2

Ruang lingkup tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati
ini meliputi:
a. Pajak Daerah;
b. Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan, dan

Pelaporan;
c. Pembayaran dan Penyetoran;
d. Penagihan Pajal;
e. Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan P4lak;
f. Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan;
g. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
h. Kadaluwarsa Penagihan Pajak Daerah;
i. Penghapusan Piutang Pajak;
j. Keberatan dan Banding Pajak;
k. Gugatan;
1. pengurangan, keringanan, pembebasan, Penghapusan,

atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/ atau
sanksinya;

m. Pembukuan;
n. Pemeriksaan Pajak;
o. Opsen;
p. ke{a sama optimalisasi pemungutan Pajak dan

pemanfaatan data; dan
q. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
untuk memberikan dasar hukum tata cara pemungutan
Pajak bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan
kepastian hukum atas pemungutan Pajak bagt

masyarakat.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk

optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
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BAB III
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Paja}

Pasal 4

(1) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan
Bupati loficial Assessment Systernl adalah sebagai
berikut :

a. PBB-P2;
b. Pajak Reklame;
c. PAT;
d. Opsen PKB; dan
e. Opsen BBNKB.

(2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri oleh Wajib Pajak (Sef Assessment System)
sebagai berikut:
a. BPHTB;
b. PBJT atas:

1. makanan dan/ atau minuman;
2. tenaga listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

c. Pajak MBLB; dan
d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 5

(l) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2) Dasar pengenaan PBB-F2 ditetapkan paling rendah 20%

(dua puluh persen) dan paling tinggi l0O% (seratus
persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena
pajak.

(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar
RpIO.OOO.OO0,OO (sepuluh juta rupiah) untuk setiap
wqiib Pajak.

(a) Dafam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih
dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP
tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

hanya diberikan atas salah satu objek PBB-F2 untuk
setiap Tahun Pajak.

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

setiap 3 (tiga) tahun.
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(6) Klasifikasi dan besaran NJOP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak
yang ditetapkan serendah-rendahnya 2O% (dua puluh
persen) dan setinggi-tinggtnya 10oo/o (seratus persen) dari
Nilai Juat Objek Pajak.

(2) Besarnya Nilai JuaI Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan untuk :

a. objek pajak perorangan, Badan Usaha Milik Desa,
Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) sebesar 4O7o (empat puluh
persen) dari Nilai Jual Objek Pajak;

b. objek pajak untuk Industri, Perusahaan sebesar 907o

(sembilan puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak;
dan

c. objek pajak untuk Jalan Tol sebesar 85o/o (delapan
puluh lima persen) dari Nilai Jual Objek Pajak.

(3) Besarnya Nilai Jual Kena Pajak dapat ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(4) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan dengan memperhatikan perkembangan harga
pasar dan pertumbuhan perekonomian, yang ditetapkan
dengan Keputusan BuPati.

Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
a. Tarif PBB-F2 ditetapkan sebesar O,2Oo/o (nol koma dua

puluh persen); dan
b. Tarif PP,B.-V2 atas objek berupa lahan produksi pangan

dan lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0'18o/o (nol

koma delapan belas Persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan tarif PBB-P2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Parrlagral 2
BPHTB

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek
pajak.

(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dirnaksud
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
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a. harga transaksi untuk jual beli;
b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah

wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau
badan hukum lainnya, pemisahan hak yang
mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena
pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas
tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak,
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak,
penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran
usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang
untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah
daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak
bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan,
dasan pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP
yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan
bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak
ditetapkan sebesar Rp80.OOO.0OO,O0 (delapan puluh juta
rupiah) untuk perolehan hak pertarna Wajib Pajal di
wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris
yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat ke atas atau satu dera-iat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami / istri'
nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan
sebesar Rp50O.00O.OO0,O0 (lima ratus juta rupiah).

(6) Apabila penerima hibah wasiat atau waris yang diterima
orang pribadi selain yang dimaksud pada ayat (5), nilai
perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan
sebesar Rp 0,OO (nol ruPiah).

(7) Apabila penerima hibah wasiat atau waris ya-ng diterima
orang pribadi terdiri dari ahli waris sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditambah ahli waris pengganti,

nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. nilai pasar dibagi sesuai dengan jumlah ahli waris

sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

b. jumlah nilai pasar yang diperoleh masing-masing ahli
waris sebagaimana dimaksud pada hurrf a, ahli waris
dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat
ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris,
termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak
tidai< kena pajak ditetaPkan se

Rp5OO.OO0.O0O,0O (tima ratus juta rupiah);



-t7-

c. Nitai perolehan objek pajak tidak kena pajak ahli waris
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

ditetapkan sebesar Rp 0,O0 (nol rl.piah).
(8) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atam waris

tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai
perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi
daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak
sebasaimana dimalsud pada ayat (5).

Pasal 10

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 1l

Besaran pokok BPHTB yarrg temtang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek
pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (4), ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 12

(1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan
oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia

makanan dan/ atau minuman untuk PRJT atas
makanan dan/atau minuman;

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga
Listrik;

c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan

untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau

penyelenggara temPat parkir dan/ atau penyedia
layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas
Jasa Parkir; dan

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara
Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian
dan hiburan.

(21 Daiarn hat tidal terdapat pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung
berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang
be rlaku di wilayah daerah.

(3) PBJT atas makanan dan minuman yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berupa
konsumsi snack, makan minum rapat, makan minum
lembur, dan/ atau konsumsi lainnya dikenakan PBJT
sebesar 10% (sePuluh Persen).
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Pasal 13

(1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan

pembayaran; dan
b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga
listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, dihitung
berdasarkan:
a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan

biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan
dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan

b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
(3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga

listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
a. kapasitas tersedia;
b. tingkat penggunaan listrik;
c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetaPkan
untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain
dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak

melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas

tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang

dijual atau diserahkan.

(1) farif PBJT ditetapkan sebesar 10olo (sepuluh persen)-

(2) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,

pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan
sebesar 3o/o (trga Persen); dan

b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri,
ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

(3) Khusus Tarif PBrT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada

diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa
ditetapkan sebesar 5O% (lima puluh persen).

Pasal 15

Pasal 14

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud /
dalam Pasal 13 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud 7/
dalam Pasal 14. /

/



(l) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa

Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga,

nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Dafam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa

Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dihitung
dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang
digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan,
jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran
media Reklame.

(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak
wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan
menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

(5) Perhitungan nilai sewa Reklame yang diselenggarakan
sendiri, ditetapkan sebagai berikut:
a. penilaian harga biaya produksi Reklame meliputi

faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi
penempatan, waktu penayangan, jangka wakru
penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media
Reklame; dan

b. penilaian bangunan untuk tempat reklame
berpedoman pada Keputusan Bupati terkait standar
satuan harga dan/ atau standar bangunan gedung.
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Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 16

Pasal 17

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi,

radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan
sejenisnya;

b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan
dari produk sejenis lainnYa;

c. narna pengenal usaha atau profesi yang dipasang
melekat pada bangu.nan dan/ atau di dalam area tempat
usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan
bahan Reklamenya dengan ukuran paling lebar 6oolo

(enam puluh persen) dari lebar bangunan;
d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
e. reklame yang diselenggarakal dalam rangka kegratan

politik, sosial, dan keagarnaan yang
dengan iklan komersial.

tidak disertai
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Pasal 18

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25o/o (dua puluh lima
persen).

Pasal 19

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 16 dengan tarif Pajak
Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Paragraf 5
Pajak Air Tanah

Pasal 2O

(1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimalsud pada

ayat (l) adalah hasil perkalian antara harga air baku
dengan bobot Air Tanah.

(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan
pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dinyatakan dalam koefrsien yang didasarkan atas faktor-
faktor berikut:
a. jenis sumbe r air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh

pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
(5) Pemberlakuan NPA sebagai dasar penghitungan Pajak Air

Tanah ditentukan besarannya sebagai berikut :

a. 3Oo/o dari NPA untuk PDAM; darr
b. 7 5o/o dari NPA.

(6) Besaran pengenaan PAT adalah sebagai berikut:
a. semua jenis usaha, PATyang dibayar adalah 65% dari

Besaran Pokok Pajak Air Tanah; dan
b. PDAM, PAT yang dibayar adalah 30% dari Besaran

Pokok Pajak Air Tanah.
(7) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana

dimalsud pada ayat (1) berpedoman pada nilai perolehan

air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
(8) Besaran pengenaan PAT sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.
(9) Peninjauan kembali besaran pengenaan PAT

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.
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Pasal 21

Tarif PAT ditetapkan sebesar 2Oo/o (dua puluh persen).

Pasal 22

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada aYat (3)

ketentuan peraturanditetapkan sesuai dengan
perundang-undangan di bidang pertambangan.

Pasal 24

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 2O% (dua puluh
persen).

Pasal 25

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil
pengambilan MBLB.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung' 
berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan
MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' ' 
dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis
MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah
Daerah.

Besara-n pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan
ca.a -engrlikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (l) dengan tarif Pajak MBLB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dengan Rumus
sebagai berikut:

Besarnya pajak = Nilai Jual Hasil pengambilan
MBLB x 2Oo/o

volume/ tonase x harga Patokan
masing-masing jenis MBLB

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 26

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah

Nilai Jual Hasil
pengambilan MBLB

nilai jual sarzrng Burung Wa-let.

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5) dengan tarif PAT
sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 21.

Paragraf 6
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 23
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(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dihitung berdasarkan perkalian antara
harga pasaran umum s€rrang Burung Walet yang berlaku
di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang
Burung Walet.

Pasal 27

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 1O7o

(sepuluh persen).
Pasal 28

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak
Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 29

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 3O

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 660/o (enam puluh enam

Persen)' 
Pasal 3l

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dengan taril sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 32

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB
terutang.

Pasal 33

Tarif opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh
enam persen).

Pa sal 34

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud pada Pasal 32 dengan tarif sebagaiman
pada Pasal 33.

a dimal<sud



BAB TV
PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENII,,AIAN PBB-P2,

PENETAPAN DAN PELAPORAN
Bagran Kesatu

Pendaftaran

Pasal 35

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut' 
berdasarkan penetapan Bupati wajib mendaftarkan diri
dan/ atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat
dengan menggunakan:
a. iurat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang

dipungut berdasarkan penetapan Bupati

".b"g"i-"t 
a dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf

b sampai dengan huruf e; dan
b. SPOP dan/ atau Lampiran Surat Pemberitahuan

Objek Pajak (LSPOP) untuk jenis Pqiak vang dipungut
beidasarkan penetapan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a'

(2) Format SPOP dan/ atau l,ampiran Surat 
- 

Pemberitahuan
Objek Pajak (LSPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)-huruf b tercantum dalam lampiran sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

1S1 WajiU Pajak untuk jenis eajak yalq dipungut
' ' beidasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak,

wajib mendaftarkan diri dan/ atau objek Pajaknya
kepada BuPati atau Pejabat.

(4) Pe;daftaran pajak daerah untuk Wajib Pajak Restoran'
Perhotelan, iarkir, Hiburan dan Air Tanah diberikan
waktu 3 (tiga) bulan sejak beroperasi dan baru didaJtar

sebagai Wajib Pajak.
(51 Pend-aftaran sebigaimana dimaksud pada ayat (l) dan

ayat (2), kepada w;jib Pajak diberikan satu NPWPD yang

diterbitkan oleh Pejabat.
(6) ielain diberikan NpWpO sebagaimana dimaksud pada
'-' 

"y"t 
(3), Pejabat dapat menerbitkan nomor registrasi'

llbpo,'atau jenis penomoran lain yang dipersamakan
untuk jenis iajak iang memerlukan pendaftaran objek

Pajak.
(71 NiWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk
' ' o.*g pribad-i dihubungkan dengan nomor induk

kependudukan.
t8t NpfupO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk

Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha'
(9) ietentuan seba[aimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik
yang berstatus badan usaha milik negara atau badan

usaha milik daerah.
(10) Dalam hal Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud Pada aYat

2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat secara

abatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data Yang
J

diperoleh atau dimiliki oleh Daerah'

-23-
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Pasal 36

(1) NPWPD merupakan identitas Wajib Pajak yang
digu.nakan dalam pemungutan Pajak Daerah selain
PBB-P2 dan BPHTB.

l2l Dalam hal pajak yang dimaksud adalah PBB-P2, maka
identitas Wajib Pajak menggunakan Nomor Obyek Pajak
(NOP) PBB P2.

(3) BPHTB yang merupakan jenis bea tidak diberikan
NPWPD karena bersifat insidental.

(4) NPWPD diterbitkan dan ditetapkan oleh Bapenda.
(5) NPWPD diberikan kepada Wqjib/obyek Pajak

pernanen.
(6) Setiap Wajib Pajak yang memiliki NPWPD akan melekat

baginya kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan
obyek pajaknya.

(71 NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

berbentuk kartu identitas NPWPD.
(8) Kartu identitas NPWPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (71dibuat dalam bentuk fisik dan/atau digital.
(9) Bentuk karhr identitas NPWPD, 56lagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1O) Format NPWPD terdiri dari 18 (delapan belas) digit yang
terdiri dari :

a. digit 1-3 adalah kode kecamatan
b. digit 4-6 adalah kode desa
c. digit 7-11 adalah kode nomor urut
d. digit 12-13 adalah tahun pendaftaran
e. digit 14 adalah kodejenis Pajak
f. digit 15-18 adalah kode status Wajib Pajak

(11) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) harus melalui verifikasi
secara administrasi dan/ atau lapangan yang hasil:ya
dituangkan dalam BAP.

Pasal 37

(1) BAPENDA melakukan pendaftaran objek dan Subjek
Pajak, untuk mengetahui jumlah potensi Pajak'

(2) Apabila Subjek Pajak tidak bersedia dilakukan
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka
dapat diberikan surat himbauan paling banyak 3 (tiga)

kali dan membuat Surat Pernyataan tidak bersedia
menjadi Wajib Pajak dan siap diproses sesuai ketentuan'

(3) Hasil pendaltaran sebagaimana dimaksud ayat (1),

dihimpun dan didokumentasikan ke dalam daftar wajib
pajak.

(4) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) wajib
memenuhi syarat kelengkapan permohonan pe

NPWPD.

ndaftaran
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(5) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
a. mengisi formulir pendaftaran; dan
b. kartu tanda penduduk yang sah.

Pasal 38

(l) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (a) dilakukan sebagai berikut:
a. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan

lengkap;
b. Wajib Pajak menyerahkan formulir pendaftaran

kepada petugas dengan melampirkan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5);

c. Petugas meneliti formulir pendaftaran yang telah diisi
beserta kelengkapan berkas persyaratannya.

(2) Berdasarkan hasil Penelitian formulir pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka
petugas:
a. mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib

Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan
apabila tidak lengkaP; atau

b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib
Pajak dan mencatat pendaftaran dalam Daftar Induk
Wajib Pajak apabila permohonan telah lengkap.

(3) Paling lama 1 (satu) hari kerja' setelah permohonan
pendaftaran diri wajib Pajak dinyatakan lengkap Kepala

BAPENDA menerbitkan NPWPD.
(4) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik atau
tertulis.

(5) NPWPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diambil oleh Wajib Pajak atau
dikirimkan kepada Wajib Pajak secara elektronik'

(6) Bentuk formulir pendaftaran NPWPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum
dalam l,ampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 39

(1) Dalam hal Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (8), BAPENDA melakukan verilikasi
lapangan berdasarkan data yang dimiliki oleh Daerah'

(2) Dalam hal hasil verifrkasi lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai antara Data
yang dimiliki Daerah dengan kondisi sebenarnya,
petugas menerbitkan NPWPD.

(S) bakm hal hasil verifrkasi lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian antara
data yang dimiliki Daerah dengan kondisi sebenamya' ,
petugas melakukan penyesuaian terhadap data' yang /
dimiliki Daerah. /

/



-26-

(4) Setelah dilalrukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), petugas menerbitkan NPWPD.

(5) Paling lama 5 (lima) hari kerja, NPWPD yang telah diterbitlan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikirimkan
kepada Wajib Pajak disertai pemberitahuan terkait kewajiban
Perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

(6) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
melalui:
a. Pos;
b. jasa ekspedisi;
c. jasa kurir; atau
d. surat elektronik dalam ha-l diketahui alamat surat

elektronik Waj ib Paj ak.

Pasal 4O

(l) Pendaftaran Objek Pajak oteh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) wajib
memenuhi sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran
NPWPD.

(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
a. mengisi formulir pendaftaran;
b. mengisi SPOP dan LSPOP;

c. kartu tanda penduduk yang sah; dan/ atau
d. perizinan terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan'

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, tidak terpenuhi, BAPENDA menghimbau Wajib Pajak

untuk segera mengurus perizinal usahanya.

Pasal 41

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l
dilakukan dengan mengajukan permohonan secara

elektronik atau tertulis.
(2) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada

Pasal 42

(1) Setiap Wajib Pajak PBB wajib melakukan Pendaftaran pada

BAPENDA paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah

saat terpenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang PBB untuk
diberikan SK NJOP PBB-P2.

(2) Saat terpenuhinya persyaratan sebagai wajib pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada saat

memperoleh manfaat atas Bumi dan Bangunan.
(3) SK NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

memuat identitas Objek Pajak berupa NOP.

ayat (1) disampaikan melalui:
a. laman BAPENDA; atau
b. sarana lain yang ditetapkan oleh Kepala BAPENDA'



-27-

(3) Permohon€ul secara terhrlis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan:
a. secElra langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan

bukti pengiriman surat.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

(l) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 dilampiri dokumen Wajib Pajak darr dokumen Objek
Pajak.

(2) Dokumen Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:
a. kartu tanda penduduk untuk orang pribadi, atau akta

pendirian perusahaan dan/ atau perubahannya serta

t 
".t 

r t rraa penduduk salah satu pengurus untuk badan;
dan

b. NPWPD.
(3) Dokumen Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah SPOP.

Pasal 44

(1)Berdasarkan permohonan pendaftaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43, Kepala BAPENDA melakukan
penelitian administrasi.

(2) berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat ({, Kepala BAPENDA menerbitkan keputusan
berupa:
a. menerima permohonan dengan menerbitkan SK NJOP

PBB-P2; atau
b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat

penolakan permohonan pendaftaran Objek Pajak' paling

iu.t r" f S ltma belas) hari kerja terhitung setelah
permohonan diterima secara lengkap'

(3) Dal^am hal Kepala BAPENDA tidak menerbitkan keputusan
'-'dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'

p".rnolio.rin dianggap dikabulkan {an Kgnala BAPPND-A

menerbitkan SK NJOP PBB-P2 paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir'

Pasal 45

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak ryelalcsarytkan kewajiban
Pendaftaran seblgaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (11'

Kepala BAPENDA melakukan Pemeriksaan atau penelitian
administrasi.
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(2) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA
menerbitkan SK NJOP PBB-P2 berdasarkan kewenangan
secara jabatan.

(3) SK NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal penerbitan SK NJOP PBB-P2.

(4) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalui:
a. Pos;
b. jasa ekspedisi;
c. jasa kurir; atau
d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat

elelrtronik Waj ib Paj ak.

Pasal 46

(1) Kepala BAPENDA berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau
berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan
perubahan data yang tercantum dalam SK NJOP PBB-P2.

(2) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) disampaikan secara elektronik atau tertulis ke
BAPENDA.

(3) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disamPaikan melalui:
a. laman BAPENDA; atau
b. sarana tain yang ditetapkan oleh BAPENDA.

(4) Permohonan secara tertuts sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disamPaikan:
a. secara langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan

bukti pengiriman surat.
(5) Permohonan perubahan data sebagaimana dimal<sud pada

ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana
tircantum dalam l"ampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Teihadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat' 
(1), Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah melakukan
pencetakan kembali SK NJOP PBB-P2.

(4 SK NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal pencetakan kembali SK NJOP PBB-
Y2.

(8) SK NJOP PBB-P2 yang telah diterbitkan sebelumnya
dinyatakan tidak berlaku setelah terdapat pencetakan
kembali SK NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(71' 

Pasd 47

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB

(1) Kepala BAPENDA berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau
berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan
pencabutan SK NJOP PB.B'-V2 terhadap Objek Pajak yang
sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif sesuai dengan
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(2) Permohonan pencabutan SK NJOP PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) disampaikan ke BAPENDA.

(3) Permohonan pencabutan SK NJOP PBB-P sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik
atau tertulis, serta dilampiri dengan dokumen yang
disyaratkan.

(4) Dokumen yang disyaratkan sebagai Lampiran permohonan
pencabutan SK NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan dokumen izin usaha, hak guna usaha,
penugasan, kontrak, kuasa, perjanjian dan/ atau 'win, yang
sudah beralhir dan tidak dilakukan perpanjangan masa
berlakunya.

(5) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disampaikan melalui:
a. laman BAPENDA; atau
b. sarana lain yang ditetapkan oleh BAPENDA.

(6) Permohonan secara terrulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disampaikan:
a. secara langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan

bukti pengiriman surat.
(7) Permohonan pencabutan SK NJOP PBB-F2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dibuat dengan menggunakan format
sebagaimana tercanfl:un dalam l,ampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

(8) Pencabutan SK NJOP PBB-P2 berdasarkan kewenangan
secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Kepala BAPENDA berdasarkan data dan/ atau
informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh BAPENDA'

(9) Pencabutan SK NJOP PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak
atau berdasarkan kewenangErn secara jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasi-l

Pemeriksaan atau penelitian administrasi.
(lO)Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala BAPENDA

menerbitkan kePutusan beruPa:
a. menerima permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan

surat keputusan pencabutan SK NJOP PBB-P2; atau
b. menolak permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan

surat penolakan pencabutan SK NJOP PBB-P2-
(1l)Keputusan sebagaimana dimalsud pada ayat (1O) diterbitkan

paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib
Pajak diterima secara lengkaP.

(l2)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(11) terlampaui dan Kepala BAPENDA tidak menerbitlan
keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

(13)Kepala BAPENDA harus menerbitkan surat keputusan
pencabutan SK NJOP PBB-P2 paling lama 1 (satu) bulan
setelah jangka
berakhir

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
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(I4)Surat keputusan pencabutan SK NJOP PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) huruf a dan surat penolakan
pencabutan SK NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) huruf b, dibuat dengan menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Pasal 49

(1) Selain memperhatikan persyaratan seb2gai wajib pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), pencabutan
SK NJOP PBB-P2 dapat dilakukan jika:
a. Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak PBB;
b. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan tindakan penegakan

hukum di bidang perpajakan PBB;
c. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan upaya hukum di

bidang perpajakan PBB-Perkotaan; dan/ atau
d. Wajib Pajak tidak sedang dalam proses penyelesaian

peninjauan kembali di bidang perpajakan PBB.
(2) Tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan PBB

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b antara lain:
a. pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajal<an ;
b. pemeriksaan bukti permulaan;
c. penyidikan tindak pidana di bidang perpajalan; atau
d. penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan.

(3) Upaya hukum di bidang perpajakan PBB sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf c antara lain:
a. pengurangan PBB;
b. pengurangan denda administrasi PBB;
c. pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan pajak

terutang yang tidak benar;
d. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak PBB

yang tidak benar;
e. pembatalan surat tagihan pajak PBB yang tidak benar;
f. keberatan PBB;
g. pembatalan hasil Pemeriksaan atau Penelitian;
h. gugatan; dan/ atau
i. banding.

(1) BAPENDA dapat menerbitkan SPPT, dan/atau SKPD untuk
Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan
SK NJOP PBB-P2, apabila diperoleh data datt/atau informasi
yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB yang
belum dipenuhi Wajib Pajak.

(2) BAPENDA dapat menerbitkan SPPT, SKPD dan/atau STPD
sebelum dan/ atau setelah pencabutan SK NJOP PBB-P2,
apabila setelah pencabutan SK NJOP PBB.P2 diperoleh data 71

dan/ atau informasi yang menunjukkan adany a kewajiban //
perpajakan PBB yang belum dipenuhi Wajib Pajak. . /"V

/
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(3) SPPT dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dan ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) tahun setelah saat berakhirnya Tahun Pajak.

Bagian Kedua
Pendataan

(1) Bupati atau Pejabat melakukan pendataan Wajib Pajak dan
objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak,
termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan
administrasi perpaj akan Daerah.

(2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), meliputi seluruh Bumi dan/ atau Bangunan
dalam wilayah Daerah, untuk PBB-P2.

Pasal 51

Pasal 52

(1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data Objek
Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi.

(2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana dimal<sud
pada ayat (l) meliputi:
a. pengumpulan data; dan
b. pemetaan.

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a mempakan kegiatan yang meliputi:
a. pengumpulan data Objek Pajak; dan
b. pengolahan data Objek Paja} yang bersumber dari instansi

pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain
sebagaimana diatur dalam peraturan penrndang-
undangan tentang pemberian dan penghimpunan data
dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

(4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hunrf b
dilakukan melalui pengonversian peta Objek Pajak, yang
meliputi:
a. transformasi antar sistem proyeksi; dan/ atau
b. digitalisasi peta analog ke peta digital.

Pasal 50

(1) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. Pendataan kantor; dan/ atau
b. Pendataan lapangan.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
oleh petugas Pendataan.

(3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.



Pasal 53

(1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat l2l huruf b dilakukan dengan cara melakukan
peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/ atau lokasi lain
di luar lokasi fisik Objek Pqiak, atas data Objek Pajak.

(2) Ruang lingkup Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. pengumpulan data; dan
b. pemetaan.

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a merupakan kegiatan pengumpulan data Objek Pajak
yang tidak atau belum dilaporkan.

(4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan melalui pengukuran Objek Pajak, yang meliputi:
a. pengukuran menggunakan sistem pengukuran berbasis

satelit;
b. pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh;

dan/atau
c. pengukuran dengan alat ukur manual.
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Pasal 54

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa
dari wajib Pa,iak, menyatakan menolak untuk dilakukan
Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (1), Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari
Wajib Pajak, harus menandatangani surat pernyataan
penolakan Pendataan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Paja}, atau kuasa
dari Wajib Pajak, menolak menandatangani surat pernyataan
penolakan Pendataaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
petugas Pendataan membuat berita acara penolakan
Pendataan yang ditandatangani oleh petugas Pendataal.

(3) Dalam haf Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa
dari Wajib Pajak, menyatakan menolak untuk dilakukan
Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

atau menolak menandatangani surat pernyataan penolakan
Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas
Pendataan tetap melakukan Pendataan berdasarkan data
dan/ atau informasi yang dimiliki dan/ atau diperoleh
Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah.

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan
dalam bentuk laporan hasil Pendataan.

(5) Surat pernyataan penolakan Pendataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan berita acara penolakan
Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat
dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

Hr'#T ilil:J;r'*'" baglan tidak terpisah* 

7
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Bagian Ketiga
Perubahan Data dan Penambahan Objek Pajak

(l) Dalam hal terdapat perubahan data Wajib Pajak dan/ atau
Objek Pajak, atau penambahan Objek Pajak, maka Wajib
Pajak wajib melaporkan kepada BAPENDA.

(2) Pelaporan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dilakukan
dengan mengisi formulir perubahan data Wajib Pajak
danlatau Objek Pajak, atau penambahan Objek Pajak.

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

BAPENDA dalam jangka waktu paling lana 7 (tujuh) hari
melakukan penyesuaian terhadap data Pajak yang dimiliki
Daerah.

(4) Bentuk formulir perubahan data Wajib Pajak dan / atau Objek
Pajak, atau penambahan Objek Pajak sebagaimana dimalsud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan

Pasal 56

(1) Dalam haf Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat dapat melakukan
penonaktifan atau penghapusan NPUIPD, nomor registrasi,
NOPD, dan/ atau jenis penomoran lain yang dipersamakan
secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/ atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat
harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga)

bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)

bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,

NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan
secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
sepanjang Wajib Pajak:
a. tidak memiliki utang Pajak; dan
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa

keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali

/

Pasal 55
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Pasal 57

(1) Wajib Pajak yang mengisi formulir sebagaimana dimaksud
Pasa-l 37 ayat (4), maka Wajib Pajak telah terdata dengan
mempunyai NPWPD dan NOP PBB-P2.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

selanjutnya dilakukan pendataan dengan cara
penelitian / su rueg lapangan terhadap objek Pajak yang telah
didaftarkan.

Bagian Kelima
Penilaian PBB-P2

Pasal 58

(1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh BAPENDA baik secara
massal maupun secara individu dengan menggunakan
pendekatan penilaian yang telah ditentukan.

(2) Dalam penilaian massal objek Pajak PBB-P2 dapat
mempertimbangkan usulan dari Kepala Desa/ Lurah
dan/ atau Camat.

(3) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP).

Pasal 59

(f ) Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat
(1) dapat berupa:
a. penilaian massal bumi;
b. penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB

Objek Pajak standar; dan
c. Penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB

Objek Pajak non standar.
(2) Penilaian massal adalah Penilaian yang sistematis untuk

sejumlah Objek Pajak Yang dilakukan pada saat tertentu
secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur
yang dalam hal ini disebut Computer Assisted Valuation (CAV).

(3) Objek Pajak Standar adalah Objek Pajak yang memiliki luas
bangunarr s 1.0OO m2 dan/atau jumlah lantai < 4 (empat)
serta luas tanah < 1O.OO0 m2.

(a) Objek Pajak Non Standar adalah Objek Pajak yang tidak
memenuhi kriteria Objek Pajak standar.

Pasal 6O

(1) Penilaian secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (1) dapat berupa :

a. penilaian individu untuk Objek Pajak berupa bumi dengan
pendekatan data pasar;

b. penilaian individu baik untuk
dengan pendekatan biaya; dan

tanah maupun bangunan
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c. penilaian individu untuk Objek Pajak bangunan dengan
pendekatan kapitalisasi pendapatan.

(2) Penilaian Individu adalah Penilaian terhadap Objek Pqiak
dengan cara memperhitung|<an semua karakteristik dari
setiap Objek Pajak.

(3) Pendekatan Data Pasar adalah Cara penentuan Nilai JuaI
Objek Pajak (NJOP) dengan membandingkan Objek Pajak
yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang
telah diketahui harga jualnya, dengan memperhatikan antara
lain faktor letak, kondisi fisik, waktu, fasilitas, dan
lingkungan.

(4) Pendekatan Biaya adalah Cara penentuan Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) dengan menghitung seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh Objek Pajak tersebut pada
waktu penilaian dilakukan dikurangi dengan penJrusutannya.

(5) Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan adalah Cara penentuan
Nilai Jual Objek Pajal< (NJOP) dengan mengkapitalisasi
pendapatan bersih I (satu) tahun dari Objek Pajak tersebut.

(6) Setiap Petugas yang melaksanakan penilaian objek Pajak
PBB,-Y2 dalam rangka penentuan besarnya NJOP wajib
merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(fl Dafam melakukan kegiatan penilaian objek PBB-P2 dalam
rangka pemeliharaan basis data guna penentuan besarnya
NJOP, Bapenda dapat bekerjasama dengan instansi yang
terkait.

(8) Penilaian objek PBB-P2 dalam rangka penentuan besarnya
NJOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi
persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk Bapenda.

Bagian Keenam
Penetapan Besaran Pajak

Pasal 61

(1) Bupati atau Pejabat menetapkan Pqiak temtang berdasarkan
surat pendaftaran objek Pajak dengan menggunakan SKPD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

(21 Dalan ha1 Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Bupati
atau Pejabat dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain
yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan
lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari
jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran
objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat dapat
menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(a) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5
(lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
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(5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (3)

tanpa dikenakan sanksi administratif.
(6) Dasar Penetapan target Pajak Daerah total data potensi pajak

daerah dikurangi tingkat kesulitan 1oolo (sepuluh persen)
sampai dengan 20 Vo (d:ua puluh persen).

(7) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk
12 (dua belas) butan berturut-turut terhitung mulai saat
pendaftaran kendaraan bermotor.

(8) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (fore majeurel
sehingga kepemilikan dan/ atau penguasaannya tidak sampai
12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak
yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum
dilalui.

(9) Pengembalian Pajak yang sudah dibayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dihitung dengan cara mengalikan
opsen PKB yang dibayar dibagi 12 (dua belas) bulan dikalikan
jumlah bulan yang belum dilalui.

Pasal 62

Pasal 63

(1) Dalam hal pajak terutang kurang atau tidak dibayar, maka
diterbitkan SKPDKB.

(2) Dalam hal tidak terdapat selisih antara pajak terutang, maka
diterbitkan SKPDN.

(3) Dalam hal terdapat tambahan objek Pajak yang sarna sebagai

akibat ditemukan data baru, maka diterbitkan SKPDKBT.
(4) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang,

maka diterbitkan SKPDLB.
(5) Dokumen surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (21, ayat (2), dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala
BAPENDA.

(6) Kepala BAPENDA menyerahkan dokumen surat ketetapan
kepada Wajib Pajak untuk ditandatangani sebagai tanda telah
menerima dokumen surat ketetapan.

(f ) Bupati atau Pejabat menetapkan PBB-P2 terutang
berdasarkan SPOP dengan menggunalan SPPT.

(2) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam
hal:
a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah

Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau
Pejabat sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegural;
dan/atau

b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah
PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumtah PBB-P2
yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh 7/
wajib Pajak. /

V
/
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Pasal 64

(1) SPm ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Pejabat
berdasarkan Nilai Juai Objek Pajak (NJOP) hasil pendataan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan hasil penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

(2) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar RpIO.OOO.OOO

(sepuluh juta rupiah).
(3) Ketetapan minimal PBB-P2 yang harus dibayar ditetapkan

sebesar Rp20.O0O (dua puluh ribu rupiah) apabila hasil
penetapan PBB-P2 yang terutang besarnya kurang dari
ketetapan minimal.

(4) Hasil penetapan yang dijelaskan sebagaimana dimaksud pada

ayat (r), ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) di atas adalah nilai yang
akan digunakan pada proses cetak massal SPPT yang akan
diterbitkan Pemerintah Daerah.

(5) Ketetapan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak
berakhirnya Tahun Pajak.

Bagian Ketujuh
Pelaporan
Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 65

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (21terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis
Pajak dalam satu masa Pajak.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) disampaikan
kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan
dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPIPD.
(6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap

telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 66

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayat (1) dilakukan setiap masa Paja}.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk ,,
menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau /
disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalalr,SPIPD. 

/
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(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, Bupati
menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari ke{a
setelah berakhirnya masa Pa,ia}.

(4) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. PBB-P,2: 6 (enam) Bulan setelah ketetapan
b. PBJT atas :

l. makanan dan/ atau minuman : I (satu) Bulan dan/ atau
setiap kegiatan / transaksi

2. tenaga Listrik : I (satu) Bulan
3. jasa Perhotelan : I (satu) Bulan
4. jasa Parkir : 1 (satu) Bulan dan/atau setiap

penyelenggaraan parkir
5. jasa Kesenian dan Hiburan : 1 (satu) Bulan dan/ atau

setiap penyelenggaraan Kesenian dan Hiburan
c. Pajak Reklame : Minggu, Bulan dan 1 (satu) Tahun
d. PAT : I (satu) Bulan
e. Pajak MBLB : 1 (satu) Bulan

(5) Ketentuan masa Pqlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikecualikan untuk BPHTB.

(6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus disertai lampiran dokumen berupa:
a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;

dan
b. fotokopi/ salinan setoran Paja} yang telah dilalrukan.

(7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak
ditandatangani oleh Wajib Pqiak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan tidak melampirkan keterangan atau dokumen
sebagaimana dimalsud pada ayat (5).

Pasal 67

(1) Kepala BAPENDA atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak
dapat memberikan perpanjangan waktu penyampaian SPTPD
paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan secara tertulis
disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waltu
penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (3).

Pasal 68

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan
SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dapat
dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah
untuk setiap SPIPD.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengal^ i /
keadaan kahar (fore majeure). /

V
/
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Pasal 69

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 70

(1) Bupati atau Pejabat melakukan Penelitian atas SPTPD yang
disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 ayat (1).

(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. kesesuaian batas al<hir pembayaran dan/ atau penyetoran

dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau

administrasi lainnya.
(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD

sebagaimana dimalsud pada ayat (2) diketahui terdapat
Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan
jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah
sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen)
per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung
sejak saat terutangnya Pajak atau beralhirnya masa Pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan
SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan
pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus
disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa
penetapan.

(3) Dafam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD

dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang
kura.ng dibayar dan sanksi administratif berupa denda.

(a) Atas pembetulan SPIPD yang menyatakan kurang bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per
bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulal serta bagran dari bulan dihitung penuh I (satu)
bulan.

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimalsud pada ayat (3),

tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok
Pqjak yang kurang dibayar.
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(5) Da-lam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian
informasi yang tidak sebenamya dari Wqiib Pajak, Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan-

BAB V
PEMBAYARAN DAN PEI.IYETORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7l

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak
yang terutang dengan menggunakan SSPD.
Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis
elektronik.
Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum
tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan
melalui pembayaran tunai.
Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau
penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (l) paling lama:
a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.

Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau
penyetoran Pajak terrtang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21paling lama 10
(sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat
pada waktunya seba gp i meura dimaksud pada ayat (5) dan ayat
(6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar l% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka wakhr paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagran dari bulan dihitung penuh 1 (satu)

bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD '
Dalam hal Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas
perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan dari jual beli,
pembayaran berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
Dalam hal Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) telah dilakukan oleh Wajib Pajak, dan
te4'adi perubahan PPAT/PPATS maka Wajib Pajak dapat
meng4iukan kepada Kepala BAPENDA untuk pengu rusen 7
pengalihan SSPD BPHTB kepada PPAT/PPATS yangbant dan/
dilampiri bukti SSPD BPHTB yang telah dibayar. V

/

(3)

(4)

(s)

(6)

(71

(8)

(e)
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(f0) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian
pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli
mengakibatkan:
a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib

Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran BPHTB; atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan
pembayaran kekurangan dimaksud.

(11) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada
saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 72

(1) Pembuat akta tana-h atau notaris sesuai kewenangannya
wajib:
a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib Pajak,

sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas
Tanah dan/ atau Bangunan; dan

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli
dan/ atau akta atas tanah dan/ atau Bangunan kepada
Bupati paling lambat pada tanggal 1O (sepuluh) bulan
berikutnya.

(21 Dalarn hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris
melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan sanksi administratif berupa:
a. denda sebesar Rp10.O0O.0OO,0O (sepuluh juta rupiah)

untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a; dan/atau

b. denda sebesar Rp1.OO0.OOO,OO (satu juta rrpiah) untuk
setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf
b.

Pasal 73

Bukti pembayaran BPHTB sebagai dasar pendaftaran hak atas
talah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah.

Pasal 74

Bag'an Kedua
Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris

Pasal 75

dan ditandatangani oleh pejabat dan distempel.

Datam hal perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan yang
ditetapkan berdasarkaa peraturan perundang-undangan bukan
merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat
keterangan bukan objek BPHTB.

(l) Bukti pembayaran pajal sebagaimana dimalsud dalam Pasal
72 dan Pasal 73 berupa SSPD BPHTB yang telah divalidasi
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(2) Pejabat Pembuat Alrta Tanah/ Notaris melaporkan pembuatan
akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan kepada Bupati melalui BAPENDA paling lambat
setiap tanggal 1O (sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21,

berlakujuga bagi PPATS, PPAT Khusus, dan PPAT Pengganti.
(4) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

berdasarkan tanggal dan bulan pengesahan/penomoran
akta.

(5) t aporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) paling sedikit
memuat:
a. Nama PPAT/PPATS
b. Nama Wajib Pajak;
c. Nama Jenis Transaksi (bentuk perbuatan hukum);
d. Nilai Transaksi;
e. Nilai BPHTB;
f. Via Bayar dan Kode Bayar; dan
g. Nomor Pendaftaran Pengajuan BPHTB.

Pasal 76

(1) Dalam hal terdapat pelanggaran Pejabat Pembuat Akta
Tanah / Notaris dikenai sanksi administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) ditagih dengan Surat
Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan merupakan penerimaan

daerah yang dibayarkan ke Kas Daerah dengan menggunakan
STTS.

(2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikirimkan
berupa file elektronik kepada PPAT/PPATS' melalui Sistem

Informasi BPHTB.
(3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(4) ST fS yang dikeluarkan oleh Bank pengelola Kas Daerah
sebagai tempat pembayaran adalah merupakan bukti sah

pembayaran sanksi administrasi sesuai STPD.

Pasd 77

(1) l,aporan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4)

adalah untuk penyederhanaan administrasi perpajakan
sehingga dapat digunakan untuk kepentingan:
a. BPHTB;
b. pelaporan mutasi subjek dan objek PBB-P2; dan
c. data awal adanya perubahan data yuridis dan/atau

berikut data fisik atas tanah atau hak milik atas satuan
rumah susun.

(21 Iaporan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) berupa
[.aporan berbentuk file elektronik yang dikirimkan melalui
Sistem Informasi.
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(3) Pengisian laporan dilakukan secara otomatis berdasarkan
data-data yang telah diinput untuk mendapatkan nomor
booking, Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris hanya
diwajibkan mengisi untuk data nomor dan tanggal akta.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan
laporan yang sah yang dikirimkan melalui akun resmi milik
PPAT/PPATS pada Sistem Informasi BPHTB.

(5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam La.mpiran Peraturan Bupati ini dan telah
disediakan oleh Sistem Informasi BPHTB.

Pasal 78

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (ll
meliputi semua perbuatan hukum mengenai pembuatan akta
perolehan/pengalihan/pembebanan hak atas tanah
dan/atau bangunan atau hal< milik atas satuan rrma-l.
sllsun.

(2) Dalam hal melaporkan pembuatan alrta pemberian Hak
Tanggungan dan Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan, maka nilai tanggungan tidak dilaporkan.

(3) Dalam hal membuat akta hibah sebagai pelaksanaan hibah
wasiat, Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya dapat
menandatangani akta pemindahan ha} atas tanah dan/atau
berikut bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak.

(a) Dalam hal pelaksanaan hibah wasiat tidak terutang pajak,
maka Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat menandatangani
akta tanpa harus diserahkan bukti pembayaran pajak
terlebih dahulu.

(5) Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada akta yang dibuat,
PPAT/ PPATS tetap membuat dan menyampaikan laporan.

(6)Apabila PPAT/PPATS berstatus Pensiun/Cuti/Pindah
Wilayah Kerja, agar segera melaporkan melalui surat kepada
Kepala BAPENDA dan mel.aporkan perubahan status meLalui
Sistem Informasi BPHTB.

Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 79

(1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB

dengan NOPD yang tercantum:
l. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya;

dan
2. pada basis data PBB-P2;

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per /
meter persegi pada basis data PBB-P2; /v



BAB VI
PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8O

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
merupakan dasar Penagihan Pajal<.

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan,
dapat dilakukan imbauan.

(3) Dalam hal dasar pslagihan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran
atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan mengenai
perpajakan.
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c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP
Bangunan per meter persegi pada basis data PBB- P2;

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai
perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif,
pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang
atau yang harus dibayar;

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk
besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan

f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan
dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian
objek BPHTB bagi Masyaralat Berpenghasilan Rendah
(MBR).

(2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah
wasiat.

(3) Ifuiteria pengecualian objek BPHTB bagi MBR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan
rumah pertama dengan kriteria tertentu yang dilgtaFkan oleh
Bupati.

(4) Kriteria tertentu sebagaimana dimalsud pada ayat (3)

diselaraskan dengan kebljakan pemberian kemudahan
pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR.

(5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di
tempat.

(6) Dafam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) jumtah pajak yang
disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak
wajib membayar selisih kekurangan tersebut.
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Pasal 81

Pasal 82

(l)Tata cara Penoglhan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh
Penanggung Pajak.

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pa.da ayat (21

terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak,
terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

(4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang
Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak
diterbitkan Surat Teguran.

(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati
jatuh tempo, diterbitlan Surat Paksa tanpa didahului Surat
Teguran.

(6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada
Penanggung Pajak.

(7) Dalam hal Penanggung P4iak tidak melunasi Utang Pajaknya
setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh
empat) jam sejak Surat Palsa disampaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah
melaksanakan penyitaan.

(S) Dalam hat Utang Pajak dan/ atau biaya Penagihan Pajak tidak
dilunasi setelah dilaksanalan penyitaan berdasarkan surat
perintah melaksanakan penyitaal sebagaimana dimaksud
pada ayat l7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang
melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8O ayat (3) Bupati berwenang
menunjuk Pejabat untuk melaksanalan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:

1. surat Teguran;
2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
3. surat Paksa;
4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
5. surat perintah penyanderaan;
6. surat pencabutan sita;
7. pengumuman lelang;
8. surat penentuan harga limit;
9. pembatalan Ielang; dan
10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaal

Penagihan Pajak.
(3) Jurusita Pajak melaksanakan Pen"glhan Pajak sesuai dengan

ketentuan peratura-n perundang-undangan.
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(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah
jangka waktu L4 (empat belas) hari terhitung sejak
pengumuman lelang.

(lo)Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

(1l)Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar
biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang
Pajak yang belum dibayar.

Pasal 83

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
apabila:
a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk

selama-lamarrya atau berniat untuk itu;
b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang

dimiliki atau yang dikuasai dalam ralgka menghentikan
atau mengecilkan kegiatan usahanya atau peke{aan yang
dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan
membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya,
atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan
perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan
perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak

ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 84

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan psnagihan, terhadap
Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik
melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan
besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/
atau penyanderaan.

(2) Pencegahan dan/ atau penyanderaan terhadap Penalggung
Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau
terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) dan ayat (21 dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagtan Kedua
Pejabat dan Jurusita Pajak

Pasal 85

(1) Dalam rangka melaksanalan Penagihan, Bupati berwenang
menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:
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1. surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis;

2. surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
3. surat Paksa;
4. surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
5. surat Perintah Penyanderaan;
6. surat Pencabutan Sita;
7. pengumuman l.elang;
8. surat penentuan harga limit;
9. pembatalan klang; dan
10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan

Penagihan pajak.

Pasal 86

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi
Jurusita Pajak adalah paling sedikit meliputi:
a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum

atau yang sederajat;
b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan

llla;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
e. jujur, bertanggungjawab, dan penuh pengabdian.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 87

(1) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaral atau
penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati paling lama:
a. I (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD; dan
b. 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.

(2) SPPT , SKPD , SKPDKB , SKPDKBT, STPD , Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka walrtu 1

(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SPPT ,

SKPD , SKPDKB , SKPDKBT, SKPDLB , dan SI(PDN, jargka
waktu pelunasan Pajak untuk jumlah Pajak yang belum
dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar Pajal< yang
tidak disetujui, tertangguh sampai dengan I (satu) bulan
sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat
Keputusan Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD ,

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu
pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan
sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
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Pasal 88

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih
dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat melaksanakan Penagrhan dalam hal Utang Pajak
sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah,
tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

(3) Penagihan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dilakukan
sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing paling lama l0 (sepuluh)
hari kerja.

(1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2),
dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat
Teguran oleh Pejabat.

(2) Surat teguran terhadap Wajib Pajak yang menerima SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali
dengan rentan waktu masing-masing l0 (sepuluh) hari kerja.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tida-k
diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk
mengangsur atau menunda pembayaral Pajak.

Pasal 90

Pasa] 91

Pasal 89

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan :

a. secara langsung;
b. melalui pos;
c. melalui surat elektronik; atau
d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.

(1) Jumsita Pqlak melaksanakan Penagihan Seketika dan
Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika
dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang
dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan
atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau peke{aan
yang dilakukalnya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan
membubarkan badan usahanya, menggabungkan
usahanya, atau memekarkan usaltanya, atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya, atau melakukan pembahan bentuk lainnya; /

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau /r'
/
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e. terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh
Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling
sedikit memuat :

a. n€una Wajib Pajak, atau narna Wajib Pajak dan
Penanggung Pajak;

b. besarnya Utang Pajak;
c. perintah untuk membayar; dan
d. saat pelunasan pajak.

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan
sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Keempat
Surat Paksa

Pasal 92

(1) Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi
oleh Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu yang
ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.

(2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender
sejak tanggal dikirimnya Surat Paksa.

(3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada
Penanggung Pajak.

(4) Selain kondisi sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) dan ayat
(3), Surat Paksa juga dapat diterbitlan dalam hal:
a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan

Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91; atau

b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana tercantum dalam keputusan persettljuan
angsurarl atau penundaan pembayaran Pajak.

Pasal 93

(1) Surat Palsa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA', mempunyai
kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sarna
dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.

(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
a. narna Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan

Penanggung Pajak;
b. dasar Penagihan;
c. besarnya Utang Pajak; dan
d. perintah untuk membayar.

Pasa] 94

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan
pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kePada 

,Penanggung Pajak.

/
/
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(2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan
dituangkan dalam berita acara sebrgai pernyataan bahwa
Surat Paksa telah diberitahukan.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit berisi:
a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
b. nama Jurusita Pajak;
c. n€una penerima;
d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
e. ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak.

(1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh
Jurusita Pajak kepada:
a. penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di

tempat lain yang memungkinkan;
b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun

yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila
Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat
dijumpai;

c. sala-l. seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang
mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak
telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
atau

d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia
dan harta warisan telah dibagi.

(2) Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita
Pajak kepada:
a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung

jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan Badan
yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di
tempat lain yang memungkinkan; atau

b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha
Badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak
dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud
dalam huruf a.

(3) Dafam hal Wajib Pajak dinyatakan pailif, $p1af p6ft54

diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai
Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan
bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan
kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan
pemberesan atau likuidator.

Pasal 96

(1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95, menolak untuk menerima Surat
Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud
dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung
Paja} atau pihak-pihak dimaksud tidak mau menerima Surat
Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Pasal 95
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(2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat
dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pqiak atau
pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, tidak
berada di tempat, Surat Paksa disampaikan melalui
sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan atau sekretaris
desa setempat dengan membuat berita acara.

(3) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat
tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya,
mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.

Pasal 97

Pasal 98

(f) Pejabat atas permohonan Penanggung Pajak dapa.t

melakukan pembetulan atas Surat Teguran dan/ atau Surat
Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau
kekeliruan.

(2) Tindakan pelaksanaan Penagihan dilanjutkan setelah

kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibetulkan oleh Pejabat.

Bagian Kelima
Sita

Pasal 99

(1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan
penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh
impat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 94.

(2) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung
Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat
kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang
penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang
dijaminkan
berupa :

sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat

(1) Dafam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Pejabat atau
sebab lain, dapat diterbitkan Surat Paksa pengganti oleh
Pejabat karena j abatan.

(2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum
yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 92 ayat lll.

Pasal 1OO
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a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai,
dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran,
giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan
penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau

b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan
kapal dengan isi kotor tertentu.

(2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat
dilaksanakan atas Barang milik pribadi yang bersangkutan,
Barang milik isteri, dan Barang milik anak yang masih dalam
tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan
secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan peq'anjian
pemisahan harta dan penghasilan.

(3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajaf< Badan dapat
dilalsanakan terhadap Barang milik perusahaan, Barang
milik pengurus, Barang milik kepala perwakilan, Barang milik
kepala cabang, Barang milik penanggung jawab, Barang milik
pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang
bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat
lain.

(a) Urutan Barang bergerak dan/ atau Barang tidak bergerak
yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan
memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan
Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairannya.

Pasal l0l

(l) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan
dari Penyitaan meliputi:
a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang

digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang
menj adi tanggungannya;

b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan I
(satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di
rumah;

c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang
diperoleh dari negara;

d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan
Penanggung Pajak dan alat-a-lat yang dipergunakan untuk
pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;

e. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh
Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi
tanggungannya; atau

f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan
untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari
dengan jurrdah seluruhnya tidaf< lebih dari
Rp2O.0OO.OO0,OO (dua puluh juta rupiah).

(2) Penambahan jenis Barang bergerak yang dikecualikan dari
Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. /

(3) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud r/
pada ayat (1) huruffditetapkan oleh Bupati. ,/

I
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Pasal 102

(1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan
disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang
telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita
Pajak, dan dapat dipercaya.

(2) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan; dan
c. memberitahukan tentang mal<sud dan tujuan penyitaan.

(3) Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak hanrs
membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang
ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan
saksi-saksi.

(4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk
menandatangani Berita Acara Pelalsanaan Sita, Jurusita
Pajak harus mencantumkal penolakan tersebut dalam
Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara
Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita
Pajak dan saksi-saksi.

(5) Berita acara pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
(6) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung

Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat
Sekretaris Kelurahan / Kepala Seksi atau Sekretaris
Desa/ Perangkat Desa.

(7) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh
Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita
ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan
Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan
mempunyai kekuatan mengikat.

(S) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan
pada Barang bergerak dan/ atau Barang tidak bergerak yang
disita, atau di tempat Barang bergerak dan/atau Barang
tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat
umum.

(9) Salinan Berita Acara Pelalsanaan Sita disampaikan kepada
Penanggung Pajak dan instansi terkait.

(10) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat
yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 103

(1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, perrnata dan sejenisnya
dilaksanakan sebagai berikut:
a. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan harga

perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan ./
lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita; /

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita. {
/
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(2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing
dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan
Sita yang ditampiri dengan daftar rincian jumlah uang tunai
yang disita.

(3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang
disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo
rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham,
dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek
dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan.

(5) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan:
a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang

jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar
yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak

Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat,
dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak
dan pihak yang berkewajiban membayar utang.

(6) Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak
dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang yang disita
diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak.

Pasal 104

Terhadap Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau
Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita
Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat
pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan
disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan
bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 1O5

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, Berita Acara
Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala
perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal'
atau pegawai tetap Perusahaan.

Pasal 1O6

(1) Dalam hal terdapat Objek Sita yang sama dalam rangka
pemenuhan kewajiban perpajakan pusat dan daerah,
Pemerintah Pusat dapat melaksanakan hak mendahului.

(2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di
Bidang perpajakan.
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Pasal 1O7

Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
terhadap Objek Sita di luar wilayah daerah Pejabat, setelah
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak
terkait.

Pasal 108

(1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak,
kecuali apabila menurut Jurusita Pajak Barang dimalsud
perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

(2) Dalam hal Penyita.an tidak dihadiri oleh Wajib Pajak darr /atau
Penanggung Pajak:
a. Barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada

aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam
pelaksanaan sita;

b. Barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada
aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam
pelalsanaan sita tersebut.

(3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan
Barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 109

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:
a. nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya

penagihan pajak dan utang pajak; atau
b. hasil lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk

melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 110

(f ) Atas barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.
(2) Penempelan segel Sita dilaksanakan dengan memperhatikan

jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.
(3) Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memuat

sekurang-kurangnya:
a. kata "DISITA";
b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak'

meminjamkan, atau merusak Barang yang disita.

Pasal 1l I

(1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak
telah melunasi biaya penagrhan Pajak dan utang Pajak atau
berdasarkan putusan pengadil,an, atau putusan badan
peradilan Pajak. /

/

v
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(2) Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang
diterbitkan oleh Pejabat.

(3) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai
pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh
Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang
terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang
yang disita kepada Penanggung Pajak.

Pasal 112

Penanggung Pajak dilarang:
a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewalan,

meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau
merusak barang yang telah disita membebani barang tidak
bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk
pelunasan utang tertentu;

b. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia
atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/ atau

c. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau
salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel
pada Barang sitaan.

Bagian Keenam
Lelang

Pasal 113

Pasal 114

(1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak
dilunasi setelah dilaksanakan penyitaaa, Pejabat berwenalg
melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara

lelang, maupLrn menggunakan atau memindahbukukan
barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/ atau
Biaya Penagrhan Pajak dimaksud.

(2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah
jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak
Pengumuman Lelang.

(1)Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak
dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Pejabat berwenang
melaksanakan penjualan secara klang terhadap Barang
yang disita melalui Kantor klang.

(2) Barang yang dikecualikan dari penjualan secara lrlang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. uang tunai ; dan
b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

(3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar Utang
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas
Daerah.
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(3) Pengumuman lrclang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14
(empat belas hari) terhitung sejak penyitaan.

Pasal 115

(l)Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup
untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak,
maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta
kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada
Penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari setelah
pelaksanaan lelang.

(2) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak
Pengumuman klang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
113 ayat (3), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak
dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan
Barang sitaan melalui Kaltor Lelang negara.

Pasal 116

(1) klang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh
Penanggung Pajak.

(2) l,elang tidak dilaksanakan dalam hal:
a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya

Penagihan Pajak;
b. berdasarkan putusan pengadilan; atau
c. Objek lelang musnah.

Pasal 117

(1) Hasil Lrlang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar
Biaya Penagihan Pajak yang belum dibayar dal sisanya
untuk membayar Utang Pajak.

(2) Dafam hal hasil l,elang sudah mencapai jumlah yang cukup
untuk melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak,
pelaksanaan klang dihentikan oleh Pejabat walaupun
barang yang akan dilelang masih ada.

(3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil l,elang
dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera

setelah pelaksanaan Lrlang.
(4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang
berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah
Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar
pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 118

Tata cara Pelaksanaan Lelang dilaksanakan berdasarkan 1/
peraturan pemndang-undangan. 

/t
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Bagran Ketujuh
Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 119

(1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak
dan/ atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang
Pajak paling sedikit Rpl0O.0O0.OOO,OO (seratus juta rupiah)
dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.

(2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang
sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan, atau ahli
waris.

(3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak
mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya
pelaksanaan Penagihan.

(4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturzrn
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12O

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung
Pajak yang mempunyai Utang Pajak paling sedikit
Rp1OO.OO0.OO0,O0 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad
baiknya dalam melunasi Utang Pajak.

BAB V
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat Ketetapan Pajak

(1) Da-lam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak
terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untukjenis Pajak
yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat
(2).

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar
berdasarkan:
a. hasil Pemeriksaan; atau
b. penghitungan secara jabatan karena:-1. 

Wajib Pajak tidak menyampaikan SPIPD dalam jangka
waltu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun
tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban.
(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

dalam hal ditemukan data baru dan/ atau data yang semula
belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang
terutang setelah dilalrukan Pemeriksaal dalam rangka
penerbitan SKPDKBT.

Pasal 121
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(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal jumlah Pajak terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit Pajak.

Pasal 122

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan
pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat menerbitkan SKPDLB.

Pasal 123

(f ) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2l ayat (2) huruf a,

dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar l7o
(satu persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat
dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau
beralhirnya masa Pajak, bagran Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka

waltu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian
dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

(2) Jumlah P4jak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 721 ayat (2) hurlf b dikenal<an sanksi
administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per

bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar'
dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa

Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan

diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak

ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
a. kenaikan sebesar 5O% (lima puluh persen) dari pokok

Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat
(2) huruf b; atau

b. kenaikan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari pokok

Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang

dimaksud pada huruf a.

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal L24 ayat (3) dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar IOO% (seratus

persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam
SKPDKBT.

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21,

dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wqiib
dilunasi dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan sejak

tanggal diterbitkan.
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Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 124

(1) Dalam jangka wakru paling lama 5 (lima) tahun seja}
terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan
STPD.

(2) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD untuk jenis
Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal:
a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPP? yang tidak atau

kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/ atau denda.

(3) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD untuk jenis
Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21

dalam hal:
a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
b. hasil Penelitian SPIPD terdapat kekurangan pembayaran

sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan
administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Rrtusan Banding yang tidak
atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/ atau denda.

(a) Jurnlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 hunrf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b' berupa
pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan
pemberian sanksi administratif berupa denda sebesar l7o

isatu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran

sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
ie.otaog.ry" Pajak serta bagran dari bulan dihitung penuh 1

(satu) bulan.
(5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi

administratif berupa denda sebes ar O,5o/o (nol koma lima
persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar'
aifrito.rg dari tanegal jatuh tempo pembayaran sampai

dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama
2a (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak

serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan'
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BAB VI
PEMBETUI,AN DAN PEMBATALAN KE*TE"TAPAN

Pasal 125

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,
Pejabat dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam
penerbitan terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan
hitung dan/ atau kekeliruan p€nerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Surat Keputusan Pembetulan.

(3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan
penelitian terhadap permohonan Wajib Pqiak.

(4) Dafam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pejabat dapat meminta data, informasi, dan/ atau
keterangan yang diperlukan.

(5) Dafam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat
menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan
diterima.

(6) Permohonan Pembetulan SPPT sebagaimana dimal<sud pada
ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak paling lama 3O (tiga puluh)
hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(7) Kepala Bapenda dapat memperpanjang Permohonan
Pembetulan SPPT dalam kondisi tertentu.

(8) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) berisi kePutusan beruPa:
a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan

membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat
berupa menambahkan, mengurangkan, atau
menghapuskan jumlah Pajak yang terutang' maupun
sanksi administratif berupa denda dan kenaikan Pajak;
atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan
maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak-
(9) Pejabat dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang
terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenalan
karena kekhilafan Wajib P4iak atau bukan karena
kesalahannya.
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(10) Pejabat dapat membatalkan ketetapan dan/ atau memblokir
SPPT PBB-P2 yang diajukan melalui permohonan oleh Kepala
Desa/Lurah dengan sebab antara lain :

a. PBB P-2 terutang lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut
belum terbayar dapat diblokir secara sistem oleh Bapenda;

b. Data ganda objek pajak bumi dan/ atau bangunan yang
sama; dan

c. Objek pajak bumi dan/ atau bangunan tidak ditemukan.
(11) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diajukan

oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat kepada Kepala
Bapenda dengan melampirkan SPPT PBB-P2 asli tahun yang
bersangkutan.

(12) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diajukan
paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jatuh
tempo.

BAEI VII
PENGEMBALI.AN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 126

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat
mengaj ukan permohonan pengembalian kepada Pejabat.

(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

telah dilampaui dan Pejabat tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang Pajak.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lamLa 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaral Pajak dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Pejabat memberikan imbalan
denda sebesar O,5% (nol koma lirna persen) per bulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Kedua
Kriteria Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 127

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diberikan dengan
kriteria sebagai berikut :

a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam surat
ketetapan Pajak;
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b. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan
Keberatan atau Putusan Banding atau putusan peninjauan
kembali oleh Mahkamah Agung;

c. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan
Pembetulan;

d. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan
pengurangarl sanksi administrasi atau surat keputusan
penghapusan sanksi administrasi;

e. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan
pengurangan surat ketetapan Pajak atau surat keputusan
pe mbatalan surat ketetapan Pajak;

f. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan
pengurangan STPD atau surat keputusan pembatalan STPD;

g. adanya pembatalan transaksi atau pembatalan terjadinya
perolehan hak, khusus untuk jenis Pajak bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan; atau

h. Pajak yang lebih dibayar karena adanya kesalahan dalam
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 128

(1) Permohonan Restitusi diajukan oleh Wajib Pajak atau
kuasanya dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala
BAPENDA atau Pejabat.

(2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
paling sedikit memuat:
a. nEuna dan alamat Wajib Pajak;
b. nama dan alamat kuasa apabila dikuasakan;
c. narna dan a-lamat objek Pajak;
d. NPWPD dan NOPD;
e. masa Pajak dan/ atau tahun Pajak;
f. penghitungan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
g. nomor rekening bank Wajib Pajak; dan
h. alasan permohonan Restitusi.

(3) Persyaratan permohonan Restitusi sebagai berikut:
a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan kuasanya apabila

dikuasakan;
b. fotokopi bukti pembayaran Pajak;
c. fotokopi SSPD dan SPTPD dengan memperlihatkan

aslinya;
d. fotokopi surat ketetapan pqiak/ SPPT/ Surat Keputusan

Keberatan Pajak/ Putusan Banding/ putusan peninjauan
kembali/ Surat Keputusan Pembetulan/ surat keputusan
pengurangan sanksi administrasi/surat keputusan
penghapusan sanksi administrasi/surat keputusan
pengurangan surat ketetapan Pajak/ surat keputusan
pembatalan surat ketetapan pajak/ surat keputusan
pengurangan STPD/ surat keputusan pembatalan STPD;
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e. surat keterangan dari Camat bahwa PPATS pindah,
meninggal dunia;

f. fotokopi faktur, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan
Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk jenis
Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor;

g. fotokopi akta jual beli/ akta hibah/ akta waris/ akta
pembatalan jual beli untuk jenis Pqiak Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangr.rnan (BPHTB); dan

h. fotokopi surat keterangan bahwa akta jual beli belum
ditandatangani yang diterbitkan oleh notaris untuk Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 129

(1) Kepala BAPENDA atau Pejabat melakukan penelitian formal
permohonan Restitusi.

(2) Penelitian formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penelitian atas kelengkapan pemenuhan Persyaratan
permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. menolak dengan surat penolakan yalg disertai alasan

yang jelas, jika persyaratan permohonan tidak lengkap;
atau

b. menerima dengan memberikan tanda terima dan
memproses permohonan Restitusi, jika persyaratan
permohonan dinyatakan lengkap.

(3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali
permohonan Restihrsi dengan melengkapi kekurangan
persyaratan.

(4) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, Kepala BAPENDA atau Pejabat
melakukan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajalan daerah.

Pasa-l 130

(1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan Restitusi Kepala BAPENDA
memberikan keputusan menolak atau menerima.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
129 ayat (4), kecuali permohonan Restitusi yang didasarkan
pada Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau
putusan peninjauan kembali.

(3) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 129 ayat (a) Wajib Pajak tidak memiliki
utang Pajak, Kepala BAPENDA atau Pejabat menerbitkan
SKPDLB.

(4) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dima}sud dalam Pasal 729 ayat (a) Wajib Pajak memiliki
utang Pajak, Restitusi langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Pqlak tersebut.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah dilampaui dan Kepala BAPENDA atau Pejabat tidak
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memberikan keputusal, permohonan Restitusi dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu
tersebut berakhir.

Pasal 131

(1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
130, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan
keuangan atas nama Bupati selanjutnya menerbitkan Surat
Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Daerah.

(2) Restitusi dilakukan dalam jangka waktu pding lama 6 (enam)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
menerbitkan SPMKPD berdasarkan Surat Keputusan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dan SKPDLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130.

(2) SPMKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan:
a. Identitas W4iib Pajak dan kuasanya apabila dikuasalan;
b. NPWPD dan NOPD atau nomor pendaftaran/registrasi;
c. Nomor rekening bank Wajib Pajak;
d. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pajak Daerah; dan
e. SKPDLB.

(3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dokumen Restitusi dan dinyatakan lengkap,
Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
memproses pencairan Restitusi.

Bagian Keempat
Pembiayaan Restitusi

Pembiayaan Restitusi pada tahun berjalan dan tahun
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 134

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

Pasal 132

Pasal 133
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(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan
saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat
penetapan SKPD atau SPPT.

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; dan
b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik

langsung maupun tidak langsung.
(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penag'han dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa.

(5) Pengakuan utang Paja} secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupalan Wajib Pajak
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang
Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah,

(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari
pengajuan permohonan angsur€rn atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB Ix
KEBERATAN DAN BANDING

Bagran Kesatu
Keberatan

Paragraf 1

Umum

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati
atau Pejabat terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN, atau p€motongan atau Pemungutan oleh
pihak ketiga.

l2l Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak
yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan
Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Peng4juan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanegal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan
atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana
meliputi:

dimaksud pada ayat ( 3

Pasal 135
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(s)

a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupali.
Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau
Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang
telah disetujui Wajib Pajak.
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), dan ayat (5) tidak
dianggap sebagai surat keberatan.
Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman
tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda
penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau
Pejabat kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti
penerimaan surat keberatan.
Dalam hal wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka
waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar
pada saat pengqluan keberatan tertangguh sampai dengan
I (satu) bulan sejak tangrqal penerbitan Surat Keputusan
Keberatan.

(8)

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) tidak termasuk sebagai utang Pajak.

(10) Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB-P2, SKPD
PBB-PZ, SKPDLB PBB-P yang diajukan secara pribadi,
diberikan oleh :

a. Pejabat yang ditunjuk dalam hal jumlah PBB-P2 yang
terutang paling banyak Rp25O.OOO.OOO,O0 (dua ratus
lima puluh juta ruPiah);

b. Bupati, dalam hal jumlah PBB-Y2 yang terutang lebih
dari Rp25O.OO0.O0O,0O (dua ratus lima puluh juta
rupiah).

Pasal 136

(6)

(71

(1) Bupati atau Pejabat harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 135 aYat (l).

(2) Dafam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati atau Pejabat dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (7).

(4) Keputusan Bupati atau Pejabat atas keberatan dapat berupa:
a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang

berdasarkan hasil penelitian sarna dengan Pajak yang
terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutan g berdasarkan ,7
hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yangl/
terutang menurut Wajib Pajak; 

{
/



Pasal 137

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan kepada
Wajib Pajak.

Paragral 2
Persyaratan Pengajuan Keberatan Pajak Daerah

Pasa-l 138

(1) Wajib Pajak yang mengqjukan keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 135, harus memenuhi persyaratan
dan melampirkan dokumen pendukung.

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:
a. diajukan secara terLulis dalam bahasa Indonesia;
b. 1(satu) keberatan diajukan untuk I (satu) surat ketetapan

pajak;
c. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut

penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan
yang menjadi dasar penghitungan;

d. Surat Keberatan ditandatangani Wajib Pajak, dalam ha-l
tidak ditandatangani Wajib Pajak harrs dilampiri Surat
Kuasa bermaterai cukup;

e. Wajib Pajak telah membayar utang pajaknya, paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui berdasarkan
penghitungan Wajib Pajak atau berdasarkan pembahasan
akhir hasil pemeriksaan;

f. Diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal surat ketetapan pajak atau SPPT danl atau
SPTPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya; dan

g. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan atas
surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, berupa :

1. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
2. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak

yang tidak benar;
3. pengurangan ketetapan pajak atau pokok pajak;
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c. menolak datam hal Pajak terutalg berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat
keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh
Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam
hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih
besar dari Pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib
Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi
suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
diterima.
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4. pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak
yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai
dengan tata cara yang ditentukan; dan

5. keringanan atau pembebasan pajak.
(3) Dokumen pendukung yang harus dilampirkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l), terdiri atas :

a. Fotokopi SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/
SPTPD/SKPDN;

b. fotokopi KTP Wajib Pajak;
c. fotokopi KTP penerima kuasa;
d. surat kuasa bermaterai cukup, jika pengajuan

dikuasakan fotokopi bukti pembayaran Pajak Daerah
berdasarkan penghitungan Wajib Pajak atau berdasarkan
pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan

e. dokumen-dokumen yang mendukung pengajuan
keberatan.

(a) Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan Surat Keberatan,
apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, huruf b, humf c, huruf d dan huruf e belum
terpenuhi, selama masih dalam jangka waktu pengajuan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

(5) Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah diperbaiki
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan tanggal
Surat Keberatan diterima.

(6) Keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana
dimalsud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. huru-hara/ kerusuhan massal;
d. adanya Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang

mengakibatkan adanya perubahan jurnlah ketetapan
pajak; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan permohonan kondisi Wajib
Pajak.

(7) Jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar
terhadap surat ketetapan pajak atau SPPT dan/ atau SPTPD
yang diajukan keberatan, tertangguh sampai dengan I (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 139

(1) Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan kepada Kepala
BAPENDA sesuai tempat Wajib Pajak atau lokasi objek pajak
terdaftar.

(2) Penyampaian Surat Keberatan dilakukan dengan cana
sebagai berikut:
a. penyampaian secara langsung;
b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa

kurir dengan bukti pengiriman suraq atau

Paragraf 3
Penyampaian Surat Keberatan
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c. cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Surat Keberatan yang disampaikan melalui cara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan bukti
penerimaan surat oleh petugas pajak yang merupakan tanda
bukti penerimaan Surat Keberatan.

(4) Format Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), sesuai l,ampiran Peraturan Bupati ini.

Paragral 4
Tindak Lanjut Surat Keberatan

Pasal 140

(1) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), dianggap
bukan merupakan Surat Keberatan dan tida} diterbitkan
Surat Keputusan Keberatal.

(2) Kepala BAPENDA atau pejabat yang berwenang,
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak
yang pengajuan keberatannya tidak memenuhi persyaratan
sebagaimara dimaksud pada ayat (1), dengan disertai alasan
pertimbangan.

(3) Surat Keberatan yang memenuhi persyaratan dan
melampirkan dokumen pendukung, sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 139 ayat (21 dan ayat (3), ditindaklanjuti ke
proses penyelesaian keberatan.

(4) Format Surat Pemberitahuan Pengajuan Keberatalnya Tidak
Memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

sebagaimana tercantum dalam t ampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Pencabutan Surat Keberatan

Pasal 141

(1) Wajib Pajak dapat mencabut Surat Keberatan yang telah
disampaikan sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan
Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.

(2) Format Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(3) Pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan melalui penyampaian surat permohonan
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
b. mencantumkan alasan pencabutan Surat Keberatar; dan
c. ditandatangani W4jib Pajak, dalam hal tidak

ditandatangani Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa ,/
bermaterai cukup. 

,/I
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(4) Pencabutan Surat Keberatan disampaikan kepada Kepala
BAPENDA.

(5) Kepala BAPENDA wajib memberikan jawaban atas
pencabutan Surat Keberatan, Wajib Pajak dalam jangka
waktu paling lama 3O (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
surat pencabutan Surat Keberatan.

(6) Format Surat Jawaban atas Pencabutan Surat Keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai Lampiran
Peraturan Bupati ini.

(7) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa
menerima atau menolak dengan didasarkan atas
pertimbangan tertentu.

(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) Kepala BAPENDA belum memberikan jawaban, maka
permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Pasal 142

Dalam hal permohonan pencabutan Surat Keberatan diterima,
Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf g.

Paragraf 6
Proses Penyele saian Keberatan

Pasal 143

(1) Dalam hal Surat Keberatan yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, ditindaklanjuti
dengan menguji data yang dimiliki BAPENDA dengan data
yang disampaikan oleh Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak.

(2) Petugas Pajak dalam menguji data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki kewenangan, sebagai berikut:
a. mengajukan peminjaman dokumen yang berkaitan

dengan proses penyelesaian keberatan kepada Wajib
Pajak;

b. meminta keterangan kepada Wajib Pajak;
c. melakukan penelitian lapangan; dan/atau
d. meminta data dan informasi kepada pihak lain.

(3) Apabila berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) masih dibutuhkan data atau informasi, petugas
Pajak dapat melakukan Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perp4fakan.

Pasal 144

(1) Kewenangan mengajukan peminjaman dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a,
dilakukan melalui penyampaian surat permintaan
peminjaman dokumen.

(2) Format Surat Permintaan Peminjaman Dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakar\ bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan peminjaman
dokumen, paling lama 7 (tujuh) hari keda sejak diterimanya
surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Apabila Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak tidak memenuhi
permintaan peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), kegiatan pengujian data tetap dilanjutlan dan
menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 145

(l) Kewenangan meminta keterangan kepada Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b,
dilakukan melalui penyampaian undangan.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dalam rangka memperoleh keterangan tambahan sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

(3) Apabila wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak tidak memenuhi
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan
proses penyelesaian keberatan tetap dilanjutkan.

Pasal 146

(1) Kewenangan melakukan penelitian lapangan sebagaimana
dimat<sud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila
petugas Pajak membutuhkan informasi yang berkaitan
dengan kondisi objek Pqiak yang diajukan keberatan.

(2) Sebelum melakukan penelitian lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), petugas Pajak dapat menyampaikan
surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.

(3) Format Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, sebagaimana
tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 147

(1) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan
Surat Keberatan diterima Kepala BAPENDA belum
menerbitkan keputusan atas pengaiuan Keberatan Wajib
Pajak, maka pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan
seluruhnya.

(2) Surat Keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditindallanjuti dengan menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan dengan sebelumnya tetap
dibuatkannya Laporan Penelitian Keberatan.

(3) Format l,aporan Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), sebagaimana tercantum da-lam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
lnl.
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Paragraf 7
Tindak Lanjut Proses Penyelesaian Keberatan

Pasal 148

(1) Hasil proses penyelesaian keberatan ditindaklanjuti dengan
disusunnya Laporan Penelitian Keberatan.

(2) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Kepala
BAPENDA dapat meminta wajib Pajak untuk hadir guna
memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan
mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian Surat
Pemberitahuan Untuk Hadir yang dilampiri dengan;
a. pemberitahuan hasil penelitian keberatan; dan
b. surat tanggapan hasil penelitian keberatan.

(3) Tanggapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Kehadiran Wajib
Pajak.

(4)Pemberitahuan hasil penelitian keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

(5) Format Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupal<an bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Pemberitahuan
Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas
pajak tetap membuatkan Berita Acara Ketidakhadiran Wajib
Pajak dan proses penyelesaian Keberatan tetap dilanjutkan.

(7) Format Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana
tercantum dalam La,mpiran yang mempakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Format Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan dan
Format Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana
tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 149

(1)Berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 148, dilanjutkan dengan menerbitkan
Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat berupa:
a. mengabulkan seluruhnya;
b. mengabulkan sebagian;
c. menolak; atau
d. menambah besarnya jumlah pajak yang masih harrs

dibayar.
(3) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan kepada Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak paling ,
lama 1O (sepuluh) hari keda setelah tanggal Keputusan ,/
Keberatan. /

Y
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(4) Format Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21huruf a, huruf b dan hurufd, sebagaimana tercantum
dalam tampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(5) Keputusan Keberatan sebagaimana dimalsud pada ayat (2)

huruf c berupa surat penolakan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 150

(l) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya
kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan
Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat paling
lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri
salinan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan
disertai alasan yang jelas.

(3) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan I
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Pengajuan Banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

(l) Dalam hal permohonan Banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan denda sebesar 0,57o (nol koma lima
persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagran dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya
Putusan Banding.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X
GUGATAN

Pasal 152

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:



Pasal 153

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB x]
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,

PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS
POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSII.IYA

Bagran Kesatu
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 154

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi,
Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha
di Daerahnya.

(2) Insentif frskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau
penghapusan atas pokok Pajak, dan/ atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan
secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena

bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya
yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan
yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang
bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro
dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam
mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai
program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif liskal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan
Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
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a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan
penyitaan, atau pengumuman lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan

perpajakan; dan
d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan

Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan
prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan
perundang-undangaa.

hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak.
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(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan
dengan memperhatikan faktor:
a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib

Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak

terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di
Daerah yang bersangkutan; dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
(6) Pemberian insentif frskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha

mikro dan ultra mikro sebagaimana dimal<sud pada ayat (3)

huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan
ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7) Pemberian insentif frskal kepada Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas
Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka
menengah Daerah.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka
percepatan penyelesaian proyek strategis nasional dan
daerah.

Pasal 155

Pemberian insentif liskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
154 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 156

(1) Dalam hal pemberian insentif frskal atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Wajib Pajak
melengkapi Dokumen di BAPENDA berupa:
a. informasi lengkap mengenai identitas Wajib Pajak yang

mengajukan permohonan, diantaranya termasuk nama,
alamat, dan NPWPD;

b. dokumen pendukung yang relevan, seperti laporan
keuangan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan
finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau
kebakaran pada objek pajak;

c. tujuan dan alasan Permohonan yang menjelaskan secara
jelas tujuan dari permohonan insentif {iskal serta alasan
Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
Pasal 154 ayat (5).

(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke
BAPENDA tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat
Pengusaha Kena Pajak, dengan cara:
a. secara langsung;
b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti

pengiriman surat; atau
c. elektronik.
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(3) Dalam hal pemberian insentif hskal atas permohonan Wajib
P4iak paling lambat 3O (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya berkas permohonan, BAPENDA melakukan
pemeriksaan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat(21.

(4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kepala BAPENDA menerbitkan keputusan berupa:
a. menerima permohonan dengan menerbitkan surat

keterangan penerima insentif Pajak Daerah; atau
b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat

penolalan permohonan Insentif Pajak Daerah.
(5) Wajib Pajak selaku penerima insentif Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 157

(1) Dalam hal pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh
Bupati, Pemerintah Daerah melalui BAPENDA melakukan
kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan:
a. rencana penggunaan insentif frskal;
b. dampak terhadap penerimaan Daerah akibat insentif

fiskal yang diberikan;
c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap

kondisi usaha Wajib Pajak;
d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/Daerah;

dan
e. pertimbangan lainnya.

(2) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e dapat berupa:
a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan

pendapatan masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja;
c. menggunalan sebagian besar sumber daya lokal;
d. memberikan kontribusi bagr peningkatan pelayanan

publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk

domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan

inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau

peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program

prioritas nasional dan/atau daerah; dan/ atau
n. berorientasi ekspor.

(3) Pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Bupati
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 158

(l) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 154 ayat (1) merupakan permohonan Wajib
Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat dapat
melakukan Pemeriksaan Paja} untuk tujuan lain.

(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang
mengajukan permohonan insentif fiskal berhal< untuk
menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan
faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) dan
ayat (5).

Bagian Kedua
Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 159

(1) Bupati atau Pejabat dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran
atas pokok dan/ atau sanksi:
a. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) berupa denda sebesar 1% ( satu persen ).
b. hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami
kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang
mengalami kesulitan likuiditas.

(21 Permintaan pengurangan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat diajukan secara
p€rseorangan atau kolektif.

(3) Permintaan pengurangan sanksi administratif secara
kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk Wajib Pajak pribadi dengan pokok pajak paling
banyak Rp2SO.OOO,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Permintaan pengurangan sanksi administratif secara
kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada Bupati atau pejabat.

(5) Permintaan pengurangan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut
a. satu permintaaa diajukan untuk SPPT PBB-P2, SKPD

PBB-P2 atau STPD PBB-P2, kecuali yang diajukan secara
kolektif;

b. diajukan kepada Bupati atau pejabat;
c. melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat

permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak
kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif;

d. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurargan
sanksi admini stratif;

e. tidak memiliki tunggalan tahun-tahun sebelumnya dan
belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang
berlaku;
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f. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk
SPPT PBB-P2 danlatau SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-
Y2;

g. diajukan dalam jangka waltu 3 (tiga) bulan sejak
pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan
sanksi administratif.

(6) Kepala Desa dapat mengajukan secara kolektif sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

(71 Permintaan pengurangan sanksi administratif
sebagaimana dimalsud pada ayat (1) harus disertai dengan
bukti pendukung/ keterangan.

(8) Bukti pendukung permintaan pengurangan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
untuk:
a. Wajib Pajak orang pribadi :

1. Fotokopi SPPT PBB-P2/ SKPD PBB-V2/ STPD PBB-P2
yang dimintalan pengurzrngan sanksi administratif;

2. Fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya;
3. Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang

dimintakan pengurangan sanksi administratif;
4. Fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan

besarnya penghasilan dan/ atau surat keterangan
kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah.

b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif :

l.Fotokopi SPPT PBB-P2 /SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
yang dimintakan pengurangan denda administratif;

2. Fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya;
3. Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang

dimintalan pengurangan sanksi administratif;
4. surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala

Desa/Lurah.
c. Wajib Pajak badan :

l. Fotokopi SPPI PBB-P2/ SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2
yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;

2. Fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya;
3. Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang

dimintakan pengurangan sanksi administratif;
d. Fotokopi laporan neraca keuangan.

(9) Bupati atau dapat memberikan keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi
Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

(1O) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak
atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

(11) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas,
tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari
golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas
tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam,
kebakaran, huru-hara, dan/ atau kerusuhan.
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(12) Bupati atau Pejabat dapat memberikan pengurangan PBB-
P2 yang terutang kepada Wajib Pajak yang meliputi:
a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada

hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau karena
sebab-sebab tertentu lainnya :

1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :

a) Objek Pajak yang Wqjib Pajaknya orang pribadi
veteran, atau janda/dudanya diberikan sebesar 757o
(tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang
terutang;

b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/
perikanan/peternakan yang hasilnya sangat
terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah diberikan pengurangan
sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);

c) Objek Pajak berupa Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) yang hasilnya dalam rangka
mendukung Ketahanan Pangan Daerah diberikan
pengurangan sebesar 50% (lima puluh lima persen);

d) Objek pajak yang Wajib Pajalnya orang pribadi yang
penghasilannya semata-mata berasal dari
pensiunan, diberikan pengurangan sebesar 50%
(lima puluh lima persen);

e) Objek Pajak yang Wajib Pajalmya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah sehingga kewajiban
membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan
pengurangan sebesar paling tinggr 75% (tujuh puluh
lima persen);

0 Objek Pajak yang Wajib Pqiaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) per meter perseginya meningkat akibat
perubahan lingkungan dan dampak positif
pembangunan diberikan pengurangan sebesar
paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);

g) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai
bangunan dan/ atau lingkungan cagar budaya
diberikan pengurangan sebesar 5O% (lima puluh
persen).

2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak
Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan
likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak
dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan
pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh
lima persen).

b. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada
hubungannya dengan Objek pajak itu sendiri diberikan
pengurangan sebesar paling tinggi lOOo/o (seratus
persen), meliputi:
1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa
yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan, tanah longsor dan bencana lainnya;
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2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar
biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanarnan
dan/ wabah hama tanaman.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 160

(t) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah
kepada Wqiib Pajak, berupa:
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan

Pajak; dan/atau
b. pemberian fasilitas €rngsuran atau penundaan

pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a diberikan
kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga
Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada
waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktr: pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan
Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib
Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau Utang P4iak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak
mengalami kesuttan likuiditas atau keadaan kahar Wajib
Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas €rngsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan
permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan
Bupati.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsurern atau penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak
dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimalsud pada ayat (5), dapat berupa:
a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/ atau masa

angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsurErn Pajak dan/ atau
masa Erngsuran atau lamanya penundaan yang
dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.
(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau

penundaan sebagaimala dimaksud pada ayat (7) huruf a dan
huruf b paling lama diberikan untuk jangka wakhr 24 (dua
puluh empat) bulan.



-82-

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan
pembayaran Pajak yang ditunda disertai denda sebesar O,5olo

(nol koma lima persen) per bulan dari jumlah Pajak yang
masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh I (satu) bulan.

( 1O) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(4) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB xII
PEMBUKUAN

Pasal 161

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatarr
secara elektronik dan/ atau non-elektronik, dengan
ketentuan:

a. bagi wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran
usaha paling sedikit Rp4.8OO.OOO.OOO,0O (empat miliar
delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib
menyelenggaralan pembukuan; dan

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran
usaha kuranC dari Rp4.80O.0OO.OO0,O0 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan
memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau
kegiatan yang sebenarnya.

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan pembukuan.

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data
penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan
untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data
dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara
program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat
kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau
di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan. 

/
/

V(
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BAB XIII
PEMERIKSAAN PAJAK

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 162

(1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan
Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan Perpajakan Daerah.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam hal:
a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi

kelebihan pembayaran Pajak;
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang

menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar; atau

c. Wajib Pqiak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan
berdasarkan analisis risiko.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
a. pemberian NPWPD secara jabatan;
b. penghapusan NPWPD;
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
d. pencocokan data dan/atau alat keteran gan; dan / atau
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan
materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

(5) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau
dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak oleh
suatu kewajiban untuk merahasiakan, mal<a kewajiban
untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk
keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 163

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 162, kewajiban Pajak yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau

catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen
lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruang€rn yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna
kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(21 Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 162, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling
sedikit:
a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemer:t<saan 1/

kepada pemeriksa; 'v
/
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b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan
penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan
tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak
terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Pasal 164

(1) Bupati berwenang melakukal Pemeriksaan Pajak Daerah.
(2) Pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh Kepala BAPENDA atau Pejabat atau
Pemeriksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 165

(1) Tujuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/ atau tujuan lain dalam rangka ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
dalam rangka melaksanalan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria
antara lain:
a. pemberian NPWPD secara jabatan;
b. penghapusan NPWPD;
c. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
d. pencocokan data dan/ atau alat keterangan;
e. Pemeriksaan dalam rangka penagihan p4iak; dan
f. penentuan saat kegiatan usaha/operasi dimulai.

Pasal 166

Pasal 167

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
165, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria:
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran Paj ak;
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang

menunjukkan:

Ruang lingkup Pemeriksaan sebagaimana dimaksud da-lam Pasal
164 dapat meliputi satu atau lebih jenis Pajak, baik untuk Masa
Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajal< dalam tahun-tahun
lalu maupun tahun berjalan.



Pasal 168

(1) Bentuk Pemeriksaan terdiri dari:
a. Pemeriksaan lengkap; dan
b. Pemeriksaan sederhana.

(2) Pemeriksaan leng]<ap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, dilakukan di lapangan meliputi seluruh jenis pajak
untuk tahun pajak berjalan dan/ atau tahun-tahun pajak
sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis
pemeriksaan yang pada umrmnya lazim digunakan dalam
Pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dapat dilakukan:
a. di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun

pajak berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya
dengan menerapkan Gknik Pemeriksaan dengan bobot
yang sederhana; atau

b. di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak
berjalan dengan menerapkan teknik Pemeriksaan dengan
bobot yang sederhana.

Pasal 169

(1) Pemeriksaan untuk
kewajiban perpajakan
standar Pemeriksaan.

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi standar umum Pemeriksaan, standar pelaksanaan
Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 170

(1) Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 169 ayat l2l, merlpakan standar profesional yang
berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa dan mutu
peke{aannya.

(2) Bupati dapat menunjuk PNS sebagai Pemeriksa di lingkungan

menguji
harus

kepatuhan pemenuhan
dilakukan sesuai dengan

Pemerintah Daerah.
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1. bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
dan/atau

2. Wajib Pajak yang melakukan penghitungan sendiri,
yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan
berdasarkan Analisis Risiko.

(2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan
kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.

(3) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimalsud pada ayat
( I ) huruf a dan ayat (21 dilakukan dengan mempertimbangkan
sumber daya yang tersedia di BAPENDA.
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(3) Bupati atau Pejabat dapat menunjuk tenaga ahli dari luar
lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pemeriksa.

Pasal 171

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai
standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:
a. Pelal<sanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan

yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling
sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari
data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (audrl
planl, dan menyusun program Pemeriksaan (audit program),
serta mendapat pengawasan yang seksama;

b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian
berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan
program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun;

c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti
kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpaj akan ;

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu Pemeriksa yang terdiri
dari seorang pengawas, seorang ketua tim, dan seorang atau
lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim
dapat merangkap sebagai anggota tim;

e. Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat
dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian
tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, maupun
yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang
tetah ditunjuk oleh Bupati, sebagai tenaga ahli;

f. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk meng.rji kepatutran
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara
bersama-sama dengan Pemeriksa dari instansi lain;

g. Pemeriksaan dapat dilalsanakan dengan Pemeriksaan kantor
dan/ atau Pemeriksaan lapangan;

h. Pemeriksaan dilaksanalan pada jam kerja dan apabila
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam ke{a; dan

i. Pelaksanaan Pemeriksaal didokumentasikan dalam bentuk
KKP.

Pasal 172

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf i disusun
oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai:
a. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksalakan sesuai standar

pelaksanaan Pemeriksaan;
b. bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajib Pajak mengenai

temuan hasil Pemeriksaan;
c. dasar pembuatan LHP;
d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau

banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
e. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.
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Pasal 173

(l) Standar pelaporan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 169 ayat (2) dituangkan dalam LHP, yang
disusun secara ringkas dan jelas yang memuat:
a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan

tujuan Pemeriksaan;
b. simpulan Pemeriksa yang didukung temuan yang kuat

tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap
peraturan perundang-undangan perpajalan, dan memuat
pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan
Pemeriksaan.

(2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. penugasan Pemeriksaan;
b. identitas Wqiib Pajak;
c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
d. pemenuhan kewajiban perpajakan;
e. data/ informasi yang tersedia;
f. buku dan dokumen yang dipinjam;
g. materi yang diperiksa;
h. uraian hasil Pemeriksaan;
i. ikhtisar hasil Pemeriksaan;
j. penghitungan Pajak terutang; dan
k. simpulan dan usul Pemeriksa.

Pasal 174

Dalam melakukan Pemeriksaaa untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajib:
a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Lapangan kepada Wajib Pajak;
b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada

Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
c. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka

memberikan penjelasan mengenai:
1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
2. trak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah

pelaksanaan Pemeriksaan;
3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan

buku, catatan, dan / atau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dokumen elektronik, dan
dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;

4. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pa.da

huruf d datam berita acara pertemuan dengan Wajib
Pajak;

d. menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
e. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam ,

rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan; 
/

/I
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f. melakukan pembinaan kepada wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dengan menyampaikan saran secara tertulis;

g. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen
lainnya yang dipinjam dari Wajib Paja}; dan

h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas
segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 175

(1) Dafam melalrukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis
Pemeriksaaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:
a. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/atau

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, peke{aan
bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang
bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut
diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dokumen lain, uang dan/ atau barang yang
dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak,
atau objek yang terrtang Pajak;

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan
guna kelancaran Pemeriksaan;

d. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta
barang bergerak dan/ atau tidak bergerak;

e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib
Pajak; dan

f. meminta keterangan dan/ atau bukti yang diperlukan dari
Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib
Pajak yang diperiksa.

(2) Dafam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan
kantor, Pemeriksa berwenang:
a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di

lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;

b. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/ atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, yang berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekeq'aan bebas Wajib Pajak,
atau objek yang terutang Pajak;

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk membeA Aannnn /
guna kelancaran Pemeriksaan; /vI'
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d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib
Pajak;

e. meminjam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang dibuat
oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib
Pajak yang diperiksa.

Pasal 176

Dalam pelaksaiaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:
a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperfihatkan Surat

tugas dan tanda pengenal Pemeriksa;
b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat

Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan da-lam hal
Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan
l,apangan;

c. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat
yang berisi perubahan Pemeriksa apabila susunan
keanggotaan Pemeriksa mengalami perubahan;

d. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan
tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;

e. menerima SPHP;
f. menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 177

(l) Dalam pelal<sanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhal kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan, Wajib Pajak wajib:
a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan

dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dokumen elektronik dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha, peke{aan bebas Wajib Pqiak, atau objek
yang terutang Pajak;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan
memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan / atau
tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan
untuk menyimpaa Dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uarg,
dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan
bebas Wajib Pajak, atau Objek yang terutang Pajak serta
meminj amkannya kepada Pemeriksa;

c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang /

diperlukan. /v
/I



-90-

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu
Pemeriksaan yang meliputi :

a. jangka waktu pengujian; dan
b. jangka waktu PAHP dan pelaporan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan
Lapangan, jangka waltu pengujian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung
sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai
dengan tanegal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil,
kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari
Wajib Pajal<.

(3) Da-lam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan
Kantor, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hunrf a paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak
tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai,
atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak
datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanegal SPHP
disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(a) Jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( I ) huruf b paling lama I (satu) bulan yang dihitung
sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil,
kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib
Paj"k.

(5) Jangka wa-ktu PAHP sampai dengan ditetapkan LHP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1

(satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan
kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang
telah dewasa dari Wajib Pajak.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan
Kantor, W4iib Pajak wajib:
a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan

sesuai dengan waktu yang ditentukan;
b. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan Dokumen yang

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lain termasuk data yang dikelola secara
elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak,
atau objek yang terutang Pajak;

c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;

e. meminjamkan KKP yang dibuat oleh akunten publik; dan
f. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang

diperlukan.

Pasal 178
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Pasal 179

(l)Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) dapat
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan
l,apangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam hal:
a. Pemeriksaan l,apangan diperluas ke Masa Pajak, bagian

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/ atau

keterangan kepada Pihak Ketiga;
c. ruang lingkup Pemeriksaan L,apangan meliputi selunrh

jenis Pajak; dan/atau
d. berdasarkan pertimbangan ketua tim pelaksana

Pemeriksaan.

Pasal 18O

(l) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3), dapat diperpanjang
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, bagian

Tahun Pajak, atau Tahun Paja-k lainnya;
b. terdapat konfrrmasi atau permintaan data dan/ atau

keterangan kepada Pihak Ketiga;
c. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis

Pajak; dan/ atau
d. berdasarkan pertimbangan ketua tim pelaksana

Pemeriksaan.

Pasal 181

Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian
Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180
ayat (1) atau Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 177 ayat (1), ketua tim pelaksana Pemeriksaan harus
menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu
pengujian dimaksud secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 182

(1) Apabila jangka waktu perpanjangan pengujian Pemeriksaan
Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1)

atau perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) telah
berakhir, SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak, jangka wakru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 182 dan Pasal 183 harus memperhatikan jangka
waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak.



-92-

Pasal 183

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan
dengan cara:
a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir;

atau
b. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan

Pajak dan/ atau STPD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpaj alan.

Pasal 184

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a dilakukan
dalam hal:
a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga

yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:
I . tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
diterbitkan; atau

2. tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam
Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.

b. Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan
atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam surat
ketetapan Paja-k sebelumnya.

c. terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan
Bupati.

Pasal 185

(1) Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf b, dilakukan
dalam hal:
a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga

yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan
Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan
Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam
jangka waktu Pemeriksaan; dan

b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga
yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan
Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan
Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai
dengan:
1. berakhirnya perpanjangan jangka walrtu pengujian

Pemeriksaan L,apangan sebagaimaaa dimal<sud dalam
Pasal 179 ayat (1); atau
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2. berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 180 ayat (1).

(2) Pemeriksa.an l,apangan atau Pemeriksaa.n Kantor yang
pengujiannya belum diselesaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, harus diselesaikan dengan
menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling larlra 7
(tujuh) hari kerja sejak beralhirnya:
a. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan

Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal L79 ayat
( 1); atau

b. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan
Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1),

dan dilanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan
pembuatan LHP.

Pasal 186

Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP tidak dapat
diidentifftasi karena Wajib Pajal tidak ditemukan atau tidak
memenuhi panggilan Pemeriksaan sebaeaimana rlimaksud
dalam Pasal 183 huruf a, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali
apabila di kemudian hari Wajib Pajak ditemukan.

Pasal 187

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa yang
tergabung dalam suatu Pemeriksa berdasarkan Surat tugas.

(2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (11 diterbitkan
untuk satu atau beberapa tahun dalam suatu bagian Tahun
Pajak atau Tahun Pajak yang sarna, atau untuk satu bagian
Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.

(3) Dalam hal susunan Pemeriksa diubah, ketua tim pelaksana
Pemeriksaan harrs menerbitkan surat perubahan.

(a) Dalam hal Pemeriksa dibantu oleh tenaga ahli sebagaimana
dimaksud dalam Pasal l7O ayat (4), tenaga ahli tersebut
bertugas berdasarkan surat tLrgas yang diterbitkan oleh
Bupati.

Pasa.l 188

(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengal Jenis
Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa wajib memberitahukan
kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan
Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan t apangan.

(2) Dalam hat Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa wajib memberitahukan
kepada Wajib PqiaJ< mengenai dilakukannya Pemeriksaan
Kantor dengan *".rya-faik"t, Surat Panggilan Dalam /
Rangka Pemeriksaan Kantor. /

"/
/
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(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterbitkan untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat tugas.

Pasa-l 189

(1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) dapat disampaikan secara
langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya
Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili,
pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman
lainnya dengan bukti pengiriman.

(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan l.apangan
disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan
kepada:
a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, antara lain:

1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa
dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan
dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan; atau

2. anggota, keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak
yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak,
dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib
Pajak orang pribadi.

(3) Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat {21 tidak dapat ditemui, Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan l.apangan disampaikan melalui
pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman
lainnya dengan bukti pengiriman dan surat pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan dan
Pemeriksaan Lapangan telah dimulai.

(4) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O4 ayat (21disampaikan
antara lain melalui :

a. pengiriman surel email; atau
b. pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 19O

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajib
melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 71 huruf d.

(2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat ,/
dilakukan dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. /

/I
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(3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

atau ayat (2) dilakukan setelah Pemeriksa menyampaikan
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan l.apangan.

(a) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Kantor, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
ayat (2) dilakukan pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa
dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilar Dalam
Rangka Pemeriksaan Kantor.

(5) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau ayat (2), Pemeriksa wajib membuat berita acara
hasil pertemuan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

(6) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan
sebagaimana dimal<sud pada ayat (5), Pemeriksa membuat
catatan mengenai penolakan tersebut pada berita acara hasil
pertemuan.

(7) Dalam hal Pemeriksa telah menandatangani berita acara hasil
pertemuan dan membuat catatan mengenai penolakan
penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

atau ayat (2) dianggap telah dilaksanakan.

Pasal 191

(1) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan
Lapangan:
a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola

secara elektronik serta keterangan laire yang diperlukan
dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan
pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat
itu juga dan Pemeriksa membuat bukti peminjaman;

b. dalam hat buku, catatan, dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang
diperlukan dan belum diperoleh / ditemukan pada saat
pelalsanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Pemeriksa membuat surat permintaan
peminjaman;

c. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola
secara elektronik; serta keterangan lain sebagaimana
dimaksud pada huruf b, wajib diserahkan kepada
Pemeriksa paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak surat
permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen
disampaikan kepada Wajib Pajak.

(2) Dafam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan
Kantor:
a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola

secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan
oleh Pemeriksa, harus dicantumkan pada surat panggilan;

b. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola
secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana
dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat ,
Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Pemeriksa /
membuat bukti peminjaman; /

T
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c. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang
diperlukan belum dipinjamkan pada saat Wajib Pajak
memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf
b, Pemeriksa membuat surat permintaan peminjaman;

d. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola
secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana
dimaksud pada huruf c, wajib diserahkan kepada
Pemeriksa paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak surat
panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang
memuat permintaan peminjaman diterima oleh Wajib
Pajak.

(3) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elelrtronik serta keterangan lain belum
dipenuhi dan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (21

huruf d, belum terlampaui, Pemeriksa dapat menyampaikan
peringatan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 192

(1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data
yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari
Wajib Pajak, Pemeriksa harrs membuat bukti peminjaman-

(2) Dalam hal buku, catatan dan dokumen yang dipinjam berupa
fotokopi dan/ atau data yang dikelola secara elelrtronik, Wajib
Pajak yang diperiksa harrs membuat surat pernyataan
bahwa fotokopi dan/ atau data yang dikelola secara elektronik
yang dipinjamkan kepada Pemeriksa adalah sesuai dengan
aslinya.

(3) Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf
d terlampaui dan surat permintaan peminjaman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf b atau ayat (21

huruf c, tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Pemeriksa
harus membuat berita acara mengenai hal tersebut.

( ) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu
dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan
permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan
di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.

Pasal 193

(1) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang
melakukan kegiatan usaha Wajib Pajak tidak memenuhi
sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 192 ayat (3) sehingga besarnya pajak
terutang tidak dapat dihitung, Pemeriksa menghitung pajak
terutang secara jabatan.

(2) Perhitungan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperoleh antara lain melalui:
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a. hasil pengamatan paling lama 1 (satu) bulan; atau
b. hasil analisis Pemeriksa.

Pasal 194

(1) Pemeriksa berwenang melakukan penyegelan untuk
memperoleh atau mengamankan dokumen dan benda-benda
lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas Wajib Pqlak agar tidak dipindahkan,
dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau
dipalsukan.

(2) Dalam melaksanakan penyegelan, berkoordinasi dengan
Instansi terkait.

Pasal 195

Pemeriksa berwenang melakukan Penyegelan dalam hal wajib
Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak:
a. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat

atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak
bergerak;

b. menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan
untuk mengalses data yang dikelola secara elektronik
dan/ atau membuka barang bergerak dan/ atau tidak
bergerah;

c. tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai
kewenangan untuk bertinda} selaku yang mewakili Wajib
Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan
sebelum Pemeriksaan ditunda; atau

d. tidak berada di tempat dan Pegawai Wajib Pajak yang
mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang
mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan.

Pasal 196

(1) Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus
menandatangani surat pemyataan penolakan Pemeriksaan
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, apabila
menolak untuk dilakukan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani surat pernyataan penolakan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan
yang ditandatangani oleh Pemeriksa.

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
tidak ada di tempat maka:
a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat

pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari
Wajib Pajak yang dapat dan mempunyai kewenangan
untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang
berada dalam kewenangannya; atau

b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatar
berikutnya.
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(4) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum
dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b, Pemeriksa dapat melakukan Penyegelan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (f ).

(5) Apabila setelah dilakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud
pada ayat (a) Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pqiak
tetap tidak berada di tempat dan/ atau tidak memberi izin
kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat
atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak, dan/ atau
tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan,
Pemeriksa meminta kepada pegawai atau anggota keluarga
yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk membantu
kelancaran Pemeriksaan.

(6) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan,
Pemeriksa meminta pegawai atau anggota keluarga yang telah
dewasa dari Wajib Pajak untuk menandatangali surat
penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.

(7) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat
penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), Pemeriksa membuat berita acara
penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Pemeriksa.

Pasal 197

(l) Dalam hal WAiib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan memenuhi
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor n.unun
menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib
Pajak, wakil, atau kuasa dari wajib Pajak harus
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani surat pernyataan penolakan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan
yang ditandatangani oleh Pemeriksa.

(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
Surat Panegilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
disampaikan kepada Wajib Pajak dan surat panggilan
tersebut tidak dikembalikan oleh pos atau jasa pengiriman
lainnya dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa membuat berita acara tidak
dipenuhinya panegilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang
ditandatangani oleh Pemeriksa.

Pasal 198

Pemeriksa dapat melakukan penetapan Pajak secara jabatan
berdasarkan:
a. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan;
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b. berita acara penolakan Pemeriksaan;
c. berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan;
d. surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan; atau
e. berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.

Pasal 199

(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib
Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan
daftar temuan hasil Pemeriksaan.

(2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) disampaikan oleh Pemeriksa secara
langsung atau melalui faksimili, surat elektronik, pos, atau
jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(3) Dalam hal SPHP disampaikan secara lalgsung dan Wajib
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk
menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima
SPHP.

(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani surat penolakan menerima SPHP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa membuat
berita acara penolakan menerima SPHP yang ditandatangani
oleh Pemeriksa.

(5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data
konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor,
penyampaian SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan bersamaan dengan penyampaian undangan
tertulis untuk menghadiri PAHP.

Pasal 20O

(1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan terlulis atas SPHP
dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 199 ayat (1) dalam bentuk:
a. pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dalam hal

Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
b. surat sarggahan, dalam hal Wajib P4iak tidak menyetujui

sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.
(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)
hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.

(3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu
penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berakhir.

(4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian
tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak
harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berakhir.



- 100-

(5) Dafam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data
konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, tanggapan
terlulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lama pada saat Wajib Pajak harus memenuhi
undangan tertulis untuk menghadiri PAHP dan Wajib Pajak
tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu
penyampaian tanggapan tertulis.

(6) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimal<sud pada ayat (4)

disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung atau melalui
faksimili, surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya
dengan bukti pengiriman.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan
tertulis atas SPHP, Pemeriksa membuat berita acara tidak
disampaikannya tanggapan terfulis atas SPHP yang
ditandatangani oleh Pemeriksa.

Pasal 2Ol

(1) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil
Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan
hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199
ayat (1), Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam PAHP.

(2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib
Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal
dilaksanakannya PAHP.

(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
disampaikan kepada wajib Pajak dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak

sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2O0 ayat (2) atau ayat (3) atau ayat (5);

b. berakhirnya jat gk" waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2O0 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak
menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.

(4) Apabila Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data
konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 174 huruf b, undangan tertulis untuk
menghadiri PAHP disampaikan bersamaan dengan
penyampaian SPHP.

(5) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau melalui
fa}simili, surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya
dengan bukti pengiriman.

Pasal 2O2

(1) Pemeriksa membuat risalah pembahasan apabila Wajib
Pajak:
a. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas hasil

Pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh
hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2O0 ayat (2) atau ayat (3); dan
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b. hadir dalam PAHP sesuai dengan hari dan tanggal yang

tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2O0 ayat (5),

Pemeriksa membuat risalah pembahasan dengan
mendasarkan pada tanggapan yang disampaikan Wqlib Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan membuat berita
acara PAHP, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib
Pajak.

(2) Pemeriksa membuat risalah pembahasan Apabila Wajib
Pajak:
a. menyampaikan tanggapan secara terhrlis atas hasil

Pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh
hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2OO ayat (2) atau ayat (3); dan

b. tidak hadir dalam PAHP sesuai dengan hari dan tanggal
yang tercantum dalam undangan terlulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 200 ayat (5),

Pemeriksa membuat risalah pembahasan dengan
mendasarkan pada tanggapan yang disampaikan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan membuat berita
acara yang menjelaskan ketidakhadiran Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang ditandatangani
oleh Pemeriksa.

(3) Pemeriksa membuat risalah pembahasan Apabila Wajib
Pajak:
a. menyampaikan tanggapan secara terfulis atas hasil

Pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas
sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan dalam jattgka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (21

atau ayat (3); dan
b. hadir dalam PAHP sesuai dengan hari dan tanggal yang

tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2OO ayat (5);

Pemeriksa melakukan PAHP dengan Wajib Pajak dengan
mendasarkan pada tanggapan yang disampaikan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil
pembahasannya dituangkan dalam risalah pembahasan, yang
ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak.

(4) Pemeriksa membuat risa-lah pembahasan Apabila Wajib
Pajak:
a. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas hasil

Pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas
sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20O ayat (21

atau ayat (3); dan
b. tidak hadir dalam PAHP sesuai dengan hari dan tanggal

yang tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2OO ayat (5);

Pemeriksa membuat risalah pembahasan yang mendasarkan
pada tanggapan yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan membuat berita acara yang
menjelaskan ketidakhadiran Wajib Pajak sebagaimana
dimal<sud pada huruf b, yang ditandatangani oleh Pemeriksa.

(5) Pemeriksa membuat risalah pembahasan Apabila Wajib
Pajak:
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a. tidak menyampaikan tanggapan secara tertulis atas hasil
Pemeriksaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasa-l 20O ayat (2) danlatau ayat (3); dan

b. hadir dalam PAHP sesuai dengan hari dan tanggal yang
tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2OO ayat (61;

Pemeriksa tetap melakukan PAHP dengan Wqjib Pajak dan
hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah
pembahasan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib
Pajak.

(6) Pemeriksa membuat risalah pembahasan Apabila Wajib
Pajak:
a. tidak menyampaikan tanggapan secara tertulis atas hasil

Pemeriksaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2O0 ayat (2) dan/ atau ayat (3); dan

b. tidak hadir dalam PAHP sesuai dengan hari dan tanggal
yang tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20O ayat (5);

Pemeriksa membuat berita acara yang menjelaskan tidak
adanya tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan menjelaskan ketidakhadiran Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang ditandatangani
oleh Pemeriksa.

(7) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani risalah pembahasan sebagaimana
dimaksud pada ayat l2l, ayat (4) atau ayat (6), Pemeriksa
membuat catatan mengenai penolakan tersebut.

(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP dan
Pemeriksa telah membuat dan menandatangani berita acara
ketida}hadiran Wajib Pajak dalam PAHP sebagaimana
dimal<sud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (6), PAHP dianggap
telah dilaksanakan.

(9) Dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati
arll.ara Pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam PAHP
berdasarkan risalah pembahasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), ayat (3) atau ayat (5), Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan agar hasil Pemeriksaan yang belum
disepakati tersebut dibahas terlebih dahulu dengan Tim
Pembahas.

(lo)Hasil pembahasan dengan Tim Pembahas dituangkan dalam
risafah Tim Pembahas.

(ll)Berdasarkan risalah pembahasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (r) ayat (21, ayat (3), ayat (4), ayat (5), atau ayat (6)

dan/ atau risalah Tim Pembahas sebagaimana dimaksud
pada ayat (9), Pemeriksa membuat berita acara PAHP yang
ditandatangani Pemeriksa dan wajib Pajak.

(l2)Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara
PAHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (10),
Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut
dalam berita acara PAHP.

(l3)Pelalsanaan PAHP antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2OL ayat (1) atau ayat (2)
harus mempertimbangkan jangka waktu PAHP dan pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (41.



-103-

Pasal 2O3

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti
Permulaan, ketentual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2OO

dan Pasal 2O1 tidak berlaku.

Pasa1 2O4

Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199
ayat (1), ayat (3), atau ayat (5) digunakan oleh Pemeriksa sebagai
dasar untuk membuat berita acara PAHP yang dilampiri dengan
ikhtisar hasil pembahasan akhir.

Pasal 2O5

(1) Dalam rangka menandatangani berita acara PAHP, Pemeriksa
melalui ketua tim pelaksana Pemeriksaan memanggil Wajib
Pajak dengan mengirimkan surat panggilan untuk
menandatangani berita acara PAHP.

(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat
disampaikan secara langsung atau melalui faksimili, pos
dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya
dengan bukti pengiriman.

(3) Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung dan
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
untuk menerima surat panggilan tersebut, Wajib Pajak, wakil,
atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat
pernyataan penolakan menerima surat panggilan untuk
menandatangani berita acara PAHP.

(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pqjak
menolak menandatalgani surat pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa membuat berita acara
penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani
berita acara PAHP yang ditandatangani oleh Pemeriksa.

Pasal 2O6

(1) Wajib Pajak harus memenuhi panggilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2O1 dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) hari kerja setelah surat panggilan untuk
menandatangani berita acara PAHP diterima oleh Wajib
Pajak.

(2) Dalam hal Wqiib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2O4, namun menolak menandatangani berita acara PAHP,
Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan
penandatanganan pada berita acara PAHP.

(3) Dalam hal wajib Pajak tidak memenuhi panggilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2OI, Pemeriksa
membuat catatan pada berita acara PAHP mengenai tidak
dipenuhinya panggilan.
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Pasal 207

(1) LHP disusun berdasarkan KKP sebageimana dimaksud dalam
Pasal 172.

(2) Risalah pembahasan dan/ atau berita acara PAHP,
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari LHP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh
Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan.

(4) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak
atau STPD.

(5) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai dengan
PAHP, kecuali:
a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi

menyampaikan lembar pefiryataan persetujuan hasil
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O5
ayat (21, Pajak yang terutang dihitung sesuai dengan
lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;

b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi
menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2O2 ayat ( ), Pajak yang terutang dihitung
berdasarkan SPHP dengan jurnlah yang tidak disetujui
sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak; dan

c. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP dan tidak
menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP
sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 2O2 ayat (5), Pajak
yang terutang dihitung berdasarkan SPHP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 199 ayat (l) dan Wajib Pajak
dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan.

Pasal 208

Dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib
Pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan
pengembalian Dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal LHP.

Pasal 2O9

( 1 ) Bupati dapat membatalkan Surat Ketetapan Paj ak secara
jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak'

(2) Pembatalan surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan apabila dalam Pemeriksaan tanpa:
a. penyampaian SPHP; dan/ atau
b. PAHP.

(3) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan
melaksanakan penyampaian SPHP dan/ atau PAHP.

(a) Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terkait dengan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, Pemeriksaan
dilanjutlan dengan penerbitan:



Pasal 210

(1) Dafam hal dilakukan pembatdan, proses Pemeriksaan harus
dilanjutkan dengan melaksanakan penyampaian SPHP dan/
atau PAHP.

(2) Dalam hal Pemeriksa telah melakukan Pemeriksaan dan
Kepala BAPENDA atau Pejabat belum menerbitkan SKPD,

Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan
dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian
SPTPD yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya, dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan.

(3) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang
ketidakbenaran pengisian SPfPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa
menyampaikan SPHP.

(4) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke kantor
BAPENDA atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak terkait.

(5) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil,
atau kuasa dari Wajib Pajak dan dilampiri dengan:
a. penghitungan Pajak yang kurang dibayar sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya; dan
b. SSPD atas pelunasan Pajak yang kurang dibayar;

(6) Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidat< mengakibatkan
kekurangan pembayaran Pajak maka pengungkapan tersebut
tidak perlu dilampiri dengan SSPD.

Pasal 211

(l) Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam
laporan tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210
ayat (2), Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil
Pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan Pajak dengan
memperLimbangkan laporan tersendiri tersebut serta
memperhitungkan pokok Pajak yang telah dibayar.

-105-

a. surat ketetapan Pajak sesuai dengan PAHP apabila jangka
waktu belum melampaui 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak;

b. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

huruf a telah dilampaui, surat ketetapan pajak belum
ditetapkan, permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak dianggap dikabulkan; atau

c. SKPDLB sesuai dengan Surat Pemberitahuan apabila
jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat
permohonan diterima.
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(2) Dalam hal hasil Pemeriksaal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran
pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan Pajak diterbitkan
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran
pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya, surat ketetapan Pajak diterbitkan sesuai
dengan pengungkapan Wajib Pajak.

Pasal 212

(l) Pada saat pelaksanaan Pemeriksaan, Pemeriksa dapat
mengusulkan Pemeriksaan bukti permulaan apabila:
a. pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya

indikasi tindak pidana di bidang perpajakan; atau
b. pada saat Wajib Pajak diperiksa memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193; atau
c. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan, tidak

memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, menolak
membantu kelancaran pemeriksaan dan terhadap Wajib
Pajak tersebut tidak dilakukan penetapan pajak secara
jabatan.

(2) Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan
pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(3) Dalam hal usulan Pemeriksaan bukti permulaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh pejabat
yang berwenang, dan Pemeriksaan yang disetujui tersebut
bukan merupakan Pemeriksaan atas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pelaksanaan
Pemeriksaan dihentikan dengan membuat laporan hasil
pemeriksaan sumir.

( ) Dalam hal usulan Pemeriksaan bukti permulaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh pejabat
yang berwenang dan Pemeriksaal tersebut terkait dengan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak,
penyelesaian Pemeriksaan ditangguhkan dengan membuat
laporan kemajuan Pemeriksaan.

(5) Penghentian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) atau penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilakukan sebelum penerbitan surat perintah
Pemeriksaan bukti permulaan dan diberitahukan secara
tertulis kepada Wajib Pajak.

(6) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) paling lambat bersamaan dengan disampaikannya
Surat Pemberitahuan pemeriksaan bukti Permulaan.
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Pasal 213

(1) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 212 ayat (4), dilanjutkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan
Daerah, apabila:
a. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan

penyidikan dan tidak ada penerbitan surat ketetapan
pajak;

b. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan
penuntutan; dan

c. diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatal hukum tetap yang menyatakan Wajib Pajak
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

(2) Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), jangka waktu pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 214

(1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan
perintah atau persetujuan Kepala BAPENDA.

(2) Perintah atau persetujuan Kepala BAPENDA untuk
melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila
terdapat data baru termasuk data yang semula belum
terungkap.

(3) Penerbitan SKPDKBT harus didahului dengan Pemeriksaan
Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal
sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah
diterbitkan SKPD berdasarkan hasil Pemeriksaan.

(4) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas
jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan
Pajak sebelumnya, Pemeriksaan Ulang dihentikan dengan
membuat LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak diberitahukan
mengenai penghentian tersebut.

Pasal 215

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan Lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau
pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan
Pemeriksaan.

Pasal 216

Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria
antara lain:
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a. pemberian NPWPD secara jabatan;
b. penghapusan NPWPD;
c. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/ atau
e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pasal 217

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 215 dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan
atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 218

(1) Pemeriksaan untuk tqjuan lain harus dilaksanakan sesuai
dengan standar Pemeriksaan.

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang
merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam
melaksanakan Pemeriksaan.

(3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar
pelalsanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil
Pemeriksaan.

Pasal 219

Standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (3)

adalah standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183.

Pasal 22O

Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 218 ayat (3) meliputi:
a. pelalsanaan Pemeriksaan harus didahului dengan

persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan,
dan mendapat pengawasan yang seksama;

b. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya
Pemeriksaan untuk tujuan lain;

c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa yang terdiri dari
1 (satu) orzrng supervisor, 1 (satu) orang ketua tim, dan I
(satu) orang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan
tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;

d. Pemeriksaan dapat dilaksanal<an di kantor BAPENDA,
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat
kegiatan usaha atau peke{aan bebas Wajib Pajak, dan/ atau
di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa;

e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan

f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk
KKP
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Pasal 221

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus
didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 220 huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. KKP berfungsi sebagai bukti bahwa:

1. Pemeriksa telah melaksanakan Pemeriksaan
berdasarkan standar Pemeriksaan; dan

2. dasar pembuatan LHP.
b. KKP memberikan gambaran mengenai:

l. data, keterangan, dan/ atau bukti yang diperoleh;
2. prosedur Pemeriksaan yang dilalsanakan; dal
3. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang

berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 222

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuaa lain dilaporkan dalam
bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil
Pemeriksaan, yaitu:
a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang

lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan
Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa dan memuat
pula pengungkapan informasi lain yang terkait;

b. LHP untuk tujuan lain paling kurang memuat:
f . identitas Wajib Pajak;
2. penugasan Pemeriksaan;
3. tujuan Pemeriksaan;
4. buku dan dokumen yang dipinjam;
5. materi yang diperiksa;
6. uraian hasil Pemeriksaan; dan
7. simpulan dan usul Pemeriksa.

Pasal 223

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa
wajib:
a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Iapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan
dengan jenis Pemeriksaan Kantor;

b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan surat tugas
kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;

c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib
Pajak yang diperiksa;

d. mengembalikan bulm, catatan, dan dokumen pendukung
lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan/ atau
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e. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh
Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

(l)Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan
jenis Pemeriksaan lapangan, Pemeriksa berwenang:
a. methat dan/ atau meminjamkan buku, catatan, danl

atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan berhubungan dan dokumen lain, dengan
tujuan Pemeriksaan;

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola
secara elektronik;

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang
bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut
diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan,
dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib
Pajak; dan/atau

e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wqjib
Pajak yang diperiksa melalui ketua Pemeriksa.

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan
jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:
a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan /atau

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang
dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, peke{aan
bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

b. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib
Pajak; dan/atau

c. meminta keterangan dan/ atau data yang diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib
Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana
Pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak
berhak:
a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat

tugas dan Tanda Pengenal Pemeriksa kepada Wajib Pajak
pada waktu Pemeriksaan;

b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal
Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis
Lapangan;

Pasal 224

PasaT 225
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c. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan
tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;dan/ atau

d. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat
yang berisi perubahan Pemeriksa apabila Grdapat
perubahan susun.rn Pemeriksa.

Pasal 226

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan
jenis Pemeriksaan l,apangan, Wajib Pajak wajib:
a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan,

dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan
tujuan Pemeriksaan;

b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/ atau
mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang
penyimpanan buku, catatan, datlatau dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen
lain, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan
Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
dan/atau

d. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta
memberikan data dan/atau keterangan lain yang
diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan
Jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan,

dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan
tujuan Pemeriksaan; dan/ atau

b. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta
memberikan data dan/atau keterangan lain yang
diperlukan.

Pasal 227

(l) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan
Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan L,apangan disampaikan kepada Wajib Pajak,
wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah
dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal LHP.

(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan
Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10

(sepuluh) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil,
kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari
Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan dalam
Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam
LHP.
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(3) Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) atau ayat (21 berakhir, Pemeriksaan harus
diselesaikan.

(4) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka
permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 216 huruf b, jangka waktu Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud ayat (l) atau ayat (2) harus
memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana diatur
dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 228

(1) Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan Lain rlalam rangka
melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan
dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan surat tugas.

(2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) diterbitkan
untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu bagan
Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu
bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib
Pajak.

Pasal 229

(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk h-rjuan lain dilakukan dengan
jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa wqiib
memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya
Pemeriksaan L,apangan dengan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan l,apangan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan
jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa wajib memberitahukan
kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan
Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam
Rangka Pemeriksaan Kantor.

(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan dalam Rargka
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterbitkar untuk Masa Pajak, bagian Tahun PajaJ<, atau
Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam surat tugas.

Pasal 23O

(l) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan l,apangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dapat disampaikan secara
langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya
Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili,
pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman
lainnya dengan bukti pengiriman.

(21Dalan hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada
di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan [,apan
dapat disampaikan kepada:
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a. walil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:

1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa
dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan
dilakukan terhadap Wajib Paja} Badan; atau

2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak
yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak,

3. dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak
orang pribadi.

(3) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat
disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman
surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(a) Dalam hal pihak-piha} sebagaimana dimaksud pada ayat (21

tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahr:an Pemeriksaan
Lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman
lainnya dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan l,apangan
dianggap telah disampaikan.

Pasal 231

(1) Dokumen yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan
dan kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 216.

(2) Peminjaman Dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191.

Pasal 232

(l) Da.lam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
yang dilakukan Pemeriksaan l,apangan untuk tujuan lain
menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan
termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan l,apangan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan
Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari wajib Pajak
menolak menandatangani surat penolakan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pemeriksa membuat
berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani
oleh Pemeriksa.

Pasal 233

(l) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain
memenuhi Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan
Kantor narnun menyatakan menolak untuk dilakukan
Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
harus menandatangani surat pernyataan penolakan
Pemeriksaan.
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(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari wajib Pajak
menolak menandatangani surat pernyataan penolakan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan
yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 234

(1) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau
berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 232 dan Pasal 233, Wajib Pajak diberi NPWPD
secara jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain
dilakukan dalam rangka pemberian NPWPD.

(2) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau
berita acara penolalan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 232 dan Pasal 233, permohonan Wajib Pajak
tidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain
dilalrukan dalam rangka penghapusan NPWPD.

Pasal 235

BAB XIV
OPSEN

Bagian Kesatu
Pemungutan

Pasal 236

(1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
a. PKB; dan
b. BBNKB.

(2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor
induk kependudukan, dan/ atau alamat pemilik Kendaraan
Bermotor di wilayah Daerah.

(3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 667o
(enam puluh enam persen).

(4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB, dan
BBNKB.

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain,
Pemeriksa juga dapat memanggil Wajib Pajak untuk
memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta
keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan
Pemeriksaan kepada pihak ketiga.

(2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada
pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan yang berlaku.
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Bagran Keempat
Rekonsiliasi Pajak

Pasal 237

(1) Bupati atau Pejaba! melakukan rekonsiliasi data penerimaan
PKB dan BBNKB, serta Opsen PKB, Opsen BBNKB, MBLB dan
Opsen MBLB.

(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit mencocokkan:
a. SKPD atau SPTPD;
b. SSPD;
c. rekening koran bank; dan
d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak

dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAE} XV
KER.'A SAMA OPIIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN

PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasa-l 238

(1) Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB,
Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, MBLB dan Opsen MBLB.

(2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi
pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan
PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, MBLB dan Opsen
MBLB atau bentuk sinergi lainnya.

(3) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah
Daerah dapat melaksalakan kerja satna optimalisasi
Pemungutan Pajak dengan :

a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah lain; dan/ atau
c. pihak ketiga.

(a) Ke{a sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/ atau

informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau
informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang
perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang
perpajakan;

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atzru /
sumber daya manusia di bidang perpajakan: //,,/

(
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f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga;
dan

g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk
dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling
menguntungkan.

(5) Ke{a sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan
Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan hurrf b meliputi bentuk
kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.

(6) Kerja s€rma yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi
bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 239

Bagian Kedua
Penghimpunan Data dan/ atau Informasi Elektronik dalam

Pemungutan Pajak

Pasal 240

(1) Pemerintah Daerah dapat:
a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak lain;

dan
b. menerima penawaran kerja sama dari pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2)

dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau
dokumen lain yang disepakati para pihak.

(3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 238 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja
sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.

(4) Dokumen pedanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
a. subjek kerja sama;
b. maksud dan tujuan;
c. ruang lingkup;
d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
e. jangka waltu perjanjian;
f. sumber pembiayaan;
g. penyelesaian perselisihan;
h. sanksi;
i. korespondensi; dan
j. perubahan.

(l) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah
Daerah dapat meminta data dan/ atau informasi kepada
pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang
digunakan untuk transaksi perdagangan.

(2) Data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan
orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan .rrremilikt 1y'
peredaran usaha. 

/
/
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BAE} XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 241

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap Wajib Pajak di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan Pajak Daerah.

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Optimalisasi
Pajak Daerah-

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 242

(l) Penggunaan sarana pemungutan dapat diimplementasikan
dalam sistem yang berbasis teknologi informasi dengan tetap
mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(2) Penggunaan teknologi informasi menggunakan Barcode,

Quick Response (QR) dan/atau sejenisnya dapat
diimplementasikan dalam format dokumen Pemungutan
Pajak Daerah.

(3) Format Dokumen Pemungutan Pajak Daerah berupa SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, SPPT, dan SSPD tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 243

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor O2 Tahun 2oll tentang

Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2Ol1 Nomor 02 Seri G);

b. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3F Tahun 2oll tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan P4iak Air Tanah (Berita
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 3F Seri G);

c. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3G Tahun 2011 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

d. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2Ol8 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk
(Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2O18 Nomor 3);
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e. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir (Berita
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 8);

f. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

g. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2O18 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2O18 Nomor 1O);

h. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2O18 Nomor 1l);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 244

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinYa,
pengundalgan Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

memerintahkan
menempatkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 April 2O24

PJ. BUPATI NGANJUK,

SRI HANDOKO TARUNA

ttd

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 23 Apnl 2024

SEKRETARIS DAERAH
KAE}UPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN M. S

ttd

1

Pembina Utama MadYa
NIP. 19661227 198602 1001

BERITA DAERAH KABUPATE GANJUK TAHUN 2024 NOMOR 6

dengan aslinya
IAN HUKUM

S RISNO S .si.
tI

S an ses
PALA

NIP. 19680 01 199202 I OOl
Pembina
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN2O24
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Format Formulir dan surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Bupati ini, terdiri dari:
1. SPOP;
2. LSPOP;
3. Bentuk kartu identitas NPWPD;
4. Format NPWPD;
5. Formulir Pendaftaran NPWPD;
6. Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Permohonan Perubahan Data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak Pajak Bumi

dan Bangunan;
L Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);

9. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
10. Bukti Penerimaan Surat;
11. Surat Pemberitahuan Pengajuan Keberatannya Tidak Memenuhi

Persyaratan;
12. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir;
13. Surat Jawaban atas Pencabutan Surat Keberatan;
14. Surat Permintaan Peminjaman Dokumen;
15. Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan;
16. Laporan Penelitian Keberatan;
17. Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak;
18. Berita Acara Ketidakhadiran Wqiib Pajak;
1 9. Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan;
2O. Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan;
2 I. Keputusan Keberatan;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah kbih Bayar (SKPDLB);
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
24. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD);
25. Surat Himbauan
26. Surat Peringatan
27. Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus
28. Surat Teguran
29. Surat Paksa
30. Surat Penyitaan
31. Penyanderaan
32. Surat Permohonan Wajib Pajak
33. Berita Acara Penelitian (BAP)
34. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD)
35. Surat Keputusan Keberatan
36. Surat Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Bayar Pajak
37. Surat Keputusan Pengembalian Atas Kelebihan Bayar Pajak
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
4O. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD):
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1. SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No- Pormulir
PEMERINTAH KABT]PATEN NGANJTIK

BADA}{ PEIYDAPATAI\ DAERAH
Jl. Merdeks No. 3 Telp (035E) 325222

NGANJT]K

Selain yarg di isi olet Petug6 (bagian yang

diarsh), di isi oleh Wajib Pajak

kolom sesuat-

3. Penghapusan Data

Beri &mda

SPOP ( SURAT PEMBERITAHUAN OBIEK PAJAK )
PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

l. Perakaman Data 2. Pemutakhiran DataI. JENIS TRANSAKSI

2. NOP

3. NOP BERSAMA

4. NOP ASAL

5. NO SPPT LAMA

6. NAMA JALAN

I I. STATUS I . Pemilik

n
12. PEKERIAAN I. PNS') 2. ABRI*)

I5. NAMA JALAN

20. KABUPATEN / KOTAMADYA KODE POS

2. Penyewa 3. Pengelola ! 4. Pemakai

3. Pensiunan*) 4. Badan

7. BLOK / KAV /NOMOR

5. Seng,keta

5. Lainnya

I6. BLOIC'KAVNOMOR

19. RW

IIItIIIlIIIII

rII IlIIIII

ll. I).\T \ t.lll'.\K ()ll lt.K I',\'1.\K

rrrlrlrrlltlrllTITlIITITIIt I
rrrrrrrllllIfilITTIITI

lrrIIIIlIIrrrrrrrrlrlrllrII
IIIIITIIIIIIII IIITIlTI

llllllrrtlllll I
rltltrttltlrttt lllltlrr t

ITIIIIITTTI ilrrIlIlr

rII

ilIII
IIII

IIII
ITII

lllrrrrlrl

IIITITTTITII

2I. NOMOR KTP

tn m rrl-l rT-n rrn tr

m m rrn [T_nrrn tr

m n-n

!
!

!
!

E ffn

DPE ILr^rT L

ll

\. t\[ottll.\sl T\\ll].{H.\\ L \rL N l)11 A BARt

c.l)Ar\ st B.jEK P.\., \ K
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23. ZONA NILAI TANAH
22. LUAS TANAH

(M2)

24. JENIS TANAH l. Tanah +

Bangunan

2. Kavling 3. Tanah

Kosong

4. Fasilitas

Umum

5. Lahan

Petemakan

6-Lahan

Pertanian

Catatan: *) yang p€nghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunaan

SKET / DENAH LOKASI OBJEKPAJAK

25. JUMLAH BANGUNAN

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan

lengkap menurut keadaan yang sebenamy4 sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No'12 Tahun 1985.

Dalam hal b€rtinds[ selaku kuasa, Surar Kuasa harap dilampirkan

Dalam hal Subjek Pajak merdaftarkan sendiri Objek Pajah supaya Benggambarkan SkeV Denah f-okasi Objek Pajak

27. TANGGAL 28. TANDA TANGAN

balian SPOP 30 ti hari ak dit€rima oleh Subjek (2) W No. 12 Tahuo 1985sesuai Pasal 9Batas waktu

26. NAMA SUB'EK PAJAI</

KUASANYA

MENGETAHUI PUABAT YANG BERWENANG

30. TAIIDA TANGAhI

3T. NAMA JELAS

32. NIP IIITIIII

29. TANGGAL

llrrIIrrr
3I. NAMA JELAS

32. NIP

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

! !

t). DAT,\ TA\,\H

Tfft-fTffLr

E. DATA BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

PETUGAS PENDATA

2e.TANGGALCTGI-/BLNTTHNII fE m
30. TANDA TANGAN

tlIf
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Contoh

Penqqambaran

KETERANGAN

- Gambarkan skeV denah lokasi objek pajak

(tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/

jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang

mudah diketahui oleh umum.

- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utar4

Selaran, timur dan barat

Ali

Jl.Kerinci

Kamo

Saidi

Burhan



5

2. LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBIEK PAJAK

5. JNS PENCGUNAAN

BANGIJNAN

l. Penrmahan 2. Perkantoran Swasta

4. Toko/ApotivPasar/Ruko 5. Rumah Sakit/Klinik

7. HoteUWisma

t0.Lain-lain

I 3 .Apartemen

l6.Gedun Sekolah

7. JUMLAH LANTAI

6. Olah Raga/Rekreasi

8. Bengkeucudang,/Pertanian 9. Gedung Pemerintah

n I l.Bns TidakKenaPajak fl tz.sangunan pa*ir

l4.Pompa Bensin ls.Tangki Minyak

IO. DAYA LISTRIK

TERPASANG (WAM

! :. seaang

4. BANGI]NAN KE

3. Pabrk

6. LUAS BANGTJNAN

(M2)

6. THN DTBANCLTN

9. THN DIRENOVASI

I I. KONDISI PADA

UMLIMNYA

I2. KONSTRUKS!

13. ATAP

l. Sangat

Baik

l. Baja

t. Decrabon/

Beton/

Gtg Glazur

l. Kasal

Aluminiurn

6. Tidak Ada

l. Marmer

l. AkustiV

Jati

2. Baik

2- Betol]'

2. GtgBeton/

Aluminium

2. Beton

2. Keramik

2. TripleUAsbes

Bambu

3. Batu Bata/

Conblok

4. Jelek

4-KaW
4. Asbes

4. Kayu

4. Ubin PC/

Papan

l. Ada

5. Se

5. Se3. Teraso

3. Tidak Ada

I E. AC Sentral

PERKERASAN

Ringan

Sedang

2. Tdk

Berat

Dengan Per

Lantai

23. JI,JMLAH TANG(

BERJALAN

Lbr< 0,80 M

Lbr> 0,80 M

ITIt

Split WindowI7. JTJMLAH AC

19. LUAS KOLAM

RENANC (M2)
llrr
n

l. Diplester 2. Dengan

Pelapis

22. JT]MI-AH LIFT

Penumpang

Kapsul

BarangAspal

2I. JUMLAH

LAPANGAN

TENIS

LAMPU

Beton

Tanah Liatl

Rumput

II rlrIIT

B. FASlt.lT r\

IIIrilr
ltI

TTTIIITTII

IlrIlIIII IIIIIIrlI

No. formutirfT-[l I

2. NOP TI_N n-fn n

3. Pdnulal&iran Datal. Perekaman Data 2. Pemutakhiran Data

4. Penilaian individual

PR DI II KEC KEI./DES BLOK NO.URUT KODE

!
!
!
!
!

14. DINDING N

n
ls.LANrAr fI
16. LANGIT-LANGIT !

!

E

5. Se

!

!
!
!

!
!
!

!

n
!
!

3. Batu Bata

3. GeBiasa/

Sirap

I. JENIS TRANSAKSI

\. l{l\( I \\ l) \1 \ l} \\(,t \.\\

m
!

m
m

TTAMPU

r-fn
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25. PEMADAM E l. H"d*ot
KEBAKARAN ! r. trrt**

3. Fhc Al.

!1.

!,
'I

Ada

Ada

. Ada

trz.ri

!2. ri
2. Tir

26. JML.SALURAN

PES.PABX

PAt]RIK./BENG

2E. TINGCI KOLOM(M)
30. DAYA DUKUNG

27. KEDALAMAN STJMUR

ARTESIS (M)

G/PERTANIAN (JPB=3/8)

29. LEBARBENTANG(M)
3I. KELILINC

DINDINCLANTAI

AC SENTRAL

52. NILAI SISTEM

)

D pgnxeNronaN swAsrA i GEDUNG pEMERINTAH (JpB--2/9)

33. KELAS BANGLINAN D l. K"1". t O z. xetarz 
' Ig.x"trr: D l. K"lr"l

TO KO/A POTIK./PASAR./RU KO (JPB-*4)

34, KET.AS BANGTTNAN I r. r.U* i I Z. r"u" Z [ 3. K"1"" 3

E nuueH sAKrr/ KLrNK (JPB:s)

; ;iil;;^i^* Ui.*",*, I z.x"t "z o3.*"t,.3 uo.*",""0
37. LS RUANG LAIN DNG

AC SENTRAL

OLAHRAGA / REKR.EASJ (JPBd)
38. KELAS BANGUNAN U l. K"1", t U 2. Kelas 2

fl Horsl l wrsMA (JPB:7)

39. JENIS HOTEL E
40. JML BINTANG E tr 4. Bintang t-2 fl5. Non

43. LS RUANG LAIN DNG
AC SENTRAL

I . Non-Resort

I . Bintang 5 tr2. Bintang 4

2. Resort

3. Bintang 3

tr
u

4I. JUMLAH KAMAR 42. I-UAS KMR DNG

AC SENTRAL

E seNcuNeN PARKIR( t2)
44. TIPE BANGUNAN l. 4 ! )

APARTEMEN (JPB:I3)
45. KELAS BANGUNAN n l. K"1". t E 2. K"las2

46. JML APARTEMEN 47.LUAS ATT DNG

flrnNcxr MTNYAK (JPB= l5)
50. LETAK TANGKI n49. KAPASITAS TANGKI

4.

3. Kelas 3 4. Kelas 4

48. LS RUANG LAIN DNG

AC SENTRAL

)

3 3.

l. Di Atas

Tanah

53. NILAI INDIVIDUAL

2. Di Bawah

Tanah

DceouNc sEKoLAH (JPE=16)

5I. KELAS BANGUNAN U I. K"I^ I
tr

ITT

24. PANJANG PAGAR

(M)

BAHAN PAGAR l. Baja./Besi 2. B,a,,aJ

Batako

Itll

IIII

IITTI TITIT

lIrlr IITII IIl

TTTII IIIII

llrtl

IITIITTII IIIIIIIIII

!

m

36. LUAS KMR DNG

!2

trtr

AC SENTRAL

I

m

n

2. Kelas 2

C. DAT;\ l-.\\lB.\HA\ L \l L'K Jl'll =,l 8

I). D.\l,\ l,\\ll],\tl.\\ t \ I L.K IIA\(,t \.\\ \()\-sT.\\D.\Rt)

n. PE\lL.\1.{\ I\Dlvll)1 .\t. ( \ l(}(Xr Rp)
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MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENAI\

59. TGL PENELITIAN

60. TANDA TANGAN
6I.NAMAJELAS
62. NIP

54. TGL KUNJUNG
KEMBALI

55. TGL PENDATAAN
56. TANDA TANGAN

PETUGAS PENDATA

57. NAMA JELAS

58. NIP

F. IDE\I'ITAS PE\I).\'IA i PT-.IAIt,\T \'{\(; I}[R\\ E\A\(;

lllltlrr rlrtrrrr

fE,E,
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3. BENTUK KARTU IDENTITAS NPWPD

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

NOMOR POKOK WAIIB PAIAK DAERAHINPWPDI
No Reg: PD-........../ 4O2.2O4 /...../20......

NAMAWAIIB PAJAK/USAHA
ALAMAT
NPWPD :XXX-XXX-XXXXX-XX-X-
XXXX WAII B PAJAK/PENANGGUNG PAIAK

TERDAFTAR TANGGAL

Nganjuk,........
Kepala Badan Pendapatan
DaerahKabupatenN ganj uk,

NIP

CONTOH KARTU NPWPD

PEMER]NTAH KABUPATEN NGANJUK

KARTU NOMOR POI(OK WAJIB PAJAK DAERAH

NPWPD :

JENIS PAJAK :

NAMA WAJIB PAIAK/USAHA :

ALAMAT :

TERDAFTAR

PERHATIAN
1. Kartu ini diberikan atas jenis usaha,/obyek pajak:
2. Kartu ini harap disimpan dengan baik dan apabila hilang agar segera melapor ke

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
3. NPWPD agar dicantumkan dalam hal yang berkaitan dengan dokumen perpajakan

daerah.
4. Dalam hal wajib pajak pindah domisili, bubar dan sebab-sebab lain supaya

melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Dengan membayar pajak secara tepat dan benar, Anda turut membangun Kabupaten
Nganjuk.
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4. FORMATNPWPD
Format NPWPD terdiri dari berapa digit?
Misalnya:
FORMAT NPWPD TERDIRI DARI 18 (DEI,,APAN BELAS) DIGIT YANG TERDIRI
DARI:
A. DIGIT 1.3 ADAI,AH KODE KECAMATAN
B. DIGIT 4.6 ADALAH KODE DESA
C. DIGIT 7.11 ADALAH KODE NOMOR URUT

CONTOH: 00001, OOOO2, OO0O3, ........ DST
D. DIGIT 12.13 ADALAH TAHUN PENDAFTARAN

CONTOH:
21 ADALAH PENDAFATARAN YANG DILAKUKAN DI TAHUN 2021
22 ADALAH PENDAFATARAN YANG DII,AKUKAN DI TAHUN 2022

E. DIGIT 14 ADALAH KODE STATUS WAJIB PAJAK
STATUS WAJIB PAJAK:
1. ORANG PRIBADI
2. BADAN
3. PERANGKATDAERAH

F. DIGIT 15-18 ADAI.AH KODE JENIS PAJAK
1. PAJAKPBJT
2. PAJAKREKLAME
3. PAJAKAIRTANAH
4. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
5. PAJAKPARKIR
6. ........
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5. FORMULIR PENDAFTARAN NPWPD
A. FORMULIR PENDAFATARAN NPWPD PA.'AK PBJT SE FASSES

NomorFormulir:

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DINAS

FORMULIR PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAIIB PAIAK I'AERAH (NPWPD)

ASSESSMENT: SYS'TEM)PAJAK PBIT (SE'IF

PERHATIAN

1.

2. tersedia untuk iawaban yang dit erikan.f-J,.",
Harap Diisi dengan huruf CETAK

Beri tanda V pada

DIISI OLEH vr/AJIB PAJAX

PD(Oiganisasi Perangkat Daerah)

saha

lenis Waiib Paiak

DATA WAIIB PA'AK

1. Nama Waiib Paiak

2, Alamat [Foto Copy Surat Ketera Domisili/KlP Pemilik dilampirkan)

JatanilNo

RT/RW

Desa/Kelurahan

Kecamatan

IGbupaten

Nomor Telepon

Node Pos llrrrl
DATA OBYEK PAJAK

1. Nama Usaha/Obyek

2. Suratlzin yang dimiliki (Foto Copy Surat Izin harap l
Surat lzin

Surat

Surat

Surat

Tanggal

Tanggal

Tanggal

Tanggal

Usahafharap diisi sesuai dengan bidang usahanya)3. Bidang

4.7.7.O7 PBIT atos:

1. Makanan don/otau

minuman

Jumlah Meia

Jumlah Kursi

2. Tenaga listrik

DATA TEKNIS

PEMBANGKTT

Merk/Type Generator

Mesin Penggerak

Faktor Daya

Surat Izin Nomor

GENSET

I(apasitas Daya

Tegangan

Jumlah

.......,.. Cas/Uap/AirlDiesel*

4. Josa Perhotelon

Iumlah lGmar

Jenis /Tipe .lumlah Harga/malam

Double Bed

Single Bed

Fasilitas Harga

5. Jasa Resenian dan

Hiburan

Ienis Hiburan:

- tontonan film

- pagelaran kesenian,

musik tari, dan busana

- kontes kecantikaD

binaraga

- pametan

- diskotik karaoke, kiab

'l'lll.i'llli_'"*

_._...... kva

........... Volt

..,........ Phase

Permanen

Insidental

Nomor:

Nomor :

Nomor :

Nomor :

3. laso Parkir

Kendaraan roda dua:

- sepeda

- motor

Kendaraan roda empats

l

tr

tr

tr

T

fl

tr

E
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- Pusatkcbugaran

- pertandinganolahraSa

4. Alamat Lokasi Usaha

Jalan/No

RT/RW

Desa/Kelurahan

Kecamatan

I(abupaten

Nomor Telepon

Kode Pos rrllt
PERNYATAAN

Dengan nEnyadari sepenuhnya akan segala akibal termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang

saya beikuasa ry€nyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas b6erta lampiraniampirsnnya adalah benar, lengkap dan ,elas.

Wajib Pajak

( )



Nomor Formulir:

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DINAS

FORiIULIR PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAIIB PAIAK DAERAH(NPWPD)

PATAKMBLB ASSESSTITEIYT)

PERHATIAN

T-h,

1 Harap Diisi dengan hurufCETAL

ang tersedia untuk iawaban yang dit erikan.2. Beri tanda V pada

DATAWAJIBPAIAK

1. NaDa Waiib Paiak

2. Alamat (Foto Copy Surat Keterangan Domisili/KfP Pemilik dilampirkan)

Jalan/No

RT,/RW

Desa/Kelurahan

Kecamatan

IIIIT
Kabupaten

NomorTelepon

KodePos

DATA OBYEK PAJAK

1, Nama Usaha/Obyek

2. Surat Izin yang dimiliki(Foto Izin harap dilampirkan)

SuradzinTempat

Surat

Surat

Surat

Nomor i

Nomor :

Nomor :

Nomor :

Tanggal :

Tanggal :

Tanggal :

T

3. IENIS MBLB (beri tanda Y)

- Asbes

- Batu tulis

- Batu kapur

- Batu apung

- Batu permata

- Marmer

- Pasir dan keiikil

- Pasir kuarsa

- Tanah liat

- Tawas

- Lain-lain

4. Alamat Lokasi Usaha

Jalan/No

RT/RW

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

Nomor Telepon

Kode Pos IIIII

-11 -

B. FORMULIR PENDAFATARAN NPWPD PAJAK MBLB SELF A

PERNYATAAN

menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

ng berlaku, saya atau yang saya berkuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-

waiib Paiak

rannya adalah benar, lengkap dan relas.

l

DIISI OLEH WA'IB PAJAK
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C. FORMULIR PENDAFATARAN NPWPD PAJAK REKLAME OFFICIAL A
KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DINAS

FORIWULIR PENDAFTARAN IYOMOR POKOK WA"'IB DAERAII (NPtrIPDI

PA"'AK REXL/IME I OF FICIAL ASSESSJIIEIYT srs"EltA
Nomor

Jenis Permohonan
PIL'IU( REXLA.UEII
I. Data wallb Pa (Bedan Plhak Kettla / Reklamel

l. Nama Badan Usaha
2. Nama Direksi/ Pemilik Usaha
3. NIK
4. Alemat Wajib Paj ak/Vendor

5. Kelurahan
6. Kecamatan
7. Kota/Kabupaten
8. Nomor Telepon

II Data Walib Pal PerseorarlEatl
1. Nama Badan Usaha
2. Nama Direksi/ Pemilik Usaha
3. NIK
4. Alamat Wajib Pajak/Vendor

Kelurahan
Kecamatan
Kota/Kabupaten
Nomor Telepon

RT RW........... Kode Pos

m RW Kode Pos

5
6
7
8

III. Deta Obyek Falak
l. Judul Reklame
2. Pemilik Reklame*
(* diisi jika reklame dipihakketigakan, diisi dengan nama perusahaan pemilik reklame)

3. Jenis Reklame :

Papan/Billlboard/Megatron/ Videotron/ LED
Kain
Melekat/ Stiker
Selebaran
Berjalan termasuk kendaraan
Udara
Suara
Slide/ Film
Peragaan

IIIrIIIIr

tr
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4. Namat/ Tempat Pemasangan
a. Lokasi Pemasangan

RT RW Kode Pos

b. Kelurahan
c. Kecamatan
d. Kota/Kabupaten

5. Zonasi Lokasi pemasangan
6. Ukuran Reklame

(diisi oleh petugas)

Panjang ..........m X Lebar ..........m =

Panjarrg ..........m X Lebar ..........m =

m2
m2

Panjang ..........m X Lebar ..........m = ............m2
Panjang ..........m X Iebar ..........m = ............m2

7. Jumlah Pemasangan
8. Jangka Waktu Pemasangan
Mingguan (.......... Hari)
Kota/Kabupaten
9. Jenis Produk Reklame
(lingkari salah satu)

buah

a.
b.
c.
d.
e.

f.

c.

Rokok
Minuman Beralkohol
Produk Makanan/ Minuman
Produk Kecantikan
Produk Perbankan
Produk Automotif
Produk.........

PERITYATAAI{
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri
kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta
lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

wajib Pajak

IV. Keterangan laln-laln



Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Pendaftaran

Obyek Pajak

6. FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN

Kepada
Yth. Bupati Nganjuk melalui

Kepala Badan Pendapatan,
Daerah Kab. Ngarluk

di-
NGANJUK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Nomor Telepon /HP
Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Benar benar mempunyai objek PBB-P2 yang belum terdaftar
dan bukan Fasilitas Umum sebagai berikut :

Atas nama
Luas Bumi
Luas Bangunan
Alamat

m2

gf ...... RW...... Kel/Desa
Kecamatan
Kabupaten Nganjuk

2. Sampai saat ini belum memiliki SPPT PBB-P2
3. Tanah tersebut sampai saat ini masih saya kuasai/ miliki dan

tidak dalam keadaan sengketa .

Untuk melengkapi berkas permohonan, saya lampirkan :

l. SPOP PBB-P2 dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani Pemohon dan Petuga.s Pendata (Perangkat
Desa / Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala
Desa/ Kelurahan);

2. LSPOP PBB-P2 dengan lengkap dan jelas serta ditandatangani
oleh Petugas Pendata fika terdapat bangunan);

3. Fotokopi SPPT PBB-P2 tetangga tahun terakhir;
4. Fotokopi KTP / KK / identitas lainnya dari Wajib Pajak;
5. Fotokopi salah satu bukti surat tanah/ Surat Keterangan dari

Desa/Kelurahan;
6. Fotokopi salah satu bukti surat balgunan (fika ada).
7. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dan foto copy KTP yang

dikuasakan (iika dikuasakan).
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan

permohonan ini saya buat dengan sebenarnya serta segala sesuatu
yang menyangkut hukum atas permohonan pendaftaran objek
pajak untuk objek PBB P2 belum terdaftar dan bukan Fasilitas
Umum ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Nganjuk
Pemohon / kuasa

rn2
: Jl/Dusun....

-t4-
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7. FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN OB.IEK PAJAK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN

Kepada

l,ampiral
Hal

: I (satu) bendel
: Permohonan Pembetulan SPPT/

SKPD/ STPD/ SKPDLB PBB P2

Yth. Bupati Nganjuk melalui
Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Nganjuk
di-

NGANJUK

Dengaa hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Narna
Alamat
Telp./HP
Dengan ini saya mengajukan pembetulan SPPr / SKPD / STPD /
SKPDLB PBB-P2 tahun 2O19 dengan keterangan sebagai berikut :

I. SPPT PBB-P2 dengan NOP
Atas nama
Luas Bumi m
LuasBangunan : ...........................................m'

Yang sebenarnya adalah
U. SPPT PBB-P2 dengan NOP

Atas nama
Luas Bumi
Luas Bangunan
Alamat

Kabupaten Nganjuk
Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan :

8. SPOP PBB-P2 dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
Pemohon dan Petugas Pendata (Perangkat Desa / Kelurahan yang
ditunjuk oleh Kepala Desa/Kelurahan ) ;

9. Asli SPPT PBB-P2 / SKPD PBB-P2 / STPD PBB-P2 / SKPDLB PBB-
P2 tahun bersangkutan;

1O. Fotokopi bukti pelunasan PBB-F2 tahun teraktrir;
11. Fotokopi KTP / KK / identitas lainnya dari Wajib Pajak;
12. Fotokopi salah satu bukti surat tanah ;

13. Fotokopi salah satu bukti surat bangunan fiika ada).
14. Surat Kuasa dari wajib Pajak dan foto copy KTP yang dikuasakan

(ika dikuasakan).
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan

permohonan ini saya buat dengan sebenarnya serta segala sesuatu yang
menyangkut hukum atas permohonan pembetulan SPPI PBB-P2 ini
adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Nganjuk

: .......,........................,...,...... 1|n-

Pemohon / kuasa
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8. FORMAT SPPT PBB-P2

1. SPPTPBB-P2
FORMAT

Cata Pengbian :

1) Diisi sesuai nomor obiek paiak

2) Diisi sesuai letak objek paiak

3) Diisi sesuai nama dan alamat wajib paiak

4) Diisi sesuai NPVVP

5) Diisi sesuai objek pajak

6) Diisi sesuai luas obiek paiak

7) Diisi sesuai kelas obiek paiak

8) Diisi sesuai NJOP per m2

SPPT PB&P2 BUXAN ERUPAKAN BUKTI KEPE ILIKAN HAK

'lO) Diisi sesuai NJOP sebagai dasar pengenaan PBSP2
't 1) Oiisi sesuai PBBP2 yang harus diibayar

12) Diisi sesuai tanggaljatuh tempo

'13) Diisi sesuai tempat pembayaran yang ditunjuk

PETERINTAH

KABUPATEN

NGANJUK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

PAJAK BUTI OAN BANGUNA]T PERDESAAN

DAN PERKOTAAN
(SPPT PBB-Pz )

NOP : l)
LETAK OBJEK PAJAK 2) NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK 3)

NPWP : ,l)

OBJEK PAJAK 5} LUAS (M2) 6) KELAS 7) NJOP PER M2 (RP) 8) TOTAL NJOP (RP) 9)

NJOP sabagai dssar pengenaan PBBPz r0)

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)

NJOP untuk penghitungan PB&P2

NJKP (Nilai Jual Kena Paiak)

PBB-P2 yang Terutang

PAJAK BUMII OAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG HARUS DIBAYAR

(RP) 1r)

TANGGAL JATUH TEIIIPO I2)

TEMPAT PEMBAYARAN t3)

An. Peiabat BAPENDA

(tanda langan)

(Nama Lenokao)

NIP.

.potong disini... ... ... .

TANDA TERIMA

NAMA WP

Letak obiek Pajak Kecamatan

Desa/Kelu rahan

Diterima tgl :

(tanda tangan)

NOP

SPPT TahuniRp (Nama Lenokao)
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9) Diisi sesuai total NJOP

Nama Petugas :

Diserahkan ke wajib Paiak tanggal :

'1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang rneragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain),
wajib Pajak dapat menghubungi MPENDA Kabupaten Nganiuk.

2. Paiak yaog terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (eoam) bulan sdak
langgal diterimanya SPPT PBIP2 ini.

3. Pajak yang terutang hanye dapat dibayar pada Tempal Pembayaran yang drtentukan

Pada SPPT ini.
4. BuKi pelunasan pembayaran PB+P2 yang sah adalah :

a. Surat Seto.an Pajak DaeEh (SSPD) untuk p€mbayarao seca,a langsung atau rnelalui
potugas pemungut Paiak Daerah.

b. Struk ATiiubukli pembayaran lain dati Bank TP Elektronit bagi pembayaEn pajak

socara elektronik.
5. Apabila pembayaEn pajak dilaksanakan dengan transEr/ pemindahbukuan/ pengiriman

uang melalui Banuxantol. Pos, aga. mencantun{Gn nama Waiib P8iak, tlomor Obiek
Psjak dan NPWP.

PERHATIAN

ISINTA DAN SIMPANLAH SSPD ATAU STRUK AT 
' 

BUKTI PEI$BAYARAN LAINT{YA

DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB.P2

Kabupalen Nganjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan seiak tanggal diterimanya SPPT
PB&P2 ini.

8. Permohonan pengorangan pajak yang disebabkan karena kondGi tenentu Obiek Pajak
yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak da atau karana sebaEsebab tertenlu
lainnya, harus diarukan paling lambat 3 (tila) bulan tethitung serak :

a, Diterimanya SPPT PBB-P2 ini.
b. Terjadinya bencana alam atau sebaEsebab lain yang luat biasa.

9. Balas waktu teGebut pada butir 7 dan I dapat diperpanjang, iika Waiib Paiak dapat
msmbuKikan bahwa hal teasabut diluar kekua3aannya.

10. Pengajuan keberatan, banding, dan psngurangan, tirak menunda kewajiban rnembayar

Pajak.
11. Apabila Obid( Paiak dipindahtaDgankan hepada pihak lain, baik salutuh atau sebagian,

Wajib Pajak harus r€laporksn ke BAPENDA Ksbupaten Nganjuk.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT PBBP2 ini dapat dipergunakan

sobagai dasar pengenaan Bea Perobhan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai
deng;n ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peratu.an Dae.ah Kabupator, f.lg'aniu} l',odtor 08
Tahuan 2010 tentang Paiak Daerah.

13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :

a. gt OnoOer, maka bulan I s€telah tanggaljatuh tempo adalah trnggal 1 Nopembe, s,/d

30 Nopember. bulan ll tanggal 1 Desember Vd 31 Desember. dst
b.1O OKober, maka bulan lsetehh langgal jatuh tempo adalah l'1 Oktober Vd '10

Nopember, bulan ll tanggal 11 Nopember s/d 10 D6ember, ds1.

Tandatangan Petugas :

FORMAT HALAMAN BELAKANG
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9. FORMAT PERMOHONAN SSPD BPHTB

**.*H.**,-
SADA'I'E{OAPATAN DARIH

sunaT sETonax P lar, DAEIaH

BEA PENOLEHA}I HAI( ATAS TAIIA}I DAI{ BAT{GUT{AI'

PHTB
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEHBETITAHUAX OB'EX PA'AI(

PArAt( Bur.lt DAN O ,{GUNAX (SPOP PBa)

Lernbarl

tlo Xoftk:

Kodc 8.f.. :

EADAN PENDAPATAN DAERAH KASUPATEN NGANJUK

PERHATIAN: Bacalah petlniuk p€ndsian pada hdaman Hakang lembar ini tedet ih dahulu

A I .tlarna Wdib P:iak

2. NPWP

3. Al.rEt wdib P.i.k

.1. D€rrKolurahan

7.K.bup.teo

5.RT/RW;

B.l.Nomor Objek Piiak (NOP) PBS

2. Letak Tanah dan/atau bargunan

3. Desa/Kelur'ehan

5.Kecamatan

PenthitunFn NJOP PBB

,t.RT,/RW

6.Kabupaten

Uraian

tr-
tDr!brDiAfuub4hfilltD

.ldr)

N,OP PBalm"

dl.dliFFl!*.

bl.lT*rj! 2'r, )

Lu.3 x NJOP PBBrm'

Tanah (Bumi) 7 9

Bantunan 8 t0 t2

N.IoPPSB: t3

l,l.Har8a Transaki,/Nilai Pasar

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/etau trangunan:

16. Norno. aertifikat

C.AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBTLUMNYA Rp.

D.PENGHITUNGAN BPHTB(HanF diisi berdasrrk n peqhiorntan Waiib Pairr)

l.NiLi Pcrolch.n Obick PaiaL (NPOP),-r.'itdo, ,s @ a t3 .bt 
^ 

t. .bt c Rp.

2.Nihi Perolehan Obiek Paiak l-idak Kena Paiak (NPOPTKP) meinPertEtikan nihi Pada C 7 Rp.

3.Nilai Perolehan Obiek Paiak Kena Paiak (NPOPKP) angka I -angka 2 3 Rp.

.i.Bea Perolehan Hak at.s Tanah dan Bangunan Fnt teruEnt 5% x angka 3 4 Rp.

5.Paiak TerhutanS BPHTB 5 Rp.

Ejumhh Setorrn b€rdasartqn:(Berl t nd. sihnt "f ped. koak Fnt sesuai)

V..Penthhuntm Weiib P.i.k

b. STPD BPHTE/SKPDB KS/SKBDBKBTI Nomor. .........................Tan88i1.. ... .......................

c.Penturrntan dihiont scndiri menFdi A berda5arlon Perundang-undangen berbku

,UMLAH YANG DISETOn(aergan.'gka):

Rp

(bcrdsuln Frhr@.lau D.a d- P{lrhs dl E)

(dentan hunif):

u/AIB PAAK/P€NYEIOR

t,E{G€f^}t :

P?Ar / iror^t6/ ?q aAT rE r.rc

?qAAAT PS\PA TAAAN

DTTERll.lA Or-et :

TE,PATPEflAYASAI.UA{TB

T.n!!.I

ttLhdiEifilo.i:

(EPAIA IADAN P€NOAPAIAN OATiAH

Di^. \ryIOYASTI gDHARTINI-

u.grteio6r2 r9rm3 2 oro

6.Kecarr,al2n

8.Kode Fo6

I
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N:meLengk p, &dp.r d.6 ordaEryothm. L.n8k.p,Stsp.a de 6nd..rtmNda Lehgkap d,n ond!6tm Na. L.n*.p,S.mp.r dd dndztutu

HanF diid oleh

p.$ge5 BAP€NDA NOP PaB Baru

II II IIII IIII
IIIII IIII III

.Pembayaran melalui BNI(VA) dikenakan biaya tambahan adm bank Rp.2.500,-Cara Pembayaran:

l.Dibayar melalui Channel BNI masuk pada menu Transfer Virtual Billing

2.Dibayar melalui Bank Lain dane-Wallei dengan mengisinominal pokok pajak+Z.500,-pada menu'Transfer antar Bank"

fT-fr
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10. BUKTI PENERIMAAN SURAT

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nama NPWPD

Alamat NIK

Jenis Pajak Masa Pajak

Jenis
Permohonan

Tahun Pajak

Petugas Penerima,

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nganjuk,

NIP.



- 27-

11. SURAT PEMBERITAHUAN PENGAJUAN KEBERATANNTYA TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor

Sifat

Kepada
Yth............

di
NGANJUK

Surat Pemberitahuan
Pengajuan Keberatannya
Tidak Memenuhi
Persyaratan

Hal

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....'.
tanggal ..... hal ...... yang kami terima pada tanggal .....
dengan ini disampaikan bahwa:
1. Berdasarkan penelitian kami, surat yang Saudara

sampaikan tersebut tidak memenuhi ketentuan

2. Sesuai ketentuan Pasal ".. ayat (..') Peraturan
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor .... Tahun 2O'..
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan
Pajak Daerah, surat yang Saudara sampaikan
tersebut bukan merupakan Surat Keberatan
sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

3. Pemberitahuan ini bukan merupakan Surat
Keputusal Keberatan sehingga sesuai dengan
ketentuan Pajak Daerah, atas pemberitahuan ini
tidak dapat diajukan banding ke badan peradilan
pajak.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara
diucapkan terima kasih.

NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

Tembusan:
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

T!
T

I

Lampiran

NIP.
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12. SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal Surat Pemberitahuan
Untuk Hadir

Kepada
Yth. ..............

di
NGANJUK

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberatan
berdasarkan Surat Thgas Nomor ....... tanggaJ."....-.. bersama ini
disampaikan pemberitahuan da-ftar hasil penelitian keberatan
sebagaimana terlampir.

Mengrngat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan
deogan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi
kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir
lsdainpir disertai buku, catatan, data, atau informasi yang

mendukung uraian dalam tanggapan, tertulis tersebut dal2rn
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal
surat ini dikirim dan diharapkan kehadiran Saudara guna

memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada:

hari/tanggal
waktu
tempat
untuk menemui

Apabila dalarn jangka waktu tersebut Saudara tidak
Surat Keberatan Saudara
yong ada dalam proses

memberikan keterangan dimaksud,
tetap diproses berdasarkan data
penyelesaian keberatan.

Demikian fisampaikan, atas
Saudara diucapkan terima kasih.

perhatian dan kerja sama

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
NAMA JABATAN

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP
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13. SURAT JAWAI}AN ATAS PENCABUTAN SURAT KEBERATAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal Surat Jawaban atas
Pencabutan Surat
Keberatal

Kepada
Yth. ...........

di
NGANJUK

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal
hal Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan atas
Surat Keberatan Nomor ....... yang kami terima pada
tanggal dengan ini kami sampaikan hat-hal
sebagai berikut:

1

2
3
4 dst

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
permohonan Saudara tersebut disetujui/ ditolak*).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara
diucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
NAMA JABATAN

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP

Tembusan:
Sekretaris Badan Pendapataa Daerah

Keteraagaa
*) Coret yang tidak perlu
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14. SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN DOKUMEN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor

Sifat

Hal Surat Permintaan
Peminjaman Dokumen

Kepada
Yth. .............

di
NGANJUK

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal ..........
nomor ...... hal Pengajuan Keberatan atas ...... Nomor .......
tanggal ........, dengan ini diminta kepada Saudara untuk
meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi, dalam
bentuk hardcopy dan/ atau softcopy yang meliputi:

1

2
3
4 . dst

Buku, catatan,
hardcopy dan/atau
kepada:

data dan informasi dalam bentuk
softcopy tersebut wajib disampaikan

Nama

Jabatan

Tempat

Apabila dalam jangka waktu paling larna 7 (tujuh) hari
kerja sejak diterimanya surat permintaan ini, Saudara tidak
meminjamkan buku, catatan, data informasi dalam bentuk
hardcopy dan/ atau softcopy, Surat Keberatan Saudara tetap
diproses sesuai dengan data yang ada dalam proses
penyelesaian keberatan.

Demikial disampaikan atas perhatian dan kerja sama
Saudara diucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
NAMA JABATAN

KEPAI,,A PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP

Tembusan:
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Lampiran
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15. SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN LAPANGAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal Surat Pemberitahuan
Penelitian Lapangan

Kepada
Yth. ...........

di
NGANJUK

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal
Nomor ha-l yang pada intinya

Saudara keberatan atas Nomor ...... tanggal
dengan ini diberitahukan akan dilakukan

penelitian lapangan pada:

Haro

Tanggal

Lokasi

Demi kelancaran jalannya penelitian lapangan,
diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk
mendampingi Tim Peneliti Keberatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja
sama Saudara diucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
NAMA JABATAN

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP

Tembusan:
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah



16. I.APORAN PENELITIAN KEBERATAN

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

LAPORAN

TENTANG

UMUM

A. Identitas Wajib Pajak

1 Nama

2 NPWPD

NIK

4 Alamat

B Keberatan Wajib Pajak

1 Nomor Surat Keberatan

2 Tanggal Surat Keberatan

3 Tanggal diterima UPPRD

4 Nomor SKPD

5 Tanggat SKPD

6 Jenis Pajak

7 Masa/Tahun Pajak

C Surat Tugas Penelitian Lapangan

1 Nomor

2 TanggaJ

T.ATAR BEI,AKANG DAN TUJUAN DTAJUKAN PENELITI,AN I.A'PANGANII.

HASIL PENINJAUAN I"A,PANGAN DATA/ FAKTA YANG DIPEROLEH DAL,AM PENINJAUAN

LAPANGAN:
III.

Pada tanggal
Dibuat di

Nama Jabatan,

IIIIrIIIItIII !
IIIrr

rIII
IIIIIII
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I.

1.

2.

3.
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NAMA

Pangkat
NIP
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17. BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PA"'AI(
NOMOR

Pada hari ini
bawah ini:

tanggal kami yang bertanda tangan di

sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal telah
melalukan penelitian keberatan terhadap Wajib Pajak:

JABATANNIP PANGKAT/GOLONGANNO NAIUA

IIII
Nama

NPWPD/NOPD

atas:

Jenis Ketetapan

Nomor Ketetapan

Tanggal Ketetapan

Masa Pajak/Tahun
Pajak

serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada:

wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak

Nama

NPWP
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Jabatan

Alamat

yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk
Hadir Nomor tangga-l dan Wajib Pajak
memberikan keterangan tertulis dalam suratnya nomor
tanggal

Berita Acara Kehadiran Wqjib Pajak dan memberikan Keterangan Tertulis ini
dibuat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di

Wajib Pajak/Kuasa*)

NAMA

Tim Peneliti
NAMA JABATAN

KEPAI,A PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP

Mengetahui/ mengesahkan,

NAMA PF^IABAT
Pangkat

NIP.

Keterangan
*) Coret yalg tidak perlu
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18. BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA KETIDAXIIADIRAN WAJIB PA"'AK
NOMOR

Pada hari ini
bawah ini:

tanggal kami yang bertanda tangan di

NO NAIIIA NIP PANGKAT/GOLOITGAN JABATAN

sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal telah
melakukan penelitian keberatan terhadap Wajib Pajak:

Nama

NPWPD/NOPD

atas:

Jenis Ketetapan

Nomor Ketetapan

Tanggal Ketetapan

Masa Pajak/Tahun
Pajak

serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada:

Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak

Nama

NPWP

I
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Jabatan

Alamat

telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor ....... tanggal
...... terhadap Wajib Pajak untuk memberikan keterangan atau memperoleh
penjelasn mengenai keberatannya, narnun Wajib Pajak yang bersangkutan
tidak hadir memenuhi undangan sebagaimana tercantum dalam Surat
Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut dan tidak memberikan keterangan
tertulis.

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Keterangan
Terrulis ini dibuat dengal sebenar-benarnya.

Dibuat di

Wajib Pajak/ Kuasa*)

NAMA

Tim Peneliti
NAMAJABATAN

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP

Mengetahui/ mengesahkan,

NAMA PE.IAE}AT
Pangkat

NIP.

Keterangan
") Coret yang tidak perlu
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19. PEMBERITAHUAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor

Sifat

l"ampiran

Hal Pemberitahuan Hasil
Penelitian Keberatan

Kepada
Yth. .............

di
NGANJUK

Sehubungan dengan Penelitian Keberatan yang telah
kami lakukan atas surat Saudara tanggal ...... Nomor ......
hal ..... yang pada intinya Saudara Keberatan atas .......
Nomor ...... tanggal ........., dengan ini disampaikan
beberapa hal terkait hasil penelitian keberatan tersebut,
antara lain:

1

2
3
4 . dst

Apabila masih ada hal yang ingin disampaikan atas
Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan, Saudara dapat
mengajukan Surat Tanggapan atas pemberitahuan ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja
sama Saudara diucapkan terima kasih.

NAMA JAI}ATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP.

Tembusan:
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
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20. SURAT TANGGAPAN PENELITIAN KEBERATAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor

Sifat

Lampiran

di

Kepada
Yth-

Surat Tanggapan Hasil
Penelitian Keberatan

Hal

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian
Keberatan Nomor ...... tanggal ..... dengan ini saya:

Nama

NPWPD

NIK

Alamat

dalam hal ini bertindak sebagai:

Kuasa Wajib PajakWajib Pajak

dari Wajib Pajak:

Nama

NIK

Alamat

II

II
T
IIIII
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dengan ini memberikan tanggapan atas hasil penelitian
keberatan kami dengan uraian sebagai berikut:

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama
Saudara diucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP.
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21. SURAT KEPUTUSAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR.... TAHUN...

TENTANG

KEBERATAN PAJAK DAERAH ATAS

SPPT/ SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN) NOMOR
TAHUN ATAS NAMA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang a. bahwa berdasarkan laporan Penelitian Keberatan atas
pengajuan keberatan pajak daerah yarrg diajukan W{ib
Pajak/ Kuasa dari Wajib Pajak*) atas nama Nomor

tanggal ......... yang diterima Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Nganjuk ....... berdasarkan Bukti
Penerimaan Surat Nomor tanggal atas
SPPT/ SKPD / SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*) Nomor
....... tanggal ....... , perlu diterbitkan keputusan atas
pengajuan keberatan pajak daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana rlirnaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk .......... tentang
Keberatan Pajak Daerah Atas
SPPT/ SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/SKPDN*) Nomor
....... talggal ....... Atas Nama

Mengingat l. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentar:'g Hubu-ngan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 I tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana diubah dengan Undalg-Undang Nomor 13

Tahurr 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undarrg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhA dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2074 tentang
Adrninistrasi Pemerintahan sebagair',ana telah diubah
beberapa kali terakhir derrgan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2O23 tentalrg Perletapan Peratu,ran Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undarg;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ten+"ang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
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6. Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 20... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun
2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk (kmbaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2O16 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK ........ TENTANG KEBERATAN
PAJAK DAERAH ATAS
SPPT/ SKPD / SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN-)
NOMOR......... TAHUN ATAS NAMA

KESATU Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan
sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah pajak
yang masih harus dibayar *) atas pengajuan keberatan
Pajak ...... dengan data sebagai berikut:

a. Wajib Pajak

Nama

NIK

NPWPD/
NOPD

b. SPPT/ SKPD / SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*)

Nomor

Tanggal

Masa
Palakl
Tahun
Pajak

Jumlah
Pajak
Terutang

c. Objek Pajak

I
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Tembusan:
1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Alamat

Kelurahan

Kecamatan

Kota/Kab

SANKSI ADMlNISTRASI

BUNGA

2%

DENDA

BILL

JUMLAH

PAJAK

YANG

HARUS

DIBAYAR

POKOK

PAJAK

KENAIAK

AN

URA]AN

62 3 4 5I

SEMULA

PEMBAYA

RAN

DIKURAN

G]

MENJADI

JUMI.AH

YANG

HARUS

DIBAYAR

Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU, jumlah pajak yang harus dibayar

Terbilang

men adi:

KEDUA

KE"TIGA Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
keputusan ini, akan dilakukan pembetulan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

dalam
sesuai

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Nganjuk ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

pada tanggal .........
a.N BUPATI NGANJUK

NAMA JABATAN
KEPAI,A PERANGKAT DAERAH

Ditetapkan di

NAMA
Pangkat

NIP.
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Keterangaa
*f Coret yang tidat perlu
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22. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR SKPDLB

lIIlIl
NOMOR

SKPDLB
(SURAT KETE"TAPAN PAJAK

DAERAH LEBIH BAYAR)

Masa Pajak
Tahun

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nama Wajib Pajak

Nama Usaha/Objek Pajak

Alamat Usaha

Tanggal jatuh tempo

Berdasarkan Pasal .... Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun .... telah
dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan
kewajiban:

I

Ayat Pajak

Nama Pajak

Dari pemeriksaaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan
jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

II

Rp.l.Dasar Pengenaan

Rp.2.Pajak yang terutang

3.I&edit Pajak:

Rpa. Setoran yang
dilakukan

Rpb. Lain-lain

Rpc. Dikurangi
kompensasi
kelebihan
ketahun yang
akan
dataag/hutang
pajak

d. Jumlah Pajak
yang dapat
dikreditkan
(a+b+c)

NPWPD

Rp
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4.Jumlah kelebihan
pembayaran Pokok
Pajak (3d-2)

Rp.

S.Imbalan Bunga Rp

6.Jumlah lebih bayar
yang seharusnya
tidak terutang (4+5)

Rp

PERHATIAN

e Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kasa Daerah dengan
menggunakan SUrat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMK
Pajak).

o Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, diartikan imbalan bunga sebesar O,6% (nol koma
enam persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
NAMA JABATAN

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP

Gunting disini

No. SKPDLB:

TANDA TERIMA

NPWP

Nama

Alamat

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Yang Menerima

( )

Dengan Huruf !
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23. SURAT KE.TSIAPAN PAJAK DAERAH NIHIL SKPDN

Itlr
SXPDN

(SURAT KETSTAPAN PAJAK
DAERAH NIHIL)

Tahun

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nama Wajib Pajak

Nama Usaha/Objek Pajak

Alamat Usaha

NPWPD

Berdasarkan Pasal .... Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun .... telah
dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan
kewajiban:

I

Nama Pajak

Dari pemeriksaaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan
jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

II

Rp.l.Dasar Pengenaan

Rp,2.Pajak yarrg terutang

3.Kredit Pajak:

Rpa. Kompensasi
kelebihan dari
talun
sebelumnya

Rpb. Setoran yang
dilakukan

Rpc. l,ainlain

Rpd. SPT (Pokok)

e. Jumlah Pajak
yang dapat
dikreditkan
(a+b+c+d)

NOMOR

Masa Pajak : ...............

Rp
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4.Jumlah yang masih
harus dibayar (2-3e)

Rp. NIHIL

PERHATIAN

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
NAMAJABATAN

KEPAI,A PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP

Guntin4 disini

No. SKPDN :

TANDA TERIMA

NPWP

Nama

Alamat

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Yang Menerima

( )
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SPOPD

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PEIDAT'TARAN O
Nomor

PA^IAK DAERAH ISI'OPDI

Unit Pengelola

Jenis Permohonan

A. PAJAK REKLI\ME*I

I. Data Pemilik

1. Nama Pemilik

RT...... RW....... Kode Pos

2. Alamat

3. Kelurahan

4. Kecarnatan

5. Kota/Kabupaten

6. Nomor Telepon

II. Data Slailb Paiak

l Nama Badan
Hukum

2. Alamat Badan
Hukum

1. Teks Reklame

2. Jenis Reklame

I

24. SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH

III. Data Reklame
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a. Papan/ Billboard / Megatron / Videotron
b. Kain
c. Melekat / Sticker
d. Selebaran
e. Berjalan termasuk kendaraan
f. Udara
g. Apung
h. Film / Slide
i. Peragaan

3. Alamat / Tempat Pemasangan

a. l,okasi
Pemasangan

RT RW.... Kode Pos

b. Kelurahan

c, Kecamatan

d. Kota/Kabupaten

4. Kode/Kelas Jalan (diisi oleh petugas)

5. Ukuran Reklame

Panjang ......m X l.ebar ....m = m2

Panjang ......m X lebar ....m = ..........m2

Panjang ......m X lrbar ....m = m2

6. Jumlah
Pemasangan

7. Jangka Waktu
Pemasangan Mingguan (........ had)

Bulanan

8. Jenis Produk
Reklame

a. Rokok
b. Minuman Beralkohol
c. Produk Makanan/ Minurnan
d. Produk Kecantikan
e. Produk Perbankan
f. Produk Automotif

Panjang ......m X Lebar ....m = ..........m2

kmbar
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B. PA"'AIT AIR TANAH*)

L Deta Wallb Palak

1. Nama Wajib
Pajak/ Usaha

2. NPWPD

3. Alamat

4. RT/ RW

5. Kelurahan

6. Kecamatan

7. Kota/Kabupaten

8. Nomor Telepon

II. Data Oblek Patak

1. Kondisi Objek Pajak

a. Digunakan

b. Tidak Digunakan

2. Alat ukur yang digunakan

a. Meter Air

b. Bukan Meter Air

3. Volume air bulan
terakhir

C. Keteranganlaln-Laln

Wajib Pajak

T

II
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r) Isi salah eatu jenis pajak sesuai kewajiban perpajakan.
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25. SURAT HIMBAUAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor .... /Himbauan-PD / .... I 20... Kepada:

Sifat
Lampiran

Penting Yth. Sdr. Wajib Pajak Daerah

Perihal Surat Himbauaa di-

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan
atas kesadaran dan kepedulian Saudara untuk memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang merupakan sarana
arlministrasi perpajakan Daerah untuk melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakan Daerah Saudara sebagai Wajib Pajak.
Pelaksanaan kewajiban perpajakan Daerah yang Saudara lakukan
merupakan bentuk partisipasi langsung dalam membiayai
pembangunan Daerah yang menjadi tanggung jawab kita bersama
sebagai bangsa.

Berkaitan dengan adanya op:'y'alisasi penerirnaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah di
Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Peraturan Ehrpati Nomor...
Tahun ... tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah, maka kewajiban Saudara selaku Wajib Pqiak antara lain:
1. Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah (SPIPD) setiap bulan selambat-larnbatnya 15 (lima
belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;

2. Menyetorkan pajak daerah tenrtang sesuai dengan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebel',m jatuh tempo;

3. Menyetorkan pajak daerah terutang sesuai dengan perhitungan
Wajib Pajak untuk jenis psiak yang dibayar sendiri
berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak;

4. Melakukan klarifikasi atau memberikan penjelasan apabila
diterbitkan undangan pemanggilan atas perbedaan data
mengenai pembayaran pajak daerah terutang berdasarkan data
Badan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan data yang kami mitki, Saudara belum
melaksanakan kewajiban pajak daerah

pada point

Dalam hal Saudara belum melaksanakan kewajiban
perpajakan dan untuk menghindari sanksi yang akan
memberitakan Saudara, dengan ini Kami himbau aBFr Saudara
segera melakukan kewajiban perpajakan daerah yang belum
Saudara penuhi.

Tempat, Tanggal, Bulan dan
Tahun

TEMPAT

I



-48-

Untuk bantuan dan informasi dalam rangka
memenuhi kewajiban perpajakan daerah, Saudara dapat
menghubungi contact person atau mendatangi kami
di Kantor Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Nganjuk di Jl. Merdeka Nomor 3 Nganjuk, petugas kami
dengan siap dan senang hati akan membantu.

Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami
ucapkan terima kasih.

NAMAJABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP.
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26. SURAT PERINGATAN

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor Kepada

Sifat
Lampiran

Yth. waiib Pajak / Penanggung Pajak

Perihal di-

TEMPAT

Berdasarkan data yang ada pada Badan Pendapatan Daerah,

sampai saat ini Saudara belum melaku-kan pendaftaran ulang atas usaha

sebagai berikut:

Jenis Reklame
Teks Reklame
Alamat Pemasangan
NOPD / Nomor Izin
Masa Pajak
Tanggal Jatuh Tempo

Untuk menglrindari tindakan penertiban atas reklame dimaksud

disertai dengan pembongkaran, maka dengan ini kami ingatkan kepada

Saudara agar segera melakukan pendaftaran ulang untuk memperoleh izin
peDasangan / penyelenggaraan reklame dan melunasi pajak reklame dalarn

wakhr 7 hari sejak diterimanya surat peringatan ini.
Bila tanggal yang ditentukan jatuh pada hari [bur diharapkan

Saudara datang pada hari kerja berikutnya.
Dalam hal Saudara telah mendapat 'tzin pemasangan/

penyelenggaraan reklame dan telah melunasi pqiak rekLame dimaksud,

kami mohon kepada Saudara agar meLaporkan kepada Badan Pendapatan

Daerah atau staf kami di Kantor Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Nganjuk di Jl. Merdeka Nomor 3 Nganjuk'

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

NAMA JABATAN

KEPAI,A PERANGKAT DAERAH

NAMA

Pangkat
NIP.

Tembusar:
1

Surat Perlp{atan

I
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2

3

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor

Sifat
Lampiran

Yth. Pernilik/ Penanggung Pajak

Perihal PerLEqata! ..............,.. di-

TEMPAT

Berdasarkan hasil pendataan Petugas Kami di lapangan ternyata

Saudara telah memasang reklame tanpa izin dengan data sebagai berikut:

Jenis Reklame
Teks Reklame
Alamat Pemasangan
NOPD / Nomor Izin
Masa Pajak

Tanggal Jatuh Tempo

Dengan ini kami ingat]<an kepada Sauda-ra agar segera

melengkapi perizinan dan membayar pajal sesuai dengan ketentuan yang

berlaku atau membongkar sendiri reklame tersebut sebelum Tim Penertiban

mengambil tindakan penertiban dan pembongkaran atas reklame dimaksud
paling lambat 7 hari sejak surat peringatan ini diterima.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih-

NAMAJABATAN
KEPAI.A PERANGKAT DAERAH

NAMA

Pangkat
NIP.

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

Kepada

I
I

I
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Tembusan:
1.

2.

3.
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KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor Kepada

Sifat
l,ampiran

Yttr. Pemilik/ Penanggung Pajak

Perihal Perlngatan di-

Jenis Usaha
Nama Objek Pajak
Alamat Objek Pajak
NPWPD / NOPD

Masa Pajak
Tanggal Jatuh Tempo

Untuk menghindari pengenaan sanksi administratif yang

mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar, maka
dengan ini kami ingatkan kepada Saudara agar segera

Paling larnb2l 1a1gg41

sejak surat peringatan irri diterima.
Bila tanggal yang ditentukan jatuh pada hari libur diharapkan

Saudara datang pada ha-ri keia berikutnya.
Dalam hal Saudara te1ah................ kami mohon kepada

Saudara agar melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Nganjuk.
Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami

ucapkan terima kasih.

NAMA JABATAN
KEPAI,A PERANGKAT DAERAH

NAMA

Pangkat
NIP.

Tembusan:
1

2

TEMPAT

I

I

I



-54-

27. SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKSTIKA DAN SEKALIGUS

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

ST'RAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAI( SEKErIXA DAN SEKALIGUS
Nomor

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal ..... Peraturan
Bupati Nomor ... Tahun .... tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan
Pajak Daera'l., dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Alamat Wajib Pajak / Penanggung Pajak

Nama Usaha

Alamat Usaha

untuk melunasi sekaligus utang Pajak Daerah sejumlah Rp
dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah

Jenis
Pajak

Tahun Pajak Nomor dan
Tanggal Surat

Ketetapan Pajak
Dae rah *)

Tanggal
Jatuh Tempo
Pembayaran

Jumlah
T\:nggakan

Pajak Daerah
Gp)

Terbilang:

tanggal bulan.........tahun
pada hari

NPWPD

I
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Atas perhatian dan ke{a sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Ngarjuk
Pada tanggal

NAMAJABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP.

*) STPD / SKPD atau dokumen lain yang disamakan/ SKPDKB / SKPDKBT /
SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding
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LAPORAN PELAKSANAAN
SURAT PERIITTAII PENAGIHAN PA.IAK SEKETII(A DAI{ SEI(ALIGUS

No

wajib
Pajak

Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan
Sekaligus

Pembayaran Akibat Surat Perintah Penagihan
Pajak Seketika dan Sekaligus

Nama
dan

Alamat

Nomor Tanggal Trrnggakan P4iak
dan Denda

Nomor Tanggal T\rnggakan Pqiak dan
Denda

1 a J 4 5 6 7 8 I

NIP

Nganjuk,
Jurusita Pajak Daerah,

Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Nganjuk,

NIP

NPWPD
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28. SURAT TEGURAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan
Tahun

Kepada

Nomor Yth

Sifat

Lampiran di

Hal Surat Teguran

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk,
hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebaga.i

berikut:

Jenis
Pajak

Tahun Nomor & Tanggal Surat *) Tanggal
Jatuh
Tempo

Jumlah
T\.lnggakan

Bp)

Jumlah Rp

Terbilang

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO, maka kepada Saudara
untuk melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 2l hai sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar
Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Nganjuk, guna perubah an data.

kasih
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima
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NAMA JABATAN
KEPAI"A PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP.

PERINGATAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM
WAKTU 21 HARI SETEI^A.H TANGGAL
SURAT TEGURAN INI. SESUDAH
BATAS WAKTU TERSEBUT,
TINDAKAN PENAGIHAN AKAN
DII,ANJUTKAN DENGAN
PEI{YERAHAN SURAT PAKSA.

*) STPD / SKPD/ atau dokumen lain yang
disamakan / SKPDKB / SKPDKBT / SK
Pembetulan / SK Keberatan / Putusan
Banding
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29. SURAT PAKSA

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor Kepada

Sifat Dinas Yth

la.mpiran

Hal Pembe ritahuan akan
melaksanakan Surat
Paksa

di

Dengan ini diberitahukan kepada Sarrdara untuk
melakukan tindakan Penagihan Pajak Daerah berupa
pelaksanaan Surat Paksa terhadap:

Nama Wajib Pajak I
Penanggung Pajak

NPWPD

NOPD

Alamat
Tingga;

Tempat
RT RW
Kode Pos

Demikian
tanggung jawab.

agar ditaksanakan dengan penuh

NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP.

Tembusal:
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
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KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

ST'RAT PAIISA
Nomor:

DEMI KEADIIITIT BERDASARXAN KETUHAI{AN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Menimbang bahwa

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak

NPWPD

NOPD

Alamat
RT...... RW..... Kode Pos

Jenis Pajak Tahun
Pajak

Nomor dan tanggal
surat ketetapan
pajak daerah*)

Tanggal
jatuh tempo
pembayaran

Jumlah
T\rnggakan

(Rp)

Jumlah Rp

Terbilang:

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak / Penanggung Pajak untuk membayar
jumlah tunggakan pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan, ke
Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2 (dua) kadi 24 (dua puluh empat) jam
setelah Surat Paksa diterima.

2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak Daerah yang melalsanakan Surat Paksa
ni atau Jurusita Pajak Daerah lain yang ditunjuk untuk melanjutkart
pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan Penyitaan atas barang-barang milik
Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh
empat) ja:rr Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

menunggak Pajak Daerah sebagai berikut:
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Tempat, Tanggal, Bulan dan Tatrun
NAMAJABATAN

KEPAI,A PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP.

PERIIATIAIT
Pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24
jam setelah menerima Surat paksa ini.
Sesudah batas waktu ini, tindakan
penagihan pajak akan dilanjutkan dengan
Penyitaan.
(Pasal 12 ayat (f ) UU Nomor 19 Tahun
2o00).

") STPD / SKPD atau dokumen lain yang disamakan / SKPDKB/ SKPDKBT/ SK

Pembetulan / SK Keberatan/ Putusan Banding
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KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SI'RAT PAKSA
Nomor

Pada hari ini ..........., tanggal .........., bulan tahun
atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

yang memilih tempat kedudukan di di
Kabupaten Nganjuk, saya, Jurusita Pajak Daerah pada Badan Pendapatan

MEMBERITAHUXAN DENGAI{ RESMI

l*:.... . 111i11 . .:..: :.. .. . ,'**:r.'oto"u,. tlffi?" 
".",11Surat Paksa Nomor tertanggal ....., saya, Jurusita

Pajak Daerah, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan
kepada Saudara sebagai Wajib Pajak/ Penanggung Pajak supaya dalam
waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, harus menyetor utang Pajak
Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebesar Rp

................(.... .) dengart
tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak
dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah
ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak
maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum/dijual
langsung kepada pembeli dan hasil penjuaJannya digunakan untuk
membayar utang pajak, sanksi administrasi dan biaya-biaya yang
berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan
PEI.IYANDERAAN. Saya, Jurusita Pajak Daerah, telah menyerahkan salinan
Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di
tempat tinggal/ tempat kedudukan orang pribadi/ badan yang menanggung
pajak.

Penyerahal salinan kepada
di

disebabkan

dilakukan
tinggal

Dibuat di

Yang menerima salinan
Surat Paksa,

NAMA PE"IABAT

Jurusita Pajak Daerah,

NAMA
Pangkat

NIP.

Daerah, bertempat kedudukan di .......................

Surat Paksa
bertempat
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Mengetahui / mengesahkan

NAMA PEJABAT
Pangkat

NIP.

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut:

Rp
Biaya harian Jurusita Pajak Daerah

Biaya perjalanan

RpJumlah

IIr
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30. SURAT PEI\TYITAAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

ST'RAT PERINTAH MEI,,AI(SANAKAN PETNTAAN
Nomor

Nama

NPWPD

NOPD

Alamat Tempat
Tinggal

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor
tanggal narnun hingga saat ini belum juga
melunasi jumlah hutang Pajak Daerah yang masih harus dibayar, mal<a

sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada :

NIP

Jabatan Jurusita Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Nganjuk

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau
barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang
berada ditempat Wajib Pajak/ Penanggung Pajak maupun yang berada di
tangan orang lain.
Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 ora;lg saJcsi, Warga
Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan
dapat dipercaya. Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam
waktu paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan penyitaan'

Oleh karena Wajib Pajak / Penanggung Pajak:

RT ............ RW ....... Kode Pos ........

Nama
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Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal

NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP.

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PELAI(SANAAN SITA
Nomor

Pada hari ini .... tanggal .... bulan tahun ........., atas Kekuatan
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor..........
tangga1......... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Nganjuk dalam hal ini memilih domisili di kantornya di

berdasarkan Surat Paksa yalg dikeluarkan tanggal
Nomor.......... yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib
Pajak/ Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya,
Jurusita Pajak Badan Pendapatan Daerah, bertempat di
dengan dibantu 2 orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai
usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1 peke{aan
pekerjaan2

telah datang di rumah / tempat kegiatan usaha / perusahaan Wajib Pajak /
Penanggung Pajak:

Nama

NPWPD

NOPD

Alamat Tempat Tinggal
R? RW ........ Kode Pos...

untuk melaksanakan Perintah Penyitaal dimaksud atas barang-barang milik
Wajib Paj ak/ Penanggung Pajak, karena yang bersangkutan masih
menunggak Pajak Daerah sebagai berikut:
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Jenis Pajak Tahun Pajak Nomor dan tanggal
surat ketetapan
pajak daerah ")

Jumlah Rp

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil
sebagai berikut:

Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis barang
bergerak:

Terletak di: Taksiran harga :

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

b. Jenis barang
tidak bergerak

Taksiran harga :

o Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena:

Jumlah
Tunggakan (Rp)

1.

Terletak di:

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
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Kepada wajib Pajak/ Penanggung Pajak dijelaskan bahwa :

1. Hutang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14

hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan
diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang-
barang yang telah disita;

2. Barang yang telah disita tersebut akan dijual dimuka umum dengan
perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan
ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak
Daerah menunjuk yang bertempat tinggal di

sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut
menandatangani Berita Acara dan salinan-salinannya sebagai bukti telah
menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas,
yang turut pula menandatangani Berita Acara dan sa-linan-salinannya.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib
Pajak/ Penanggung Pajak.

Wajib Pajak / Penanggung Pajak

NAMA PE.IABAT

Jurusita P4jak Daerah

NAMA
Pangkat

NIP.

Mengetahui / mengesahkan

NAMA PE.IABAT
Pangkat

NIP.
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Biaya penagihan pajak:

Biaya harian Jurusita Pajak
Daerah dan Sanksi Rp

Biaya pe{alanan

Jumlah Rp

Telah / Belum dilunasi *)

*) coret yang tidak perlu
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LAPORAIT PELAKSANAAN PEITflTAAN

No

wajib Pajak
Surat

Teguran
Nomor /
Tanggal

Surat Paksa Surat Paksa yang Dilanjutlan
Dengan Perintah SIta

Pembayaran
Trrnggakan Akibat

Penyitaan

Nama dan
Alamat

NPWPD Nomor Tanggal Tunggak
an Pajak

dan
Denda

Nomor Tanggal Trrnggak
an Pajak

dan
Denda

Tanggal Tunggak
an Pajak

dan
Denda

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 t2

Mengetahui,

JURU SITA PAJAK DAERAH,
Madiun,

6

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Nganjuk,



\|o

z
'U

z
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KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS
BARANG BERGERAK / BARANG TIDAK BERGERAK
NOMOR

NOMOR

TANGGAL

BARANG INI TERMASUK BARANG-BARANG YANG DISITU NEGARA BARANG
SIAPA DENGAN SENGA.JA MEMII{DNITAITGAI|KAN / UEMII{DNIIIAN
HAI( / UEUII|JAUKAIT / UERUSAK BARANG INI DAPAT DITUNTUT
BERDASARKAN PASAL 231 KUH PIDANA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN
PENJARA SELAMA-LAMAT{YA 4 (EMPAT) TAHUN

Catatan :

Daerah
Ukuran kertas panjan g 27,54 ....
21,18.... 10O gram

Jurusita Pajak

( )
NIP
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31. PEI{YANDERAAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nganjuk,

Nomor Kepada

Sifat Dinas Yth. Bupati/ Kepa-la Perangkat
Daerah Nganjuk

Lampiran di-

Hal Permohonan IJln
Melakukan Pe nyande raan

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undalg Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 200O,
dengan ini kami mengajukan pernohonan Ijin melakukan penyanderaan
terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak (WP/PP) sebagai berikut :

I Identitas Wqiib Pajak/ Penanggung Pajak
1. Nama Wajib Pqiak
2. NPWPD
3. Alamat
4. Nama Penanggung Jawab
5. Alamat
6. Jabatan
7. Umum/ Tanggal l,ahir
8. Jenis Kelamin
9. Agama
10. Kewarganegaraarl
I 1. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)

Alasan Penyanderaan
1. Jumlah Hutang Pajak

II
:Rp

2. Penerbitan : Nomor .........Tangga-l ........
Diberitahukan kepada WP/ PP Tanggal

3. Diragukan itikad baiknya dalam pelunasan pajak, antara lain:
a
b

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar penyanderaan
terhadap WP/PP yang namanya tercantum di atas dilaksanakan untuk

hrulan Untuk memenuhi persyaratan ijin
penyalderaan. Bersama ini terlampir disampaikan formulir dan dokumen
pendukung.

Demikian disampaikan, apabila Bapak tidak berpendapat lain mohon
dapat diproses lebih lanjut.

NGANJUK.
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Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal

NAMA JAE}ATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP.

Tembusan:
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KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAII PENYANDERAAN
No

untuk kepentingan penagihan pajak dalam
rangka mengamankan penerimaan keuangan
daerah perlu dilakukan penyanderaan

Pertimbangan

I Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
7997 sebagaimana telah diubah dengan
Undang -Undang Nomor 19 tahun 2O0O
Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa;

Dasar Hukum

2 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2O00
tentang Tempat dan Tata Cara Penyalderaan,
Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak,
dal Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

J

dan Berita Acara
Paksa nomor :

Surat Paksa Nomor
tanggal :

Pemberitahuan Surat
tanggal ;

4 Surat lzln Penyanderaan
Kabupaten Nganjuk Nomor

dari Bupa.ti

tanggal

DIPERINTAHKAN

Nama1

NIP

Jurusita Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Jabatan

2 Nama

NIP

Jurusita Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

I
III I

III
Jabatan
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Untuk 1 a Melakukan penyanderaan pajak dengan
identitas sebagai berikut:

Nama

Tempat/Tanggal Lahir
Alamat

Pekerjaan

Kewarganegaraan

Agama

b Penyanderaan dilakukan dengan alasan
penanggung pajak mempunyai utang pajak

c Penyanderaal dilaksanakan untuk bulan
dan Penanggung Pajak ditempatkan

di

3. Membuat berita a
Penanggung Pajak
tahanan negara

acErra pelaksanaan penyanderaan pada saat
ditempatkan di tempat penyanderaan/rumah

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal

NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP.

Pada hari ini tanggal .. Sr:rat Perintah Penyanderaan diserahkan
kepada Penanggung Pajak yang disandera.

Yang Menerima/
Penanggung Pajak yang

Disandera

Nama Jelas

Yang menyerahkanf
Jurusita Pajak Daerah

NIP

sebesar Rp .......................

I

I

t

I
t l
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KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENYANDERAAIT
Nomor

Pada hari ini tanggal .... bulan tahun ...... atas kekuatan
Surat Perintah Penyanderaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor
tangga1......... ..................yan9
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam hal
ini memilih domisili di kantornya di....................................berdasarkan
Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal Nomor dan Surat
Penyanderaan dari Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor yang telah
diberitahukan dengan resmi kepada wajib Pajak/Penanggung Pqjak yang
akan disebut dibawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Badan Pendapatan
Daerah, bertempat di dengan dibantu 2 orang saksi warga negara
Indonesia, yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat
dipercaya, yaitu :

1 pekerjaan
pekerl'aan2

Nama

NPWPD

NOPD

Alamat Tempat
Tinggal RT RW Kode Pos

di karena penanggung pajak mempunyai utang pajak daerah
sebagai berikut:

Jenis Pajak Tahun
Pajak

Nomor dan tanggal surat
ketetapan pajak daerah ")

Jumlah
Tunggakan (Rp)

Jumlah Rp

Dan dan penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan
utang pajak. Salinan Berita Acara ini disampaikan kepad-a penyimpan
barang dan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

telah melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/ Penanggung Pajak :
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Waj ib Pqjak/ Penanggung Paj ak,

NAMA PE.IABAT

NAMA JABATAN KEPALA
PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP.

Kepala Tempat penyanderaan /
rumah tahanan negara,

Nama Je1as

Saksi

Nama Jelas

2
Nama Jelas

Mengetahui / mengesahkan
Jurusita Pajak Daerah,

NAMA PDIABAT
Pangkat

NIP.

l.



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor Kepada

Sifat Yth. Sdr. Kepala Rumah Tahalan
Negara

Lampiran

Hal Pemberitahuan
Pelepasan Penanggung
PaJak Yang dlsandera

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang pslagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000,
dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melepaskan Penanggung
Pajak yang disandera dengan identitas sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak
NPWPD
Alamat
Nama Penanggung Jawab
Alamat
Jabatan
Umur/ Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Kewarganegaraan
Nomor Identitas
(KTP/SIM/Paspor)
Nomor / Tanggal Surat
Perintah Penyanderaan
Masa Penyanderaan
Tempat Penyanderaan
Alamat tempat
penyanderaan

Rutan

Demikian disampaikan, atas kedasamanya diucapkan terima kasi
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di-

TEMPAT

Bahwa penanggung pajak yang disandera dapat dilepas dengan alasan
telah memenuhi persyaratan sebagai berikut*) :

a. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
b. Jangka waktu yalg ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan

telah dipenuhi;
c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap; atau
d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bupati.
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NAMAJABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP.

Tembusan:
*) lingkari sesuai dengan alasan penanggung pajak yang disandera.
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32. SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK

KOP PERUSAIIAAN/WAIIB PAJAK

Nomor

Hal Surat Permohonan

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama WP/Usaha

NPWPD

Alamat

Nomor Telepon

Wajib PajakBertindak selaku

Watil/kuasa 1 dari Wajib Paiak

Nama WP / Usaha

NPWPD

Alamat

Nomor Telepon

Mengajukan permohonan :

Pembetulan Ketetapan Paj akPengurangan Ketetapan Pajak

Pengar angan / PenghapusanKeberatan "")

Sanksi Admini strasiPengembalian Kelebihan

Pembayaran Pajak

IIIII ItIIII

IIlIIIIIlrrtIII

IIII
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Pembayaran Pajak

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Wajib Pqiak / Kuasa Wajib Pajak

( )

Nama Terang
dan Sternpel

Keterangan :

l. Beri tanda X pada yang sesuai, dalam hal permohonan diajukan oleh

Wajib Pajak Orang Pribadi pada Orang Pribadi, atau dalam hal diajukan oleh
Wajib Pajak Badan diisi wakil / Kuasa dari Wajib Pajak.

2. *) coret salah satu

I
I

I
I

I

3. **) Melampirkan surat yang mengemukakan jtrml2ft pajak yang terutang
menurut perhitungan Wajib Pajak dan disertai alasan-alasan yang jelas serta
didukung dengan bukti: a) fotokopi SSPD Pajak, b) asli
SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN, c) fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu
Keluarga/identitas lain
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33. BERITA ACARA PENELITIAN tJAP

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENELITI/II| IBAPI
Jenis Pajak:

I. DATA OELIEK DAN WAJIB PAJAK

Narna Wqiib Pa'ak

2 Alamat Wajib Pajak

3 NIK

4 NPWPD

5 Jenis Pajak

Narna Usaha6

Jenis Usaha

8 Ala'nat Usaha

9 Tanggal Penelitian

10. Alasan Penelitian

Pemberian NPWPD

Penghapusan NPWPD

Penetapan Pembayaran Pendahuluan Pajak Daerah atas
Peng{uan Keberatan

II. IDENTITAS PENELITI

Narna

2 NIP

IIrIrIIIIr

Ifo : ...../BAP- .........1fi2...1....-..-

1.

7.

t-t

1.
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3 Jabatan

III. HASIL VERIFIKASI DATA
1

2

IV. HASIL PENELITIAN
1

,

V. KESIMPULAN

Kepala Sub Bidang

NAMA PEJAI}AT

Dibuat di

Petugas Pendata

NAMA
Pangkat

NIP.

Mengetahui / mengesahkan
Kepala Bidang

NAMA PEJABAT
Pangkat

NIP.
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34. I-APORAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH PPD

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LAPORAN DAERAHPEMERIKSAAN

LAPORAN
TENTANG

Jenis Pajak :

LHPPD t82.....1IIo: ...../

I- DATA OBYEK DAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak
2. Alamat Wajib Pajak
3. NIK
4. NPWPD
5. Jenis Pajak
6. Nama Usaha
7. Jenis Usaha
8. Alamat Us$a
9. Tanggal Pemeriksaan
10. Alasan Pemeriksaan

II, IDENTITAS PEMERIKSA

1. Nama
2. NIP
3. Jabatan
4. No Surat Tugas

III. DATA DAN FAKTA

1

2

IV. TINJAUAN YURIDIS

1

3.
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2

V. HASIL PEMERIKSAAN

1

2

VI. KESIMPULAN

Dibuat di
Pada tanggal

Nama Jabatan,

NAMA
Pangkat

NIP.

Mengetahui,

Kepala Bidang

NAMA
Pangkat

NIP.

Kepala Sub Bidang

NAMA
Parrgkat

NIP.
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35. SURATKEPUTUSAN KEBERATAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

I(IBERATAN WA.JIB PI"'AI( ATAS PA"IAI( I'AERAII
BUPATI NGAITJuK.

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak
atas na-rna ..... nomor ..... tanggal .... yang diterima
.... tanggal ... berdasarkan LHPPD nomor .... tanggal
. . . tentang ... atas . .. nomor .... tanegal . . .. Tahun
Pajak.....;

b bahwa berdasarkan laporal penelitian keberatan
nomor .... tanggal ... .. .;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
tentang Keberatan Wajib Pajak atas Pajak Daerah ...;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor I Tahrun 2022 tentang
Hubungan Keuangan altara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

2 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor ....
Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pementrhan
Kewajiban Perpajakan;

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 /PMK.O3?2O13
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian
Keberatan sebagaimana diubah dengan PMK Nomor
2O2|PMK.O3|2OLS tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 I PMK.O3 I 20 I 3
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian
Keberatan;

5 Peraturan Bupati Nomor Tahun
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah.

IIEPUTUSAIT BI'PATI NGAITJI'I(
IfouoR ......... TAHITT{.......

TEITTA.!5G

I
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPAI,A BADAN PENDAPATAN TENTANG

KEBERATAN WAJIB PAJAKATAS PAJAK DAERAH ........

PERTAMA 1 Mengabulkan seluruhnya/ Mengabulkan sebagial/
Menolak Keberatan J Wajib Pajak dalan suratnya nomor
... .. tanggal ...... ... .

Mengurangkan / Mempertahaakan / Menambah*) jumlah
paja-k yang masih harus dibayar/ jumlah pajak yang lebih
dibayar dalam ..... nomor ..... tanggal .........

Atas

Wajib Pajak

NPWPD

Alamat

Dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Semua (Rp) Ditambah/
Dikurangi

(Rp)

Menjadi
(Rp)

a. Dasar
Pengenaan
Pqiak

b. Pajak Terutang

c. Sanksi
Administrasi:

1. Kenaikan
(s0%)

d. Pajak yang
Harus Dibayar

KEDUA Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkarr.

Ditetapkan di
pada tanggal

A.n BUPATI NGANJUK
NAMA JABATAN

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP.

2
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36. SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN BAYAR PAJAK

KOP PERUSAHAAN/ WAJIB PA"'AI(

SI'RAT PERMOHONAIT PEI{GEUBALIAI{ ATAS XELEBIHA.IT
PEMBAYARAJT PA"'AI(

Nomor

Lampiran

Hal Permohonan Pengembalian Atas
Kelebihan Pembayaran Paj ak

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama WP/Usaha

NPWPD

Alamat

Adalah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak

Mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pqjak
berdasarkan Pasal Peraturan Bupati Nomor ........ Tahun
dan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD) Nomor sebesar
Rp

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini dilampirkan :

1. Bukti setoran pajak
2. SPTPD
3. Dokumen / keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak
4. Perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak

Demikian surat
dipertimbangkan.

permohonan kami sampaikan untuk dapat
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Permohonan / Wajib Pajak

)(

Keterangan :
*) pilih yang sesuai

Guntirq di.sini

Nomor:

TANDA TERIMA

NPWPD
Nama
Alamat

Nganjuk,

Yang Menerima

)(

IItl
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37. SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

ST'RAT KEPUTUSAN BI'PATI ITGANJI'I(
NOMOR TAHT'I{....

TEI{TAITG
PENGEMBALIAN XTLEBIHAIT PEMBAYARAN PA.IAK

XEPALI\ BADAN PEI{DAPATAJ{ DA.ERAII I(ABI'PATEI| ITGAJTJT'K

BUPATI NGANJT'K,

Menimbang a.

tanggal
NPWPD

atas narna
mengenai

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Nganjuk tentang Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak.

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor I Tahurl 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 5O Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan;

.) Peraturan Menteri Keualgan Nomor
39 |PMK.OS/2018 tentang Tata Cara Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 2O9lPMK.O3l2O2l tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 39/PMK.O3/2O18 tentang Tata Cara
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran
Pajak;

4 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor ....
Tabun 2023 terrtal:g Pajak Daerab dan Retribusi
Daerah;

5 Peratrrran Bupati Nomor .... Tahun .... tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap
SKPDLB menyatakan lebih bayar pada............. Masa
/ Tahun Pajak ............. sebesar ............... dan I
atau surat permohonan Wajib Pajak nomor

pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib
PSiak diberikan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sesuai dengan Peraturan Bupati
Nomor Tahun ......... tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

2.

I
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Menetapkan KEPUTUSAN KEPAL,A BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAEIUPATEN NGANJUK TENTANG PENGEMBALI.AN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pertama Kepada Wajib Pajak:

Nama

NPWPD

diberikan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Daerah........ Masa / Tahun*) Pajak SCSllAI

ketentuan Peraturan Bupati Nomor..... Tahun
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah sebesar dengan perhitungan
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang mempakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Kedua Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud dalam diktum PERTAMA harus diperhirungkan
terlebih dahulu dengan utang sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor
..... Tahun ......... tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.

Ketiga Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n BUPATI NGANJUK
NAMAJABATAN

KEPALA PERAN Gna*T DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP.

Memutuskan
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

NOMOR

NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH

Nama Wajib Pajak/ Usaha

Masa / Tahun Pajak

Dari hasil pemeriksaan tetah dilakukan, perhitungan jumlah pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagai berikut :

I Dasar Pengenaan Rp

2 Pajak terutang R

o Jumlah Kelebihan
Pembayaran Pajak (12-21

Rp

a. Utang Pajak
1)Pajak Daerah .....
2)Pajak Daerah ....
3)Dst.

b. Jumlah Utang Pajak
(a+b+c)

R
R

p
p

4 Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak (3-ab)

5 Imbalan Bunga
0,60/o x... (...) bulan x (5) Rp. .........

6 Jumlah Akhir
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran pajak (5+6) Rp

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n BUPATI NGANJUK
NAMA JABATAN

KEPAI.A PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP.

NPWPD

Rp. .....................
Rp. .....................

Rp. .....................

I

I

I
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ak daerah kuran ba tambahan SKPD

@ PEMERII{TAH XABUPAITII i{GA]I'UX

EADAI{ PEI{DAPATAN DAERAH

Jl. Merdeka No. 3 Nganjuk 64412

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Tahun

Masa Pajak

Nama waiib Pajak

Alama'

NPWPD

Nama Usaha

Alamat Usaha

Tanggal JatuhTempo

Nomor Nota

Perhitungan

Keterangan

l. Berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2010 telah dilakukan penelitianda/atau pemerikaan atau keterangan lain

atas Pelaksanaan kewajiban:

No Rekening Pajak Jenis Pajak Dasar Pengenaan (Rp) Pajaklerhutang {Rp)

Jumlah Rp

ll. Dari pemerikaan atau keterangan lain tersebut diatas,perhitunSan jumlah yang masih harus dibayar adzlah

s€bagai

berikut:

1, Dasar Pmgenaan RP

2, Paiak ydry terhurana RP

3. xrcdhP,s/,

a. (ompensasi kelebihan dad tahun sebelumnyd Rp

b. Seto6n fdng dilakulan RP

c Lain-lain RP

d. Jumlah yang dapat dikreditkan {a+b}t)

4. Jumlah kelurengen pembayar.r, potot paFt l2-3d)

5- Sanki Administrasi

e. Bunga

b. Kenaiken

c lumlah Sanksi Administrati, (a+b)

6. Jumlah yarg ,nesih ha.us diba|€r

Rp

Rp

Dengan Huruf:

Rp

Rp

Rp

Rp

Harap penyetoran di:akukan melalui Bank atau Bendahara Penerimaan dengan mentgunakan Surat Setoran Pajak Dae6h {sSPD)

Apabila SXPDKBT initidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT iniditerima dikenakan

PERTIATIAN :

7.

2.

Sanksi Administras; teftrpa 8un8a sebesar 2% per bulan

Tempat,Tanggal BulanTahun

Jabatan Penandatangan
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Nama Jabatan Penandatansan

NlP.(NlP Jabatan Penandatangan)
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39. Surat keteta ak daerah SKPDKB

@ PEMERII{IAH KABUPAIEI{ I{GAN'UX

SADAN PENDAPATAI{ DAERAH

Jl. Merdeka No.3 Nganjuk 64412

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

TahunNomor

Masa Paiak

Nama Wajib Pajak

Alamal

NPWPD

Nama Usaha

Alamat Usaha

Tanggal JatuhTempo

Nomor Nota

Perhitungan

Keterangan

l. Berdasarkan perda Nomor 8 tahun 2010 telah dilakukan penelitianda/atau pemeriksaan atau keterangan lain

atas Pelaksanaan kewajiban:

No Rekening Pajak Jenis Pajak Dasar Pengenaan (Rp) Pajak Terhutang (Rp)

Jumlah Rp

ll. Dari pemerilGaan atau keteranSan lain tersebut diatas,perhitungan jumlah yang masih harus dibayat adelah

sebagai

berikut:

1, Dasar Peogenaan RP

2. Paiak yang terhutarlg RP

3- xredit Paral

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumryE Rp

b. Saoran yEna dilakukan RP

c. Lain-lain RP

d. Ilmlah yang dapat dikreditkan (a+blc)

4- )umlahkekw.hgah pembaya6h potot ptirk l2_3d)

5. Sanki Administasi

a. Bunga

b. (enaikan

c- lumlah Sanksi Administrati, (albl

6- Jumlah yeng m.rh harus dibaya.(4+51

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Dengan Huruf:

Hardp penyetoran dilakukan melalui gank atau Bendahara Penerimaan dengan menBgunakan Sur.t Setoran P.jak Daerah (SSPD)

Apabita S(POKST initidakatau ku€ng dibayar setelah lewat waktu palinS l.ma 30 hari seiak SXPDXBT inidherima dikenakan

Sanks; Administrdsi berupa Bunga sebesar 29( pe. bulan.

PERHATIAN :

L.

2.

Tempat,Tanggal BulanTahun

Jabatan Penandatangan



-95-

Nama Jabatan Penaadatanqan

NlP.(NlP Jabatan Penandatanganl
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4O. Surat Pemberitahuan Pa Daerah SPTPD

SPTPD

( Surat Pemberltahuan Pajak Daerah )

PAJAKRESTORAN

NPWPD:

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap 4(empat) ditulis dengan hurufcetak.

2. Setelah diisi dan ditandatangani,harap diserahkan kembali ke Bapenda Kabupaten Nganiuk(Cq.Bidang Pendapatan dan

Penetapan) Jl.Merkeda No.3 Nganjuk, paling lambat pada tahggal 10 bulan berikutnya.

3. Keterlambata. pehyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan-

4. Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet palint sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)pertahun

DI ISI OLEH WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak

Alamat

No HP/Telp

Jenis t,saha RESTORAN/RUMAH MAKAN/DEPOTMARUNG MAKAN

Kode Rekening : 41102

A OMSET YANG HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Jumlah omset dan Pajak terhutang untuk masa pajak sekarang(lampirkan photocopy dokumen)

a- Masa Pajak

b. Pendapatan(omset)rata-rataperbulan

c- Tarif Pajak (sesuai Perda)

WAIIE PAJAK

Kepada

Yth. Kepala Badan Pendapatan Oaerah

Xatupaten t{gad*

Di

NGANJUK

i*o.SPrPt}

asaWc
Tahrn

PEMERIMAHTABUPATE T{GAiI'UT

SADAT{PEXDAPATA OAERAH

Jt.n le'del(axo.3 Teh.(tB58l 3212t4

I{GAXJUX

JUMLAH PENGUNJUNGNo. MEJA YANG TERSEDIA

IIII

rr-l [rTrTT]--T-l

JUMTAH KURSI

d. Pengenaan Pajak (bxc) : ....................... . ... ........... /bulan

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku,saya atau yang beri kuasa menyatakan bahwa apayang lelah kami beritahukan

tersebut diatas adalah benar, lengkap, ielas dan iujur.

Diterima191..................................-.

PETUGAS PENDATA
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Dibuat rangkap 4 (empat)

-1lbr untuk Wajib Pajak

-'llbr untuk Bendahara Penerimaan

-1lbr untuk Bidang Perencanaan & Penetapan

-1lbr untuk Pihak Lainnya



-99-

41 . Surat Keteta Daerah SXPD
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

( SKPO )

PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL MERDEKA NOi'OR 3 TELP (0358)

325222

NGANJUK

NAMA

ALAMAT

NPWPO

TGL JATUH TEMPO

JUMLAH (Rp.)URAIAN PAJAK DAERAHNO KODE REKENING

1.

2.

4.

5.

Jumlah Sanksi

Jumlah Ketetapan Pokok

Pajak

Jumlah

Kgseluruhan

Dengan huruf:

PER}I,ATIAN :

'1. Harap penyeloran dilakukan pada Bank / Bendaha.a Penerimaan yang ditunjuk.

2. Apabils SKPD ini t*lak atau kurang dibayar le$at waKu paling larna ?O had setelah SKPD

diterima atau ( tanggal iatlh tempo) dikenakah saDlsi ben8a bunga gcb6at 1yo per bulan

NGANJUK .

an.KEPAl BAOAN PENOAPATAN

OAERAH

KABUPATEN NGAruUK

KABID PENDATMN DAN PENETAPAN

Nama

Jabatan

NIP

NO, URUTTANDA TERIMA

Yang menerima

( )

........ Potorg disini

NAMA

ATAII/IAT

NPWPD
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Ca.a Pergisian

1) Diisisesuai nomor unit penerbitan

2) Oiisi sesuai masa pajak

3) Diisi sesuaitahun paiak

4) Oiisi sesuai nama waiib pajak

5) Diisi sesuai alamat wajib pajak

6) Diisisesuai NPI /FD wajib pajak

7) Diisi s6uai tanggaljatuh tempo paiak

8) Diisi s6uai dengan kode rekening pajak

9) Diisi s6uai dengan uraian pajak

10) Diisi s6uaijumlah ketetapan pejak

I TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK.
a. Menerima surat pennohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dari
Wajib Pajak.bc

b. Meneliti kelengkapan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak dari Wajib Pajak, kemudian ditakukan penelitian dan apabila
perlu dilakukan pemeriksaan dan dibuat laporan hasil penelitian.

c. Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada pejabat yalg
berwenang untuk diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau
diterima.

d. Membuat Keputusan Penolakan atau Keputusan Pembetulan.
e. Menyerahkan Keputusan kepada Wajib P4iak.

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
a. Menerima surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak, melakukal pemeriksaan dan membuat laporal pemeriksaal
yang ditandatangani oleh Petugas dan Wajib Pajak.

b. Mencatat ke Kartu Data dan selanjutnya dilakukan penghitungan
penetapan Kelebihan Pembayaran Pajak.

c. Memperhitungkan dengan utang/ tunggakan pajak yang lain,
kemudian dibuat Nota Perhitungan.

d. Setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain, ternyata
kelebihan pembayaran pajak, kurang atau sama dengan utang
pajak lainnya. Maka Wajib Pajak menerima bukti pemindahbukuan
sebagai bukti pembayaran kompensasi dengan pajak terutang
dimaksud, sehingga tidak diterbitkan SKPDLB.

e. Apabila utang pajak setelah diperhitungkan/ dikompensasikan
dengan kelebihan pembayaran pajak ternyata lebih, maka Wajib
Pajak akan menerima bukti pemindahbukr.ran dan seb"g"i bukti
pembayaran/ kompensasi diterbitkan SKPDLB.

f. Setelah diterbitkan SKPDLB, selanjutnya diterbitkan SPM untuk
pencairan dana.

KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZBT SERTA
TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
A. Kriteria Wajib Pajak :

Wajib Pajak yang memiliT< ornznt diatas Rp.3OO.OOO-0OO,OO (tiga
ratus juta rupiah)

II

III
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B. Tata cara pembuku an atalu pr-ncatatal: :

1) Wqiib Pajak telah memiliki omzet diatas Rp. 3O0.O0O.O0O,0O (tiga
ratus juta rupiah) per tahun diwajibkan menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.

2) Pembukuan atau pencatatan dimaksud dilakukan secara tertib,
teratur dan benar sesuai dengan norna pembukuan yang
berlaku dan dilaporkan setiap bulan kepada Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk.

3) Laporan pembukuan atau pencatatan dimaksud sebagai salah
satu dasar untuk penetapan pajak terutang'

IV. TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
I- Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara:
1) Memeriksa Tanda Pelunasan Paja} dan keterangan lainnya

sebagai bukti pelunasan kewqiiban perpajakan daerah.
2) Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung

lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan
perangkat elektronik pengolah data lainnya.

3) Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung
lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan
perangkat elektronik pengolah data lainnya catatan dan
dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media
komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya
dengal memberikan tanda terima.

4) Meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis Wajib Pajak
yang diperiksa.

5) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan
tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat
memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak
dan/ atau tempat-tempat lain yang dianggap penting, serta
melakukan pemeriksaal di tempat- tempat tersebut.

6) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada
angka 5) apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya
tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat
pemeriksaan.

7) Meminta keterangan dan/ atau bukti yang diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib
Pajak yang diPeriksa.

b. Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara :

l) Memberitahukan agar Wajib Pajak membawa Tanda
Pelunasan Pajak, buku-buku, catatan dan dokumen
pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer
dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.

2) Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung
lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan
perangkat elektronik pengolah data lainnya catatan dan
dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media
komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya
dengan memberikan tanda terima.
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3) Memeriksa buku-buku, cata,tal: dan dokumen pendukung
lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan
perangkat elektronik pengolah data lainnya.

4) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis wajib Pajak
yang diperiksa.

5) Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlulan dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib
Pajak yang diperiksa.

c. Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan
sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau
tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

d. Apabila penghitungan besarnya pajak terutang dalam SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPTPD, perbedaan
besarnya psjak diberitahukan kepada wajib Pajak yang
bersangkutan.

e. Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan
akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling
lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pemeriksaan selesai
dilakukan.

f. Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan
dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tqluh) hari kerja setelah
pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.

g. Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak
segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak
menunggu tanggapan Wajib Pajak.

h. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak
menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPD
dan / atau STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil
pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.

i. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak
dilakukan, apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
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